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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 266/PMK.05/2014
TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
221/PMK.05/2013, telah diatur ketentuan mengenai
sistem akuntansi transaksi khusus, yang berbasis kas
menuju akrual,

bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan
laporan keuangan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan transaksi khusus dan melaksanakan
ketentuan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem
akuntansi transaksi khusus yang sebelumnya berbasis
kas menuju akrual sebagaimana dimaksud dalam
huruf a menjadi berbasis akrual,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi
Khusus;
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI
KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang
selanjutnya disingkat SATK adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh
transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban
pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara, serta tidak tercakup dalam Sub
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan dan hibah.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS
adalah Badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang diberikan
wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak
dan gas bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja
sama dengan badan pelaksana.

Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor PKP2B adalah badan
usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik
dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN).
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11.

12.

3 2014, No.2050

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan
tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya
disebut BMN Idle adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BLBI
adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada
perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sistem
perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan
likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya
disingkat UAKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus pada
tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna
Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang
selanjutnya disingkat UAKKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang
menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan
laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada langsung di
bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum
Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAPBUN TK
adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang
melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN
TK/UAKKPA BUN TK.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu
Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya
disingkat UAKPBUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I
Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan
seluruh UAPBUN TK.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengelola Barang
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPLB BUN
adalah satuan kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk
mengurus/menatausahakan/mengelola BMN yang dalam penguasaan
Bendahara Umum Negara Pengelola Barang.
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14.

15.

16.

17.
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21.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat
DJPBN adalah wunit eselon I pada Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perbendaharaan Negara.

Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF adalah unit
eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.

Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah
unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang penganggaran.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat
DJKN adalah wunit eselon I pada Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan
lelang.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang selanjutnya
disingkat DJPK adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
pemerintah.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari
Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut BMN Yang
Berasal Dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan yang
diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan
dalam kegiatan usaha hulu.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari
Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang selanjutnya disebut BMN Yang Berasal Dari Kontraktor
PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh
Kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan
batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak
dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran
perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan
menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada
pengakhiran perjanjian akan digunakan untuk kepentingan umum.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk
menghasilkan data akuntansi.
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Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk
meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi
berdasarkan basis kas.

Buku Besar Akrual adalah kumpulan akun-akun yang digunakan
untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi
berdasarkan basis akrual.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah
atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,
laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan
yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam
satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas, LO, LPE, dan laporan perubahan
Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Bagian Anggaran yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah
kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang
untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.
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33.
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Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang
diproses dengan Dbeberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan Dokumen Sumber yang sama.

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan
Keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang menjadi dasar
memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memberi
keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus
dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Aset Bekas Milik Asing/China adalah aset yang dikuasai Negara
berdasarkan:

a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor
Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat
Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50
Prp. Tahun 1960;

b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan
Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi
Nomor 52/KOTI/1964; dan

d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang selanjutnya disebut PT
PPA adalah perusahaan perseroan yang didirikan oleh pemerintah
dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan aset negara yang
berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak
berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan
perjanjian pengelolaan aset.

Aset Eks Kelolaan PT PPA adalah kekayaan Negara yang berasal dari
kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang
sebelumnya diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset
(Persero)/PT PPA (Persero), dan telah dikembalikan pengelolaannya
kepada Menteri Keuangan.

Aset yang Diserahkelolakan kepada PT PPA adalah kekayaan negara
yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak
terkait dengan perkara, berupa aset properti, aset saham, aset reksa
dana, dan/atau aset kredit, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan
Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan
Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dikelola oleh PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
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Aset Eks Pertamina adalah aset-aset yang tidak turut dijadikan
Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina
sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
23/PMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perseroan
(Persero) PT.Pertamina Per 17 September 2003, serta telah ditetapkan
sebagai sebagai Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks
Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
92/KK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina
Sebagai Barang Milik Negara.

Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit
mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs
yang berbeda.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan sistem akuntansi untuk
transaksi khusus, antara lain:

a.

o oo o

7Q

(1)

Belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional;
Belanja/beban dukungan kelayakan;

PNBP yang dikelola oleh DJA;

Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;

Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan,
Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
(Jamkesmen), Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama
(Jamkestama), Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM), Belanja/Beban Program
Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai
Real Time Gross Settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI), dan
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog;

Pendapatan dan belanja/beban dalam rangka pengelolaan kas negara;
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pegawai; dan
Utang PFK Pajak Rokok.

Pasal 3

Belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

a. Pengeluaran kerja sama internasional yang mencakup
pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam
organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di
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(2)

(3)

(4)

luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999
tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah
Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional,
yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN seperti trust fund dan
kontribusi;

b. Pengeluaran perjanjian internasional yang mencakup transaksi
yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara
pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional
dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN; dan

c. Pendapatan dan belanja/beban selisih kurs dan biaya transfer
atas Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional.

Belanja/beban dukungan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas
sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui
skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka
penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat
termasuk biaya studi kelayakan dan pembayaran fasilitas penyiapan
proyek.

PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c antara lain:

a. Pendapatan minyak bumi dan gas bumi;
b. Pendapatan panas bumi; dan
c. Setoran Lainnya, antara lain setoran dari otorita asahan.

Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d antara lain:

a. Aset Bekas Milik Asing/Cina;
b. BMN yang berasal dari Pertambangan antara lain:
1. BMN Yang Berasal Dari KKKS; dan
2. BMN Yang Berasal Dari Kontraktor PKP2B.
c. Aset Eks Pertamina;
BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN;
Aset yang timbul dari pemberian BLBI antara lain:
1. Piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL);
2. Aset Eks BPPN;
3. Aset Eks Kelolaan PT PPA; dan
4. Aset yang Diserahkelolakan kepada PT PPA.

f. Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN antara lain:
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(6)

(7)

(8)
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1. Barang gratifikasi;

2. BMN dari pembubaran entitas non  kementerian
negara/lembaga;

3. Aset yang berasal dari kerjasama internasional; dan

4. Aset lain-lain dalam penguasaan Pengelola Barang.

Belanja/beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e antara

lain:

a.

5@ ™o oo o

i.

Belanja/Beban Pensiun;

Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan;
Belanja/Beban Jamkesmen;

Belanja/Beban Jamkestama;

Belanja/Beban JKK;

Belanja/Beban JKM;

Belanja/Beban Program THT;

Belanja/Beban PPN RTGS BI; dan
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog.

Pendapatan dan belanja/beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf f antara lain:

a.

b.

f.

Pendapatan  berupa  Selisih Lebih  Dalam  Pengelolaan
Kelebihan/Kekurangan Kas;

Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening
Milik BUN;

Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara;

Belanja/beban berupa Selisih Kurang dalam Pengelolaan
Kelebihan /Kekurangan kas;

Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan
Rekening Milik BUN; dan

Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara.

Utang PFK Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g
merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran/potongan

PFK

Pegawai dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK

Pegawai; dan

Utang PFK Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h
merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran PFK
Pajak Rokok dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pajak
Rokok.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB 1II
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Pasal 4

SATK merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SABUN).

SATK menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas:

a. LRA;

b. LO;

c. LPE;

d. Neraca; dan
e. CalLK.

Dalam rangka pelaksanaan SATK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibentuk unit akuntansi yang terdiri atas:

a. UAKPA BUN TK;,
b. UAKKPA BUN TK;
c. UAPBUN TK; dan
d. UAKP BUN TK.

SATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian
Anggaran BUN Transaksi Khusus dengan menggunakan sistem
aplikasi terintegrasi.

Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses
yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses
penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan
Kementerian Negara/Lembaga.

Bagian Kedua
Tingkat UAKPA BUN TK
Pasal 5

UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama
Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang
menangani kerja sama internasional;
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UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian
Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang
menangani kerja sama internasional;

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang menangani dukungan
kelayakan;

UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan
PNBP;

UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi dilaksanakan oleh Unit
Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan PNBP;

UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya dilaksanakan oleh Unit
Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan PNBP;

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina dilaksanakan
oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan
negara;

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS dilaksanakan
oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
yang menangani pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS;

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang menangani pengelolaan BMN yang berasal dari
Kontraktor PKP2B;

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit
Eselon II di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara
dipisahkan;

UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN

selaku Pengelola Barang, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN
yang menangani pengelolaan BMN;

UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI,
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani
pengelolaan kekayaan negara;

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN,
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani
pengelolaan kekayaan negara;

UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban
Jaminan Layanan  Kesehatan, Belanja/Beban  Jamkesmen,
Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban
JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog dilaksanakan oleh Unit
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Eselon II di DJPBN yang menangani pengelolaan Belanja/Beban
Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban
Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban
PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog;

UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam
Rangka Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II di
DJPBN yang menangani pengelolaan kas negara;

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai dilaksanakan oleh Unit
Eselon II di DJPBN yang menangani pengelolaan PFK Pegawai; dan

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok dilaksanakan oleh
Unit Eselon II di DJPK yang menangani pengelolaan PFK Pajak Rokok.

Pasal 6

Dalam hal UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
menatausahakan BMN, UAKPA BUN TK dimaksud juga bertindak
sebagai UAKPLB BUN.

UAKPLB BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menatausahakan
BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai
penatausahaan BMN.

Bagian Ketiga
Tingkat UAKKPA BUN TK
Pasal 7

UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan
dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menggabungkan Laporan
Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS dan
UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;
dan

UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara dilaksanakan oleh Unit
Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara
untuk menggabungkan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola
Aset Bekas Milik Asing/Cina, UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang
Timbul dari Pemberian BLBI, dan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-
lain dalam Pengelolaan DJKN.
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Bagian Keempat
Tingkat UAPBUN TK
Pasal 8

UAPBUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

UAP BUN TK atas Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan
Internasional dan Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh BKF;

UAP BUN TK atas Pengelola PNBP yang Dikelola DJA dilaksanakan
oleh DJA;

UAP BUN TK atas Pengelola Aset yang Berada Dalam Pengelolaan
DJKN dilaksanakan oleh DJKN;

UAP BUN TK atas:

1.

3.

Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog;

Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara; dan

Pengelola Utang PFK Pegawai;

dilaksanakan oleh DJPBN; dan

UAP BUN TK atas Pengelola Utang PFK Pajak Rokok dilaksanakan
oleh DJPK.

Bagian Kelima
Tingkat UAKP BUN TK
Pasal 9

UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d
dilaksanakan oleh DJPBN.

BAB I1I
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Tingkat UAKPA BUN TK
Pasal 10

UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan
akuntansi yang meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan atas Transaksi Khusus.
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(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 11

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UAKPA BUN TK memproses
dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan/atau
pengeluaran transaksi khusus.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
setiap bulanan, semesteran dan tahunan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
setelah dilakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman
rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup
bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.

Pasal 12

UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g,
huruf h, huruf i, huruf 1, dan huruf m menyampaikan Laporan
Keuangan kepada UAKKPA BUN TK; dan

b. UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf {f, huruf j, huruf k, huruf
n, huruf o, huruf p, dan huruf q menyampaikan Laporan
Keuangan kepada UAPBUN TK.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. LRA dan Neraca disampaikan setiap bulan;

b. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CalLK disampaikan setiap semesteran
dan tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

Bagian Kedua
Tingkat UAKKPA BUN TK
Pasal 13

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAKPA BUN
TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), UAKKPA BUN TK
menyusun Laporan Keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Dalam hal UAKKPA BUN TK belum menggunakan sistem aplikasi
terintegrasi, penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara manual.

Pasal 14

UAKKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada UAPBUN TK dengan
ketentuan sebagai berikut:

LRA dan Neraca disampaikan setiap bulan;

LRA, LO, LPE, Neraca, dan CalLK disampaikan setiap semesteran dan
tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

Bagian Ketiga
Tingkat UAPBUN TK
Pasal 15

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan UAKPA BUN TK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan/atau
UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b, UAPBUN TK menyusun Laporan Keuangan semesteran dan
tahunan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
setelah dilakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
ketentuan yang mengatur mengenai pedoman rekonsiliasi dalam
rangka penyusunan laporan keuangan lingkup bendahara umum
negara dan kementerian negara/lembaga.

Dalam hal Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAKKPA BUN
TK masih disusun secara manual, UAPBUN TK Pengelola Aset yang
Berada Dalam Pengelolaan DJKN menyusun Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Keuangan
seluruh UAKPA BUN TK yang berada di bawahnya.

Pasal 16

UAPBUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada UAKP BUN TK.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.
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Bagian Keempat
Tingkat UAKP BUN TK
Pasal 17

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAPBUN TK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), UAKP BUN TK menyusun
Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18

UAKP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 kepada UABUN.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

BAB IV
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pernyataan Tanggung Jawab
Pasal 19

Setiap unit akuntansi pada SATK membuat Pernyataan Tanggung
Jawab atas Laporan Keuangan yang disusunnya dan dilampirkan
pada Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.

Pernyataan Tanggung Jawab yang dibuat oleh UAKPA BUN TK,
UAKKPA BUN TK, dan UAP BUN TK memuat pernyataan bahwa
penyusunan Laporan Keuangan merupakan tanggung jawabnya, telah
disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai,
dan isinya telah menyajikan informasi secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Tanggung Jawab yang dibuat oleh UAKP BUN TK memuat
pernyataan bahwa penggabungan Laporan Keuangan merupakan
tanggung jawabnya, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari
masing-masing unit dibawahnya merupakan tanggung jawab UAP
BUN TK, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian
yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.



(1)
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Bagian Kedua
Penandatangan Pernyataan Tanggung Jawab
Pasal 20

Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) untuk tingkat UAKPA ditandatangani dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola
Pengeluaran Kerja Sama Internasional ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II di BKF yang ditunjuk sebagai KPA Pengeluaran
Kerja Sama Internasional;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Perjanjian
Hukum Internasional ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di
BKF yang ditunjuk sebagai KPA Pengeluaran Kerja Sama
Internasional,

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola
Pembayaran Dukungan Kelayakan ditandatangi oleh Pejabat
Eselon II di BKF yang ditunjuk sebagai KPA pembayaran
Dukungan Kelayakan;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola PNBP
Minyak Bumi dan Gas Bumi ditandatangani oleh Pejabat Eselon II
di DJA yang mengelola PNBP;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola PNBP
Panas Bumi ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang
mengelola PNBP;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Setoran
Lainnya ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang
mengelola PNBP;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset
Bekas Milik Asing/Cina ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di
DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset KKKS
ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN
yang berasal dari KKKS;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset
Kontraktor PKP2B ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani
Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;
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Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks
Pertamina ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang
mengelola Kekayaan Negara Dipisahkan;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle
Yang Sudah Diserahkan Ke DJKN selaku Pengelola Barang,
ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang mengelola
BMN;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang
Timbul dari Pemberian BLBI, ditandatangani oleh Pejabat Eselon
IT di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset
Lainnya dalam Pengelolaan DJKN, ditandatangani oleh Pejabat
Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;
dan

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola
Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan
Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/beban JKK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan
Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, ditandatangani oleh
Pejabat Eselon II di DJPBN yang ditunjuk sebagai KPA;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola
Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas
Negara, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPBN yang
menangani Pengelolaan Kas Negara;

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK
Pegawai, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPBN yang
menangani Pengelolaan Utang PFK Pegawai; dan

Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK
Pajak Rokok, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPK yang
menangani Pengelolaan Utang PFK Pajak Rokok.

(2) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) untuk tingkat UAKKPA ditandatangani dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.

Pernyataan Tanggung Jawab UAKKPA BUN TK Pengelola BMN
yang berasal dari Pertambangan ditandatangani oleh Kepala Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral; dan

Pernyataan Tanggung Jawab UAKKPA BUN TK Pengelolaan
Kekayaan Negara ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN
yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
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(3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) untuk tingkat UAP BUN ditandatangani dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran
Keperluan Hubungan Internasional dan Dukungan Kelayakan
ditandatangani oleh Kepala BKF;

b. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola PNBP yang
Dikelola oleh DJA ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Anggaran,

c. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola Aset yang
Berada Dalam Pengelolaan DJKN ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Kekayaan Negara;

d. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola:

1. Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan
Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban
PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog;

2. Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan
Kas Negara; dan

3. Utang PFK Pegawali,
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan

e. Pernyataan Tanggung Jawab UAPBUN TK Pengelola Utang PFK
Pajak Rokok ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) untuk tingkat UAKP BUN TK ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

BAB V
MODUL SATK
Pasal 21

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pada SATK
dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Modul
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Pasal 22

(1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
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Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas laporan keuangan tingkat
UAKPA BUN TK, UAKKPA BUN TK, UAP BUN TK, dan UAKP BUN TK.

(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
selaku BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pengawasan atas pelaksanaan anggaran bagian anggaran Bendahara
Umum Negara.

(3) Hasil reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAKP BUN TK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam
Pernyataan Telah Direviu.

(4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAKP BUN TK
semesteran dan tahunan.

(5) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu
atas laporan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

SATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat digunakan
oleh wunit akuntansi dan pelaporan untuk menghasilkan laporan
manajerial di bidang keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus
Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi
Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 221/PMK.05/2013.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248 /PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi
Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 221/PMK.05/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



2014, No.2050 29
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BAB 1
PENDAITULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk menvusun laporan keuangan pemerintah sebagai
wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan seluruh sumber dava vang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana
telah  diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tenlang
Kenangan Negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan kondisi tersebut adalal
dengan melaksanakan penyvusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktn dengan mengikuti Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAD’) vang ditetapkan dengan DPeraturan Pemerintah dan
Sistem Akuntansi dan lelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAP'’) yang ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Ne.71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan khususnva Lampiran II, di mana dinvatakan bahwa entitas
pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemnerintah (PSAP) Berbasis
Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010, maka
pada tahun 2015 pemerintah pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam
pelaporannyva. Dengan bergantinva basis akuntansi, maka pengaturan atas sistem
akuntansi yang ada perlu dilakukan penyesuaian, termasuk sistem akuntansi transaksi

khusus.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan
kewenangan sesuai dengan yvang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti: pengelolaan utang, hibah, investasi,
penerusan pinjaman, transfer daerah, dan helanja lain-lain telah dikelola dan
dipertanggungjawabkan melalui sistemn akuntansi. Disamping berbagai fungsi tersebul,
terdapat fungsi-fungsi lain vang khusus dilaksanakan oleh BUN dan tidak dapat
dilaporkan melalui sistem akuntansi BUN yvang ada. Dengan latar belakang tersebut
maka dipandang perlu untuk menvusun Peraturan Menteri Kenangan tentang Sistem
Akuntansi Transaksi Khusus yang berbasis akrual termasuk modulnya agar dapat
dijadikan pedoman bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami

laporan keuangan.
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Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Modul SA-TK mencakup:

1. Belanja/Beban Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional;
Belanja/Beban Dukungan Kelayakan;

PNBP yang dikelola oleh DJA;

Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN,;

AR

Belanja/Beban  Pensiun, Belanja/Beban  Jaminan  Layanan  Kesehatan,

Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen),

Belanja/Beban Jaminan Keschatan Utama (Jamkestama), Belanja/Beban Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM), Belanja/Beban

Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai Real
Time Gross Settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI), dan Belanja/Beban Selisih

Harga Beras Bulog;
6. Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara;
7. Utang PFK Pegawai, dan
8. Utang PFK Pajak Rokok.

Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA BUN

SA-BUN

SiAP SA-UP SIKUBAH SA-1P SA-PPP SA-TD SA- BS SA-BL SA-TK SA-PBL
Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK
Belanja /Beban Pensiun,
Belanja/Beban Jaminan
. Layanan Kesshatan,
Belanja/ Asct Yang Belanja/Beban Jamkesmen, Pendapatan
Beban Belanja/ Berada Belanja/Beban & Belanja/
Pengeluaran Beban PNBP Yang Dalam Jamkestama, Beban Utang PFK Utang PFK
Untuk Dukungan Dikelola Pengelolaan Belanja /Bsban JKK, Dalam Pegawai Pajak
Keperluan Kelayal oleh DJA DJKN Belanja /Beban JKM, Rangka Rokok
Hubungan elay: Bslanja/Beban Program Pengelolaan
Internasional THT, Belanja/Beban PPN Kas Negara
RTGS B, dan
Belanja /Beban Selisih
Harga Beras Bulog
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UAKKPA BUN TK
BMN yang herasal

dari Pertambangan

UAKKPA BUN TK
Pengelolaan
Kekayaan Negara

UAKPA BUN TK
Pengal
Belanjz/Bebar
Pensiun, Jaminan
Layanan
Kesohatan,
Jambesmen,
Jambkestama,JKK,
JKM, Program
THT, PRV
Bl, den Salisih
Harga Beras Bulog

UAKPA BUN

TK Pengelola

Pendapaten
de

an

Belanja/Beban

Dalam Rangka
Pengelolaan
Kas Negara

UAP UAP
BUNTK BUN TK
BKF DJPK
UAKPA BUN UAKPA BUN UAKPA BUN UAKPA
TK Pengelola, TK Pengelola TK BUN TK
Pengeluaran Pengeluaran Pengelola Pengelola
Keperluan Keperluan Pembayaran Utang
Kerjasama Perjanjian Dukungan PFK Pajak
Internasional Internasional Kelayakan Rokok
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C. Maksud
Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memshami dan
mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus berbasis akrual secara
transparan dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian

Anggaran Transaksi Khusus vang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan
Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh
transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat
diakuntansikan sesuai dengan SAF dan SAPP yvang meliputi pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pelaporannyva.

E. Sistematika
Untuk memberikan kemudahan kepada stakeholders dalam memahami sistem

akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB1 PENDAHULUAN:
Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BABII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELUARAN UNTUK
KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:
Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan
Pclaporan.

BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN:
Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA:

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BABYV  AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN
DJKN:

Meliputi Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.



27 2014, No.2050

BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENSIUN, BELANJA/BEBAN
JAMKESMEN, BELANJA/BEBAN JAMKESTAMA, BELANJA/BEBAN JKK,
BELANJA/BEBAN JKM, BELANJA/BEBAN PROGRAM THT, BELANJA/BEBAN
PPN RTGS BI, BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS BULOG:

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VII ARUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN DALAM
RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA:

Meliputi Jenis-jenis, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PEGAWALI

Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PAJAK ROKOK

Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.
BAB X CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BAB XI PENUTUP
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BAB 1I
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas dua macam, vaitu
transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan transaksi Pengeluaran Perjanjian
Internasional. Penjelasan dan perlakuan akuntansi darl masing-masing pengeluaran

diyjelaskan sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional merupakan transaksi untuk
pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional
seperti Trust Fund dan Kontribusi. Kerja Sama Internasional adalah bentuk hubungan
kerja sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial,
politik dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat
dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus, tujuan yang ingin
dicapai dari kegiatan kerja sama internasional adalah untuk  mempererat tali
persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas

ekspor/impor, dan menambah devisa.

Negara Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang
berhubungan secara sosial  dengan negara lain  maupun  lembaga /organisasi
internasional lainnya. Sebagal konsekuensi atas jalinan hubungan tersebut apabila
negara-negara anggota menyepakati untuk melakukan iuran secara periodik untuk
kebutuhan operasional maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut.

Pengeluaran mran tersebut digunakan untuk membiavai berbagai kegiatan yang
dilakukan secara bersama-sama dimana Negara Indonesia ikut berpartisipasi namun
tidak mcnimbulkan hak suara. Pengeluaran vang mcnimbulkan hak suara/ckuitas
pemerintah diatur dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Bentuk Kerja Sama Internasional terbagi 3 (tiga) macam vaitu:

1. dilihat dari letak Geografis: Regional atau Internasional,
2. dilihat dari jumlah Negara: Bilateral atau Multilateral, dan

3. dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
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B. Definisi

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Inlernasional adalal transaksi yang melibatkan
Pemerintah Indonesia dalam kaitannva dengan hukum internasional. Pengeluaran
Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud mencakup transaksi yang timbul
sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak
lain di dunia internasional yvang tidak dapat dibiayvai dari dari Bagian Anggaran

Kementerian Negara /Lembaga.

Sebagai bagian dari komunitas internasional maka Pemerintal Indonesia terikat
dengan Perjanjian Iuternasional. Sebagal contoh adalah Perjangian Bilateral antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran dalam
rupiah untuk memhiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pembayaran
iuran tersebut selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c¢.q. DBadan

Kebijakan Fiskal (BKI).

C. Alokasi Anggaran
Hubungan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional sebagian besar
terjalin melalui kegiatan vang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apabila Kementerian Negara/Lembaga
tersebut mengharuskan adanya pengeluaran anggaran, maka pengeluaran tersebut

dibebankan ke dalam DIPA BA Kementerian Luar Negeri.

Dalam beberapa hal, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan ke dalam DIPA
Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri karena proses legalitas dokumen vang belum
selesai sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Neomor 64 Tahun 1999 Tentang
Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada
Organisasi-Organisasi Internasional atau karena suatu hal yvang lain. Jika hal tersebut
terjadi, maka pengeluaran vang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Indonesia

dengan Pemerintah /Organisasi Luar Negeri tersebut dikeluarkan melalui BA BUN.

Pengcluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional vang
dilaksanakan dan dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh BKF selaku unit
organisasi di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani
kerja sama internasional Kode akun vang digunakan saat ini untuk membiavai
berbagai iuran tersebut menggunakan akun belanja barang vaitu akun Belanja

Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund (Kode Akun 521711).
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D. Akuntansi Dan Pelaporan

Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional dibebankan ke
dalam BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan
kegiatannya, Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional
dilaksanakan oleh Unit Eselon 1T pada BKF yvang menangani Kerja Sama Internasional.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk UAKPA BUN TK untuk

melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan kedua jenis pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola
Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Pengeluaran Keperluan Perjanjian
Internasional. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi vang ada
berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian
disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan
Internasional dan Pengeluaran Dukungan Kelayakan untuk dilakukan penggabungan.
UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak
berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan

gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK BKF

UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK
Pengelola Pengeluaran Keperluan Pengelola Pengeluaran Keperluan
Kerjasama Internasional Perjanjian Internasional
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1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi vang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional
adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran [ Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP
71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrnal diterapkan untuk Pendapatan-LO
dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan
untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Peinbiayaan
(pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan Penganggaran yang
berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran adalah berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

a. [Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
b. IPencatatan pada Buku Besar Kas.

Pcncatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Opcrasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban
atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinva transaksi atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Ncegara.

2. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan kerja sama
internasional dan perjanjian internasional merupakan teknik pertanggungjawaban
dan pengendalian manajemen atas kegiatan kerja sama dan perjanjian
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan vang dijabarkan menjadi
alokasi cstimasi pendapatan. Anggaran bcelanja terdiri dari appropriasi yang

dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran fatlotment).

a. Pengakuan
Anggaran pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian internasional

diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat UAKPA diakui

menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran Kerja Sama Internasicnal dan Perjanjian Internasional

vang dikeluarkan dari belanja lain-lain untuk appropriasi diukur berdasarkan

jumlah vang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan

jumlah yang terdapat dalain DIPA.

c¢. Jurnal
JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry:

Uraian Dr Cr

Allotment Belanja Barang HXXX

d. Penyvajian

Anggaran pcendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun aflotment,

disajikan scbagai alokasi dana vang tcrscdia pada Laporan Realisasi Anggaran

dengan besaran sesuai dokumen anggaran vang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi Anggaran

a. Pengakuan

1)

Beban atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional pada
buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan/permintaan
pembavaran dan/atau saat timbulnya kewajiban.

Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timmbuluva hak
dan/atau diterima di kas negara.

Belanja atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional pada
buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara
melalui SIPM/SP2D.

Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan

Internasional pada buku besar kas diakui pada saat diterima di kas negara.
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5) Pengembalian belanja yvang terjadi pada periode pengeluaran belanja
dibukukan sebagai pengurang belanja periode berjalan pada buku besar
kas dan pengurang beban periode berjalan pada buku besar akrual,
sedangkan pengembalian belanja yvang diterima setelah pericde belanja
dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku
besar akrual dan diakui pada saat kas masuk ke kas negara.

0) Pengembalian pendapatan-LLO pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan schagai pcngurang ckuitas pada periode ditemukannya korcksi
dan diakui pada saat surat tagihan/permintaan pembayaran.

7) Pengembalian pendapatan-LRA pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi
dan diakui pada saat kas keluar dari kas negara.

8) Utang Jangka Pendek Lainnya atas pengeluaran untuk EKeperluan
Hubungan Internasional diakui pada saat besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ditandai dengan adanya surat tagihan.

b. Pengukuran

1) Beban atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional diukur
berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam  dokumen sumber
pengeluaran (SPP/SPM) dan dokumen surat tagihan yvang dijabarkan dalam
memo penvesuaian atas beban.

2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional
diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera dalam dokumen sumber
penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.

3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tlertera dalam dokumen
sumber pengeluaran (SPM/SP2D).

4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam
dokumen sumber penerimaan kas.

5) P’engembalian belanja/beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera

dalam dokumen sumber penerimaan kas.
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6) Pengembalian pendapatan-L.O atas
Dukungan Kelayvakan Provek Kerjasama diukur berdasarkan nilai nominal
vang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

7) Pengembalian pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal vang

tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

8) Utlang Jangka Pendek Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang

tertera dalam dokumen sumber pengakuan kewajiban.

Jurnal
JURNAL BEBAN:
Buku Besar Akraal;

pengeluaran untuk Pembayaran

Uraian Dr Cr
Beban XXX
Belanja Yang Masih [larus Dibayar XHXX
JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:
a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:
Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-1.O XXXX
Pada saat dilakukan setoran ke kas negara
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXX
Piutang Pendapatan XXXX
b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain HAXX
Pendapatan-LO XXXX
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JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

2014, No

.2050

Uraian D Cr
Belanja XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LRA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LRA KAXHX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kcpada Entitas Lain XXX
Bceban XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Belanja KXXX
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXX
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Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain ). 9,0.¢:¢
Pendapatan Lain-Lain XXXX
JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:
Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LO NXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXKX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LRA XXKXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
JURNAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
Uraian Dr Cr
Beban XXX
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXX
JURNAL PENUTUP
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LO XXXX

Beban
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Uraian Dr Cr
Surplus/Decfisit LRA XXXX
Belanja XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LO XXXX
Surplus/Defisit LO XXXX
Uraian D Cr
Pendapatan-LRA XXXX
Surplus/Defisit LRA XXXX

Penvajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment,
disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran
dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku
Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca dengan bhesaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran
(SPM/SP2D untuk belanja serta SSBI? vang telah mendapatkan NTPN untuk
pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada
Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi
anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP vang telah mendapatkan NTPN
untuk pendapatan).
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Contoh Format Laporan Operasional
BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupink)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXXXX XXNXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJTAK D9:9:9.9.¢ AXKERX
PENDAPATAN HIBAH XXXXX HXHXX
Jumlah Pendapatan Operasional KEXRXX 20X
BEBAN QPERASIONAL
Beban Pegawai D, 9:0:9.0.¢ Pr0.6:0:9:4
Beban Persediaan MNXXX RO 0. 04
Beban Jasa )9:9:9.9.¢ AXERX
Beban Pemeliharaan XNXXX XXXXX
Beban Perjalanan Dinas XXXXX P:0.6:9:9.4
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat MNXXX IXNXK
Beban Bunga XHXXX HXXAX
Beban Subsidi XNXXX XENXX
Beban Hibah 9.9:9.9.¢ KXXRX
Beban Bantuan Sosial MNXXN XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi NEXNX HNXEX
Beban Penyisihan Prutang Tak Tertagih KNXXXN NXXXX
Beban Transfer N DO
Beban Lain-lain XNNXN KXHXX
Jumlah Beban Operasional NHKXNX OO
Surplus/Defisit dann Fegiatan Crperasional KXNXX NXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar NXXNX XXMXN
Beban Pelepasan Asct Non Lancar XXX XX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar NXXNX XXHXN
Surplus/Detisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Fegiatan Non Operasional Lainnya XHXXX XX
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya XXXXX )10:6:0:9:4
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XNXXXX XXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Fegiatan Non Operasional XNXXX X
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XX Pr0.6:0:9:4
Beban Luar Biasa XEXXX HXNXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa D:9:9:9:0.¢ OO
SURPLUS/DEFISIT — LO XXXXX XXNXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas
BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO XXXX XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBITAKAN XXXX XXXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) XXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR XXXXX XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X1 {Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20X0
ASET LANCAR
Kas dan Bank c2
Kas Lainnya dan Setara Kas c21 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Kas dan Benk
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c2z2 XXX KKK KKX XXX XXX XXX
Piutang Lain-Lain c23 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C24 (XXX XXX, XXX) (XK. XKK . XKX.XKX )
Piutang)
‘ ‘ Jumlah Piutang
Persediaan c25
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ABET TETAP c26
Tanah XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX XKL XXK
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan. Irigasi. dan Jaringan XXX KK KKK XXX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan KXK. KKK XKX KKK XXK.XKX
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA cz27

Aset Tak Berwujud XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Aset KKKS KX XXX XXX KO0 XXX XXX

Aset Eks BPPN XXX XXX XXX RRK. XXX XXX

Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Aset Lain-lain XXX XXX, XXX KKK XXX XXX

Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX

{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C28 (3030 KKK KKK KKK (XXX KKK XXX XXX }
Lainnya)

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAIIBAN DAN EKUITAS

KEWAIIBAN

KEWAIIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XXX, XXX, XXX XXX XXX XXX

Utang Jangka Panjang DN Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX XXX XXX XKL XKKK KKK

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Tumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS (XXX XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX XXX )

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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Fardurn Rupind)

NN NAN

SN NN NN

OO KRR MNN

LN KRR NNN

Jumlah Pendapatan BUM dan Hibah (A 1+ A TI+4.111)

NXXXXKKL

B. BELANJA BUN

AN NN

RN

RN NN

RXX XRXRNX NTRAXX XNX RXXX% XNRAXY XAX
‘ Belanja Lain Lain RO HAX AR RRY RN RN
al T he e al ERN NNALARNAAN ANANANANAY RN ANANARALNNY
Junilal Belanja BUN {B.14B 11} L0 ENX N MO MM X XX, XX % NMLKNK NN NNY
_21 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20XX TAHUN
ANGGARAN 20XX
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 < XX, XX % XX.XXX.XXX.XXX
[ PEMBIAYAAN
e ke hegent NN OO R NN RN NN WL R NN
L. | Rekening Pemerintah Dzall 0L NRKLKDE JLKRNE K RNHXN KKK KK
2 Penerimaan Cialan Pengenibalian Penerusan Dzdalz KN SR WAX N, Ehadet i had
Pinjaman
3 Privatisasi dan penjualan Aset Program D2415 KN NN KN AN REEX
Restruktunsast
4. Surat Berharga Negara {Neto} D2ald NN SO KRN MK MY RN OUE R
Penerimaan Surat Berharga Negara 00K XK v e hg.tey
Pengeluaran Surat Berhaiga Negara {3000 0LRN} (0 DTN}
3. Pinjaman Dalam Negeri 2413 XL RO MR XK KHHN NMHRL XRK
9. | Pembiayaan Lain Lain Dzalp LR 0RL KL K NN KIOL RN
al Pz Lo W e R Sy [CR TS| [T SANARSAANT
Jumlah Pembiayasn {D.1+D 11} L0 NN X RN Xk, XX % NN NN
E. SISA LEBIH(KURANG)PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XX XXN. XXX XXX XX XXX XXX XXX
SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
KI/L (C+D)
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Pengungkapan
Informasi terkait dengan Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan
Internasional diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi

Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional terdiri atas:

oo

a o

o ot o

DIPA;

DIPA Revisi;
SPM;
SP2D;

Surat Tagihan/Pcrmintaan Pembayaran;
Naskah Kerja Sama Internasional;
Naskah Perjanjian Internasional; dan

Keputusan Mahkamah Internasicnal vang berkekuatan hukum tetap.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain

vang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pengeluaran untuk

Keperluan Hubungan Internasional

a
b.

0

&

Memo Penvesuaian;

Bukti Penerimaan Negara;

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau

Dokumen-dokumen lain vang terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pclaksanaan rckonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai

rckonsiliasi.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan
UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional
dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF vang menangani Kerja Sama

Internasional. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK wajib menvelenggarakan
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akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan.

b. UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional
Dan Dukungan Kelayakan yang dilaksanakan oleh BKF, merupakan Unit
Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan vang
berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama
Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian
Internasional.

Unit akuntansi pelaporan keunangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit
akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi
Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN
TK).

. Penyampaian Laporan Kcuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional

menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi, baik secara semesteran

maupun tahunan. Apabila dalam bulan berjalan terdapat transaksi realisasi belanja
dan pendapatan maka masing-masing UAKPA BUN TK juga menyampaikan Laporan

Keuangan secara bulanan. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA,

Neraca, dan CalLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan
UAKPA BUN TK Pengelola Peungeluaran Keperluan Perjanjian Internasional
masing-masing menyampaikan Laporan Keuangan vang terdiri atas LO, LPE,
LRA, Neraca dan CalLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada
UAF BUN TK BKF setiap semesteran dan tahunan.

bh. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN
TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan UAKPA BUN
Tk Pcngcelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Internasional menyampaikan
laporan keuangan vang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN
TK BKF.

¢. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK BKF menyusun laporan

konsolidasi.
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d. Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN
TK BKF dengan dilampiri Pernyvataan Tanggung Jawab kepada UAKP BUN
Transaksi Khusus.

e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN
Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan  konsolidasian dan
menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan  tahunan  dengan
dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernvataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur mengenai tata cara penyusunan

Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.
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BAB III
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN

A. Definisi
Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal
dalam bentuk tunai atas scbagian biayva pembangunan provek yang dilaksanakan
melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyvediaan
lavanan infrastruktur vang terjangkau bagi masyarakat termasuk biayva studi
kelavakannya dan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis berupa penviapan dan
transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta bagi Penanggung Jawab Program

Kegiatan.

B. Alokasi Anggaran
Usulan Pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara sebagai kontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui
skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan
infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Seluruh pengeluaran di atas
penganggarannva ditetapkan ke dalam Bagian Anggaran BUN. Kode akun vang
digunakan untuk membiavai Pembavaran Dukungan Kelavakan tersebut menggunakan

akun belanja barang (Kode Akun 521XXX).

C. Akuntansi dan Pelaporan

Penggeluaran Dukungan Kelavakan dibebankan ke dalam Ragian Anggaran BUN
melalui Belanja Barang dan pelaporannva dikonsolidasikan ke dalam BA 999.99.
Mcnteri Kcuangan sclaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN
untuk melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan jenis
pengeluaran ini. Untuk melaksanakan akuntansi pembavaran dukungan kelayvakan,
unit eselon IT pada BKF yang melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayvakan ditetapkan
sebagai UAKPA BUN TK.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK
Pembayaran Dukungan Kelayakan kepada UAP BUN TK BEKF selanjutnya hingga ke
tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi
vang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK

kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK BKFEF. UAP BUN TK hanya bertugas
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mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan transaksi tersendiri.

Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK BKF

UAKPA BUN TK
Dukungan
Kelayakan

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi vang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
transaksi dukungan kelayakan adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual
diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional),
sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran
dan Penerimaan Pembiayvaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini
disebabkan Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran
berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:
a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban
atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinva transaksi atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
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Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Negara.

2. Akuntansi Anggaran
Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembavaran
Dukungan Kelayakan merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian
manajemen atas Pembayaran Dukungan Kelayakan yang dilakukan oleh Pemerintah.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi
alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang

dijabarkan mcnjadi otorisasi kredit anggaran (allotimert).

a. Pcngakuan
Anggaran Pembavaran Dukungan Kelayvakan diakui sebagai appropriasi pada
saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi
kredit anggaran (allotment) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelavakan vang dikeluarkan dari
belanja pemerintah untuk appropriasi dinkur berdasarkan jumlah vang terdapat
dalam APBN, sedangkan alloiment diukur berdasarkan jumlah vang terdapat

dalam DIPA.

c. Jurnal
JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry:

Uraian Dr Cr

Allotment Belanja Barang XXXX

d. DPenyajian
Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment,
disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran

dengan besaran sesuai dokumen anggaran vang disahkan.
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3. Akuntansi Realisasi Anggaran

e

Pengakuan

1)

Beban atas Pembavaran Dukungan Kelavakan pada buku besar akrual
diakui pada saat munculnyva surat tagihan/permintaan pembayvaran dan
persetujuan alokasi anggaran danj/atau saat timbulnva kewajiban.
Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembavaran Dukungan Kelayakan
pada buku besar akrual diakui pada saat tiinbulnya hak dan/atau diterima
ci kas negara.

Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada
buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara
melalui SPM/SP2D.

Pendapatan-LRA  atas pengeluaran  untuk Pembayaran Dukungan
Keclayvakan pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas
negara.

Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja
dibukukan sebagai pengurang belanja periode berjalan pada buku besar
kas dan pengurang beban periode berjalan pada buku besar akrual,
sedangkan pengembalian belanja vang diterima setelah periode belanja
dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku
besar akrual dan diakui pada saat kas masuk ke kas negara.

Pengembalian pendapatan-LO pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ckuitas pada periode ditemukannva koreksi
dan diakui pada saat surat tagihan/pcrmintaan pembayaran.

Pengembalian pendapatan-LRA pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi

dan diakui pada saat kas keluar dari kas negara
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b. Pengukuran

1) Beban atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur
berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber
pengeluaran (SPP/SPM) dan/atau dokumen memo penyvesuaian atas beban.

2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayvaran Dukungan Kelayvakan
diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber
penerimaan dan/atau dokumen memo penvesuaian pendapaltan.

3) Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur
berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber
pengeluaran (SPM/SP2D).

4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan
Kelavakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen
sumber penerimaan kas.

5) Pengembalian belanja vang terjadi pada periode pengeluaran belanja
dibukukan sebagai pengurang belanja periode berjalan pada buku besar
kas dan pengurang beban periode berjalan pada buku besar akrual,
sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja
dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan bukn
besar akrual dan diakui pada saatl kas masuk ke kas negara.

0) Pengembalian pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembavaran
Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam
dokumen sumber pengeluaran.

7) Pengembalian pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal vang

tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

c. Jurnal
JURNAL BEBAN:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr

Beban XXXX

Belanja Yang Masih Harus Dibayar XKXXX
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JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-LO XKXXX
Pada saat dilakukan setoran ke kas negara
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Piutang Pendapatan KXXX
b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXX
Pendapatan-LO 0,004
JURNAL REALISASI BELANJA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Belanja XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXX
JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LRA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LRA XXXX
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JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:
Buku Besar Akrual;
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Beban XKXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Belanja KXXX
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diteriina Dari Entitas Lain 109,64
Pendapatan Lain-Lain KXXX
JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:
Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LO KXXXK

Diternna Darnt Entitas Laim
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Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LRA XXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
JURNAL PENUTUP
Uraian Dr Cr
Surplus/ Defisit LO XXXX
Beban KXXX
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LRA XXXX
Belanja XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LO XXXX
Surplus/Defisit LO XKXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LRA XXXX
Surplus/Defisit LRA KXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan  belanja baik berupa appropriasi waupun
allotinent, disajikan sebagai alokasi dana vang tersedia pada Laporan Realisasi
Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian vang dicatat dalam Buku
Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran
(SPM/SP2D dan ADK untuk belanja scrta SSBP yvang tclah mendapatkan NTPN

untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.
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Realisasi pendapatan dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada
Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi
anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP vang telah
mendapatkan NTPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiak)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XNXXX XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XXXXX HXXXX
PENDAPATAN HIBAH MNXXN KXXXX
Jurnlah Pendapatan Operasional D.9:9:9.04 X
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai D 0,09 04 XX
Beban Persediaan MNXXN R 0:0:0.0.¢
Beban Tasa 9:6:9.9.4 ANHEX
Beban Pemeliharaan XXXXXN hG:0:0.0:¢
Beban Perjalanan Dinas NHXXX OXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat XNXXX XXX
Beban Bunga NN OO
Beban Subsidi KNXXN KHEXX
Beban Hibah NANE FOOBIN
Beban Bantuan Sosial XNNXN XXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi NXXNX AXHXN
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXX XXX
Beban Transfer NHXNX OGN
Beban Lain-lain KXXXX ):9:9.4.6.4
Jumlah Beban Operasional XXXNX XX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional XXXXX X
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nen Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar NAXXX XXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar KXNXX ):0.6:9:9.4
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar NEXXX XXX
Surplus/Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Fegiatan Non Operasional Lainnya XNHXXX X0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XERXX X
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya NXXXX AXNXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional HERXX X
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XXRXX XXX
Beban Luar Biasa MNNXXX KXNXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXEXX DL0.0:0:9.4
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BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OPERASIONAL

Periode yang berakhir 31 Desember 20X1

(Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 20X1 20X0
SURPLUS/DEFISIT - LO XXKXX P:9.9:9.9:¢
Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas
BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT — LO XXXX XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBITAKAN XXX XXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) XXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR EXXXX KXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URATAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank C2
Kas Lainnya dan Setara Kas c21 XXX XXX XXX XXX, XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Kas dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c22 XXX XXX XXX XXX KK XXX
Piutang Lain-Lain 23 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Cc2.4 (200X, XXX, XXX) (300X 3000 XXX KKX)
Piutang)
‘ ‘ Jumlah Piutang
Persediaan C.25
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP C26
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Tanah

p,9:9,95:9.9.95.9:9:4

)19:9.65.9.9.49.6.9.¢

Peralatan dan Mesin

)99, 9:9.9.95:9. 9.4

KX KX XXX

Gedung dan Bangunan

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(9.9,9:9,9. 6,9, 9.94

19.9,49.9.9.4,9,9,9

Aset Tetap Lainnya

)99, 9:9.9.95:9. 9.4

KX KX XXX

Konstruksi Dalam Pengerjaan

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

‘ ‘ Jumnlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c2.7
Aset Tak Berwujud KKK KKK KKK XXX XXX XXX
Aset KKKS 0. 9. . 0.0.9.0.9.4 h:0:6:8.9.:9.8:.9:4
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX h9.0.8:9,0:9:9.9.:4
Aset Lain-lain XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXK. KKK KKK XXX XXX XXX
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C28 (30 KK KKK KKK (300X KX KKK KKK )
Lainnya)
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAIIBAN DAN EKUITAS

KEWAIIBAN

KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negen

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

p,9:9,95:9.9.95.9:9:4

)19:9.65.9.9.49.6.9.¢

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

KXKKXX XXX

)(9,9.99.9.9.95,9,9.9

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

JTumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

(XXX XXX XXX XXX)

(XXX XXX XXX XXX

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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BENDAL

LAPCRAN REAL

gt Feraihic §

LNV NEG ARA

STANGEGARAN

ai Dengan 37 13

ANGUARAN

Lz DN NN NN | NN NNNNONNNLNNY
Bukan Pajak R NLONNLNNNLNNY e RNNN RN
| | | DIz AL NURNY MR RN AN MR NN NN
| | 3. | Penenimaan Megara Bukan Pajak Lainnya 2123 RN NHRANY NN MR REHN % NNRANN MR
| Il | Parne il ERRN NNNCDDENNNNNN | NNNNNMONNNNNN NANNEL NLNNMNNNLNNY
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A 1+A11+A I} N AL NN M. KK Y ENNEEXNKENY
Ir  BELAMNIA BUN D22
! Bl =il “asal R AALLAAALNNY TR WAANL
2 | Belanja Barang D222 %R XA AR XOER.RRN X% XY
8 | Belanja Lain Lain D218 KK AOLREY MKN NN KXY MR NN
I Fearatie S Mty R NN NN NN NLNNNLNNNK
Jumlah Belanja BUN(B.I+BE.Il; 00N X DN DD XK, XK % AXODNDEIDDLA XX
37 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 <: <. <. XX, XX % KX XXX XXX.XXX
E. PEMBIAYAAN D.24
! Pty Dt ER AOARRLAANNNN R T TR NA AN TR AR TN
1. | Rekening Peinerintah Dzdna RN NODELENY SOOCLITAN 000 RN OGN
2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan D.24.1.2 MRRL N XK KX MR REX Am T RHN MRNLRN
Pinjaman
3. | Povatisasi dan penjualan Aset Program 02413 PR R TR RN R NCRRNLO0
Res sasi
4, Surat Berharga Negata {Neto) D414 KL KD XK NN NN AN KRN MK
Penerimiaan Surat Berharga Negara MMM NMOLANNLNNR
Pengeluaran Surat Berharga MNegara (300 XA (30X XN RX )
5. | Pinjaman Dalam Nageri D415 LR SN 0L HYHN% LR
2. | Pembiayaan Lain Lam D419 KON RXY ELe i e Lo o
I i e Segen © el oAl (X0 000NN (3NN ENN NN AN (NN NN NN
Jumlah Pembiayaan (D1+D011) NN LN NN NN XX, XX % AN ENNODLNNN
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XX.XXX.XXX. XXX XX.XXX.XXX. XXX
SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
K/L (C+D)
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Pembayvaran Dukungan Kelayakan diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi
pengeluaran Pembavaran Dukungan Kelayakan terdiri atas:
a. DIPA;

b. DIIPPA Revisi,

¢. Surat Tagihan/SPP;
d. SPM; dan

e. SP2D.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain
vang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran
Dukungan Kelayakan, vang terdiri atas:

a. Memo Penvesuaian;

b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);

¢. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);, dan/atau

e. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pclaksanaan rckonsiliasi mengacu kepada kctentuan vang mengatur mengenai

rckonsiliasi.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai
berikut:
a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh
Unit Eselon 1l pada BKF yang melakukan Pembayaran Dukungan Kelayakan.
bh. UAP BUN TK BEKF merupakan Unit Akuntansi vang melaksanakan penggabungan
atas Laporan Keuangan vang berasal dari UAKPA DBUN TK Pembavaran

Dukungan Kclayakan.
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Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit

akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi

Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

Pcnyampaian Laporan Kcuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pembavaran Dukungan Kelayakan menyvusun

Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Dukungan Kelavakan, baik

secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE,

LRA, Neraca, dan CalK Mekanisme penvampaian Laporan Keuangan sebagai

berikut:

a.

UAKPA BUN TK Pengelola Pembavaran Dukungan Kelayakan menyvampaikan
Laporan Keuangan vang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CalK dengan
dilampiri Pernvataan Tanggung Jawab, kepada UAP BUN TIK BKF setiap
semesteran dan tahunan.

Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN
TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menvampaikan laporan
keunangan vang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN BKF.
Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK BKF menvusun laporan
konsolidasi.

Laporan konsclidasi scbagaimana tcrscbut sccara scmestcran dan tahunan
disampaikan oleh UAP BUN TK BKF dengan dilampiri Pernyvataan Tanggung
Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAKP BUN Transaksi kKhusus.

Berdasarkan laporan konsclidasi dari UAP BUN TK BEF kemudian UAKP BUN
Transaksi  Khusus menyusun  laporan  keuangan  konsolidasian — dan
menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan

dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernvataan Telah Direviu.

Jadwal penvampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur mengenai tata cara penyusunan

Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.
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BAB IV

AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA GLEH
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

A. Definisi

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dijelaskan bahwa PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat vang
bukan berasal dari Penerimaan Pajak. Berdasarkan struktur i-account APBN, PNBP
dapat berbentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan bukan pajak lainnya, serta
pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Definisi ini memiliki ruang lingkup bahwa
pendapatan hibah diakui sebagai penerimaan tersendiri di luar penerimaan PNIP.

PPenerimaan PNBI’ dari sumber dava alam meliputi penerimaan dari minvak
bumi, gas alam, pcrtambangan umum, kchutanan, dan pcrikanan. Scdangkan PNBP
lainnya antara lain meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBF dari luar
negeri, penerimaan kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang,
pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain.
PNBP walaupun memiliki nilai vang relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan
perpajakan, namun dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.
Mengingat seluruh PNBP merupakan bagian dari penerimaan negara yang harus
dikelola secara transparan dan akuntabel maka seluruhnya harus disetor ke Kas
Negara dan harus melalui mekanisme APBN, kecuali untuk satuan kerja vang
herbentuk BILU.

Ruang Lingkup vang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah
akuntansi dan pclaporan atas PNBF vang dikclela olch Bendahara Umum Negara c.q.
Dircktorat Jenderal Anggaran (DJA) kecuali Bagian Laba BUMN (vang masuk ke dalam

ruang lingkup Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah).

B. Jenis-Jenis PNBP Yang Dikelola Oleh DJA

PNEP vang diatur dalam Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah PNBI® yvang
dikclola olch DJA dan tidak dilaporkan dalam Bagian Anggaran lainnva. PNBP
dimaksud meliputi:

1. Pendapatan Minvak Bumi dan Gas Bumi, vang terdiri dari:
a. Pendapatan Minvak Bumi

b. Pendapatan Gas Bumi
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2. Pendapatan Panas Bumi, vang terdiri dari Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah
Pertambangan Panas Bumi.

3. Pendapatan Seloran Lamnya, antara lain Setoran dari Clorita Asahan.

PNBP vang dikelola cleh DJA c.q. Direktorat PNBP harus dipungut, dibukukan
dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan atas pendapatan
migas dan pendapatan panas bumi harus dilakukan dengan berkcordinasi dengan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selakn unit pelaksana teknis kegiatan di
lapangan. PNBP vang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan oleh
Direktorat PNBP. Pendapatan PNBP yang dikelola oleh DJA dilaporkan sebagai

penerimaan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99).

C. Akuntansi Dan Pelaporan

Pendapatan PNI’B vang dikelola oleh DJA dilaksanakan oleh unit Eselon 1l pada
DJA scbagai UAKPA BUN TK. UAKPA BUN TK tcrscbut mclakukan kegiatan akuntansi
vang terkait dengan transaksi pendapatan tersebut. UAKPA BUN TK menyusun laporan
keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan transaksi pendapatan
dan dilaporkan kepada UAP BUN TK DJA.

Pelaporan transaksi pendapatan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA
BUN TK Pengelola PNEBP kepada UAP BUN TK DJA. UAKPA BUN TK bertugas untuk
mencatat seluruh transaksi vang ada berdasarkan dokumen sumber vang sah.
Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TR untuk
dilakukan penggabungan. Struktur Pelaporan disajikan sesual dengan gambar  di

bawal:
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UAKP BUN TK
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UAP BUN TK
DJA
| |
UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK
(Pengelola PNBP (Pengelola PNBP (Pengelola Setoran
Minyak Bumi dan Gas Panas Bumi) Lainnya)
Buimi)

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yvang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

transaksi pengelolaan PNBP adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual

diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional),

sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran

dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini

disebabkan Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran

berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan

b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban

atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinva transaksi atau

pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
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Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umuin
Negura, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dar Rekening Kas Umuimn

Negara.

D. Penjelasan Terperinci Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan PNPB vang dikelola oleh
DJA
Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan transaksi pada UAKPA
BUN TK Pengelola PNBP mecliputi transaksi-transaksi yvang terjadi di dalam ruang
lingkup UAKPA BUN TK Pcngelola PNBP Panas Bumi dan Pengcelola Sctoran Lainnva.
Transaksi Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi diatur secara terpisah di dalam
peraturan menteri keuangan tersendiri mengenai akuntansi transaksi pendapatan
minvak dan gas bumi. Kebijakan akuntansi untuk PNBP Panas Bumi dan Setoran
Lainnya adalah sebagai berikut:
1. Akuntansi PNBP Panas Bumi
Transaksi-transaksi vang terjadi dalam lingkup PNBP Panas Bumi sebagai berikut:
a. Pengakuan

1) Pendapatan-LO diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas
Bagian Pendapatan Panas Bumi. Hal tersebut dinvatakan dalam kertas kerja
perhitungan atan dolimen Surat Pemintaan Pemindahbukuan dari Dit.
PNDBP DJA kepada Dit. PKN DJPBN.

2) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum
Ncgara.

3) Pengembalian pendapatan-LO pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnva
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannva koreksi
dan diakui pada saat surat tagihan/permintaan pembayvaran.

4) Pengembalian pendapatan-LRA pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi
dan diakui pada saat kas keluar dari kas negara.

9) Piutang diakui pada saat perhitungan hak pemerintah atas PNBP Panas Bumi
telah diterbitkan surat permintaan pemindahbukuan oleh Dit. PNBP T)JA
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namun belum dilalukan pemindahbukuan oleh Dit. PKN DJPBN dan/atau
pada saat tiimbulnya hak vang ditandai dengan penyesuaian.

6) Beban penvisihan piutang tidak tertagih dibentuk sesuai dengan ketentuan
peratuan menteri keuangan tentang kualitas piutang dan penyisihan piutang
tidak tertagih. Beban penyisihan pintang tidak tertagih diakui pada saat
dibentuk penvisihan piutang tidak tertagih tersebut sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

b. Pengukuran

C.

1) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai yang tercantum dalam kertas kerja
perhitungan atau Surat Permintaan Pemindahbukuan dari Dit PNBP DJA
kepada Dit. PKN DJPBN.

2) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yvang tertera dalam
dokumen sumber penerimaan kas.

3) Pengembalian pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran
Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama diukur berdasarkan nilai nominal
vang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

4] Pengembalian pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera
dalam dokumen sumber pengeluaran.

9) Piutang diukur scbesar nilai surat permintaan pecmindahbukuan olch Dit.
PNBP DJA vang bclum dilakukan pcmidahbukuan olch Dit. PKN DJPBN.

6) Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nominal jumlah
perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas

piutangnya sesuai dengan tarif beban penvisihan piutang tidak tertagih.

Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun
allotment, disajikan sebagai alokasi dana vang tersedia pada Laporan Realisasi
Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-1.0O, beban, dan penvesuaian yang dicatat dalam
Buku DBesar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Neraca dengan besaran scsuai dengan dokumen realisasi anggaran
dan dokumen penycsuaian pendapatan/beban. Realisasi pendapatan-LRA dan

belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
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Informasi terkait dengan PNBP Panas Bumi diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Akuntansi atas Setoran Lainnya
Setoran Lainnva antara lain berasal darl setoran Otorita Asahan. Setoran
Otorita Asahan adalah setoran vang diterima oleh pemerintah pusat sebagai hasil
audit olch BPK atas Otorita Asahan yvang mecngamanatkan agar Otorita Asahan
mecnyvctorkan scjumlah uang ke kas ncgara.
Atas penyetoran tersebut dilakukan proses akuntansi sebagai berikut:
a. Pengakuan

1) Pendapatan-LO diakui pada saat hasil audit BPK atas Otorita Asahan
diterbitkan.

2) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Negara.

3) Pengembalian pendapatan-LO pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi
dan diakui pada saat surat tagihan/permintaan pembayaran.

4) Pcngembalian pendapatan-LRA pada periode pencrimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnyva
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi
dan diakui pada saat kas keluar dari kas negara.

5) Piutang diakui pada saat hasil audit BPK atas Otorita Asahan diterbitkan.

6) Beban penvisihan piutang tidak tertagih dibentuk sesuai dengan ketentuan
peratuan menteri kenangan tentang kualitas piutang dan penyisihan piutang

tidak tertagih.

b. Pengukuran
1) Pcndapatan-LO diukur scbesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen
hasil audit BPK.
2) Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal vang tertera pada dokumen
penerimaan.
3) Pengembalian pendapatan-L.O atas pengeluaran untuk Pembavaran
Dukungan Kelayakan Proyvek Kerjasama diukur berdasarkan nilai nominal

vang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
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4) Pengembalian pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera
dalam dokumen sumber pengeluaran.

5) Piutang diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen hasil
audit BPK.

6) Beban penvisihan piutang tidak tertagih diuknr sebesar nominal jumlah
perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas
piutangnya scsuai ketentuan peratuan menteri keuangan tentang kualitas

piutang dan pcnyisihan piutang tidak tertagih.

c. Penyajian
Realisasi pendapatan-1.0O, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam
Buku DBesar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran
dan dokumcn penyesuaian pendapatan/beban. Realisasi pendapatan-LRA dan

belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran

Piutang atas setoran dari Otorita Asahan disajikan di neraca sebagai
pintang jangka panjang yang setiap tahun direklasifikasi sebagai piutang jangka
pendek sesuai dengan jumlah jatuh tempo vang akan disetorkan oleh Otorita

Asahan pada tahun bersangkutan.

d. Pengungkapan
Informasi terkait Setoran dari Otorita Asahan diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Kenangan.

3. Jurnal pelaksanaan SA-TK P’engelolaan PNBI’

JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan I’iutang:

Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-LO XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara
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Uraian Dr

Diterima Dari Entitas Lain KXXX

Piutang Pendapatan

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterimna di kas negara:

Uraian Dr

Diterima Dari Entitas Lain KXXX

Pendapatan-LO

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr

Belanja XXX

Ditagihkan Kcpada Entitas Lain

JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LRA:
Buku Besar Kas:

Uraian Dr

Diterima Dari Entitas Lain XXXX

Pendapatan-LRA

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:

Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr

Pendapatan-LO XXXX

Diterima Dari Entitas Lain
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Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LRA ):0.0,0.4
Diterima Dari Entitas Lain KKXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan-L.CG XXXX
Surplus/Defisit LO XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan-LRA XXXX
Surplus/Defisit LRA XXXX

[lustrasi laporan vang dihasilkan dari SA-TK Pengelolaan PNBP adalah sebagai
berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode yang berakhur 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiak)
URAIAN Catatan 20X1 20X40
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXXXX KHEXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PATAK NAHXNX XXX
PENDAPATAN HIBAH XXNXX XXEXX
Jumlah Pendapatan Operasional XXXXX XXX
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai XXX XXX
Beban Persediaan P 9:0.0.9.¢ 9, 9:9:9:¢
Beban Jasa MNXXXX KXXXX
Beban Pemeliharaan P9:9:9.9.4 XX
Beban Perjalanan Dinas XNXXXX XXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat XXXXX X
Beban Bunga MK XX
Beban Subsidi D,9.:9:9.9.¢ )9, 9:0:0:¢
Beban Hibah OXNX HXNXX
Beban Bantuan Sosial )9:9:9.9.¢ XX
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BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiak)
URAIAN Catatan 20X1 20X90
Beban Penyusulan dan Amortisasi D.9:9:9.0:4 OX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXXXX XXX
Beban Transfer NHXNX XOODX
Beban Lain-lain XXXXX KXHXX
Jumlah Beban Operasional NAXNX XOODN
Surplus/Defisit dan Kegiatan Operasional XNEXX RO:6:000.¢
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Detisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar MNXXXX XX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar XXXXX ):0:9:0:9:4
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar XXX XXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya MK 200
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya XXX ):0.6:9:9:4
Jumlah Swplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya NEXXX XXX
Jumnlah Surplus/Defisit dan Feglatan Non Operasional XXXXX HNXXFX
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XXHEXX X
Beban Luar Biasa MONXXX N
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa D.9:0:9.4.¢ P10.9:0:9:4
SURPLUS/DEFISIT - LO XNXXX XXNXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalan Rupiah)
LRAIAN Catatan 20X1 20X40
ERKUITAS AWAL XXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO XXX NXNK
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN HNHX AXNEX
AKUNTANSIFKESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX NXX
Selisih Rovaluasi Aset Tetap KXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi . XX XxX
Lain-lain )19.0.¢ XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) ’ XXXX XNXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS :6:4:0.4 XXEX
EKUITAS AKHIR XXX KXXKY
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BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X%1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank C.2
Kas Lainnya dan Setara Kas cz21 XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
‘ ‘ Jumlah Kas dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak (Migas) C22 RAH. KKK, KKK XXX XXX. XXX
Piutang Lain-Lain c23 XXX XXX XXX XXX XK XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 24 (XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX XXX)
Piutang)
‘ ‘ Tumlah Piutang
Persediaan C2s
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP Cc26
Tanah XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX, XXX XXX XXX KKK XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan KKK XXX XXX KRK KKK KKK
Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c2.7
Aset Tak Berwujud XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset KKKS KKK XXX XXX pi0:9.:9.9,0. 9 0,04
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Lain-lain XXX, XXX XXX XXX KKK XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Lainnya
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset c28 (XXX XXX KKK KKK (XXX XXX XXX XXX}
Lainnya})
‘ Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAIIBAN
KEWAIIBAN JANGKA PENDEK
‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAIIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
‘ ‘ Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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Utang Jangka Panjang DN Lainnya O XKK XXX K KKK XXX

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIIBAN

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas (XXX XXX XXX XXX) (XXX XXX XKK.XKK)

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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Conteh Format LEA

ALAUM NEGARA
LAPCRAN KEALISAS] ANGGARAN

Ulntak Tabun Yeng Berakba Sampa Dengan 31 Desemter 20
talam
L LATATAN TARUN ANGGARAN 20X LAHUN
ANGGARAN 2O
ANGUGARAN HEk Y REALISAS
E PENDIAPATAN BUN DAN HIBAH [ |
NLNNNNNNENE | N OLNNN | N NN |
‘. NNNNNNNNNY | NN OO0 NN | XN NN OO NN
eriraen Sumter Dave Alan SRR NN NN KNS MR RN NN MY NN MNN NN NN
3 Penernnaen Negara Bukan Papak Lamnnya 2123 NN NN NN SO O R NN ML RN
‘ - ‘ : Tl I OO RN NRR ORI L NN NN OO R NN
Juilah Pendapatan BUN dan Hibah £4 T+AT+A 111 XX - XX, XX Y% NLXCENNNNN

F. BELAMNIA BUN D22
NN OO NN NN, NN UL NN
UK. XK RNHN MR KK
8 ‘ Eelanja Lain Lan LR N0 ORI Ry RN LANY
-l -runstir ke sl SLNNRLNNNLNNY N UL RN SNNNT LN UL NN
Jumnlah Belarja BUN (B I+B.1T) s o NN KN % XN 0
-52 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
£ SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN {(A-B) D23 0, N XN L NN L3 XX, XX % AL NN AN K KR
F  PEMBIAYAAN
- o Ll NLNNUOLNNN LADLNNN U NN ELADLNNNLNNN
L Rekening Pemerintah KM MK MK KN XK NNEXS RN RN NRN
z Penetimaan Ciailan Pengembalian Penervsan RN MR ERY N RN
Panjaman
3. | Privatisasi dan penjualan Aset Program D2415 RN RN NAN XRKLKE NN KX KRN XN
Restruktunsas
4. | Surat Berharga Negara (Neto} Dzald R RN UK RN XK KLEN RKL RN KN
Penetimaan Surar Betharga MNagara UKL KN XXX KN XN
Pengsluaran Sumf Berhatga Negara R0} (oot}
5. Pinjaman Dalam Negeri D2415 R XRNLANX XKL RN XN XX,AX% XN RNN XAN
a9 Peinbiayaan Lan Lain D2d419 bradsvdied ONLENE XK XN RNE RN
) P Lo g ! 132 {0 R [CRTE RN PR [nonasannann
Jumlah Pembrayaan {DLI+D 1) L NN L NN NN A NN XK
E. SISA LEBIH(KURANG)PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XXX, XXX XXX XX.XXX.XXX. XXX
SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
K/L (C+D)
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4. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi
khusus PNBP yang dikelola oleh DJA terdiri atas:
a. Kertas Kerja Perhitungan,
b. Memeo Penvesuaian;
c. Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain
vang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus PNBFP yang dikelola
oleh DJA.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi
l’elaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan vang mengatur mengenai

rekonsiliasi.

6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Dalam rangka mengelola PNBP vang diperoleh dari minyak bumi, gas bumi,
panas bumi, dan setoran lainnva dibentuk unit akuntansi dan pelaporan pada
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai berikut :
1. UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi;
2. UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi;
3. UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya.

UAKPA BUN TK untuk transaksi PNBP Minyvak Bumi dan Gas Bumi,
Transaksi PNBP Panas Bumi, dan transaksi PNBP Setoran Lainnya dilaksanakan
oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBP sebagai entitas akuntansi. UAKPA
BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan vaitu UAP BUN TK Pengelola PNBP.

UAKPA BUN TR memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas
penerimaan dan pengeluaran transaksi khusus dalam rangka menyusun laporan

keuangan tingkat UAKPA BUN TIK.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai seluruh TAKPA BUN TK
untuk kemudian dikonsolidasikan pada UAP BUN TK Pengelola PNBI’. UAKI’PA BUN
TK bertugas untuk mcncatat scluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen

sumber vang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada
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UAP BUN TK DJA untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK Pengelola PNBP
hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak
diperkenankan untuk melakukan transaksi sendiri. Pencatatan dari UAP BUN TK
Pengelola PNBP kemudian disampaikan kepada UAKP BUN TK untuk dilakukan

penggabungan.

7. Pelaporan SA-TK Transaksi Pengelolaan PNDBP
SA-TK Transaksi Pengelolaan PNBP menghasilkan laporan vang terdiri dari

Laporan Recalisasi Anggaran, Laporan Opcrasional, Laporan Pcrubahan Ekuitas,

Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan-Laporan tersebut disampaikan

secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK kepada UAP BUN TK dengan

mekanisme penyampaian sebagaimana berikut :

a. Masing-masing UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri
atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CalK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung
Jawabh, kepada UAP BUN TK DJA setiap semesteran dan tahunan.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN
TK menvampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara
bulanan kepada UAP BUN DJA.

¢. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJA menyvusun laporan
konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan
disampaikan oleh UAP BUN TK DJA dengan dilampiri Pernvataan Tanggung
Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.

e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJA kemudian UAKP BUN
Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan
menyvampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan
dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernvataan Telah Direviu.

Jadwal penvampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur mengenai tata cara penyusunan

Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.
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BAB V
AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

A. Definisi

Aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJIKN) merupakan
seluruh aset baik berupa Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya vang
dalam pcngelolaan Mcenteri Kcuangan dan sccara tcknis wewcenang pengclolaanyva
berada pada Direktur Jenderal Kekavaan Negara selaku Pengelola Barang untuk
dilaporkan dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus. Aset vang
berada dalam pengelolaan DJKN dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus
dengan pertimbangan bahwa pemisahan fungsi pencatatan antara Unit Akuntansi
Pengelola Barang dan Unit Akuntansi Pengguna Barang sebagaimana dilakukan untuk

pengelolaan uang yang dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN belum dilakukan.

B. Jenis-Jenis Aset yang Berada dalam Pengelolaan DJKN
Aset-aset vang berada dalam pengelolaan DJKN dan masuk dalam kategori
Transaksi Khusus meliputi:
Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C);
BMN yang bcrasal dari Pertambangan,
Aset Eks Pertamina,
BMN Idle vang sudah diserahkan ke DJKN;
Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI,

A o

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.

Proses Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan bagan berikut:
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STRUKTUR PELAFPORAN

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJKN

2014, No.2050

UAKKPA BUN UAKKPA BUN
TK Pengelola TK Pengelola
BMN yang Kekayaan
Berasal dari Negara
Pertambangan
|
UAKPA UAKPA UAKPA UAKPA BUN UAKPA UAKPA UAKPA
BUN TK BUN TK BUN TK TK BUN TK BUN TK BUN TK
Pengelola Peng. BMN Pengelola Pengelola Peng Aset Pengelola Pengelola
BMN yang, vang Aset Eks BMN Idie Blekas M.lhk Aset yang Aset Lain-
berasal dari b | dari P . Cina/Asing Timbul Dari lain DI
KKKS erasal dari ertamina Pemberian ain DIm
Kontralktor BLEI Pengelolaan

PKP2B

DJKN
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C. Akuntansi dan Pelaporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyvusunan laporan keuangan transaksi
aset vang berada dalam pengelolaan DJKN adalah Basis Akrual sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual
diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional),
sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan
Penerimaan Pembiavaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan
Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
b. Pencatatan pada DBuku Besar Kas.

PPencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Ncraca mcncrapkan pengakuan pendapatan dan behan atau
perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayvar.

Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
menerapkan pengakuan pendapatan dan penerimaan pembiavaan pada saat kas
diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

D. Penjelasan Terperinci Masing-masing Aset
N.1. Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C)

Aset DBekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan tanah dan/atau

bangunan bckas milik:

1. Perkumpulan-perkumpulan Cina yvang dinyatakan terlarang dan dibubarkan
dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang
Pusat Nomor PRT/032/PEPERPU/ 1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat
Nomor KPT'S/PEPERPU/0439/1958 jo. Undang-undang Nomor 50 Prp Tahun
1960,

2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesnai dengan kepribadian
Bangsa Indonesia yang dinyalakan terlarang dan dibubarkan sesuai dengan

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;



77 2014, No.2050

- 58 -

3. Perkumpulan-perkumpulan vang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-
kesatuan aksi tahun 1965/ 1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat
Tjina (RRT) dalam pemberontakan G 30 S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai
olehh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikusasi negara
melalui Instruksi Radiogram kaskogan Nomor T-0403/G-5/5/606; atau

4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan
(floa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing vang telah mempunyai
hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau
mcemperolech pengakuan dari Negara Republik Indoncsia, bescrta cabang-

cabang dan bagian-bagiannya

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006, jumlah ABMA/C vang
belum jelas status hukumnya adalah sejumlah 942 aset dari jumlah keseluruhan
1.345 aset sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12
April 1989. Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh
Indonesia pada tahun 2007 dan 2008, terdapat 1.009 aset vang belum seclesai
status hukumnya.

Untuk menyvelesaikan berbagai permasalahan tersebut kemudian Menteri
Kenangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMIK.06/2008
tentang Penvelesaian Aset Bekas Milik/Cina, vang sebelumnya diatur dengan
Surat Menteri Keuangan No. S-394/MEK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal
Tanah dan dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.0G /2008 tersebut dijelaskan bahwa
Aset Bekas Milik Cina dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

(1) disertifikatkan atas nama Pemerintah Indonesia (apabila telah selesai, maka
dicatat dan dilaporkan sebagai BMN);

(2) disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah (apabila telah selesai, maka
dicatat dan dilaporkan scbagai BMD);

(3) dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara
pembavaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyvetorkannva ke Kas
Negara;

(1) dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga,

(5) dihibahkan,

(06) dikeluarkan dari dafiar Aset Bekas Milik Asing /Cina.

Pedoman penvusunan laporan keuangan Akuntansi dan Pelaporan darn

transaksi Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan sebagai sebagai berikut:
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1. Pengklasifikasian
Pengklasifikasian aset Bekas Milik Asing/Cina adalah sebagai berikut:

a. aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian; dan

b. aset yvang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun masih

dalam penguasaan Pihak Ketiga.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

1)

Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat dialkui sebagai Aset segera setelah
dilakukan identifikasi, inventarisasi dan/atau penilaian serta
penetapan.

Surplus /Defisit pelepasan ABMA/C diakui pada buku besar akrual
diakui pada saat pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan cara
pembayaran kompensasi kepada Pemerintah disetor ke kas negara.
Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di
kas negara.

Reban Pelepasan ABMA/C diakui pada buku besar akrual diakui pada
saat ABMA/C telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n
Pemerintah Dacrah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik
perorangan vang sah, atau dikeluarkan dari daftar ABMA/C.

b. Pengukuran

1)

Aset Bekas Milik Asing/Cina dicatat berdasarkan hasil penilaian.
Apabila ABMA/C dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya
dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

Surplus/Defisit pelepasan ABMA/C diukur berdasarkan selisih antara
nilai nominal setoran pendapatan vang diterima sebagai hasil
kompensasi dengan dengan nilai buku ABMA/C.

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yvang tertera pada
dokumen pencrimaan.

Beban Pelepasan ABMA/C diukur berdasarkan telah ditetapkan
menjadi BMD (disertifikatkan a.n Pemerintah Daerah) atau dihibahkan
atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau

dikeluarkan dari daftar ABMA/C.
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c. Jurnal

Jurnal Penerimaan Kas  terhadap ABMA/C  vang  dilepaskan
pcnguasaannya kecpada pihak kctiga dengan cara pembayaran
kompensasi:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnyva KXXX

Pendapatan KXXX

Jurnal Aset yang telah diinventarisasi dan telah dinilai namun masih
dalam penguasaan pihak ketiga:

Buku Besar Akrual:

Uralan Dr Cr

Aset Lainnya XKXX

Koreksi Ekuitas KXXX

Jurnal Aset vang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan an
Pemerintah RI):
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Transfer Ke luar XXXX

Aset Lainuya XXXX

Jurnal Aset vang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n
Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada penulik
perorangan vang sah atau dikelunarkan dari daftar ABMA/C:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Beban Pelepasan ABMA/C XXXX

Asct Lainnya XXXX
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Jurnal Aset vang dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak
ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan
menyetorkannya ke Kas Negara,

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterimna dari Entitas Lain XXXX
Surplus /Defisit Pelepasan KXXX
ABMA/C
Aset Lainnya XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran

pendapatan dengan nilai buku ABMA/C.

Penyajian

Aset vang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat
dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan(CalK, sementara aset yvang sudah dilakukan inventarisasi dan
penilaian, namun secara masih dalam penguasaan Pihak Ketiga maka
dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada
Laporan Rcalisasi Anggaran dcengan besaran scsuai dengan dokumen
realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP vang
telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Beban disajikan pada
Laporan Operasional, sementara Aset Lainnya disajikan di kelompok aset

pada Neraca.
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Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL

Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 Dalam Rupial)
URAIAN Catatan 20X1 20X4
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN P,9.:9:9.9.¢ KXXRX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANXXN XEXNXX
PENDAPATAN HIBAH 19:9.9.0:4 KXXRX
Jumlah Pendapatan Cperasional XNXXX XXXNXX
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawal XNXXN NXEXXX
Beban Persediaan 19.9.9.9:4 KXXRX
Beban Jasa XNXXN XXNXX
Beban Pemeliharaan 999,04 KXXXX
Beban Penjalanan Dinas XXXXX NXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat NHXNK IO
Beban Bunga XNXXN KXXXX
Beban Subsidi NKXNX XXX
Beban Hibah XXXXX XXXXX
Beban Bantuan Scsial NXXXX XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi XXXXX XXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih NXXNX ANHXN
Beban Transtor KXKXX p:9,9:0:9:¢
Beban Lain-lain NEXNX XXHXN
Jumlah Beban Operasional XXX P29, 6:0:9:4
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional XXX HOGIX
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XRXXX X
Beban Pealepasan Aset Non Lancar NAXXX XXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar D.9:0:9.0.¢ P10.6:0:9:4
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D:9:9:9:0.¢ Pr0.6:8:9:4
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXXXX KXNXX
Jumnlah Surplus/Defisit dan Keglatan Non Operasional Lainnya XXXXX HANXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional MONXXX N
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XNXXX XXXNXX
Beban Luar Biasa P9:9:9.0.4 KXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dan Pos Luar Biasa XNXXN XXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO )19:9:9.0:¢ AXXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO XXXX XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN XXXX XXXX
AKUNTANSIKESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) XXX XXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR XXXXX XXXXX

Contoh format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank c2
Kas Lainnya dan Setara Kas c21 300K, 00K, 308X XXX XKK XXX
‘ ‘ Jumlah Kas dan Bank XX XX XKX.XKX XX XXX, XXX. XXX
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak ciz2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Piutang Lain-Lain c23 30T, KK IR 3T RXKKKK
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada c24 (300X, XXX, XXX) (300X, XXX, XXX XXX)
Piutang)
‘ ‘ Jumlzh Piutang XX XXX XXX.XXX XX XXX.XXX.XXX
Persediaan C25 XX XX XKX.XKX XX XXX, XXX. XXX
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP C.2.6
Tanah XXX, XXX, XXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XK. KKK XKXK XXX KKK XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XK. KKK XKX XXX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX.XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX XXX XXX.XXX
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA c27
Aset Tak Berwujud HHK. KKK KKK XXX XXX.XXX
Aset KKKS );9.9.95.9.9.9.9.9.4 j:0.0.9.0.0. 9. 0.4
Aset Eks BPPN KKK, KKK XXX XXX XXK.XXX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Lain-lain XXX XXX XXX XXX XXX.XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XK. KKK KKK XXX XXX XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C28 (200, 30X, 208X, XX )

Lainnya)

(306X, 30030 XX KKX)

‘ Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAIIBAN

KEWAIIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

p,9.9.95.9,9.45,9.9.¢

),9:9:95,9.9. 9.9, 9.4

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

)% 9:95.9.9. 95,9, 9.4

XAX XXX XXX

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

KX XXX XXX

XXX XXX XXX

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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TIATIARA AT
LAPORAN KEA

Y

MNFGARA

AL ANGHARAN

2nx1

TRATAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN ZUXD
ANGUHARAN REALIS i1 REALISASRT
A AN BUN NoHIBA 2.2
crivaan Perpaakan 21 NN NN NN NLNNNONKN NNY PR ALNNNLNKN XY
! Prenerimann N (RIS KRN NN NN NLNNNONAN NNY PR NLNNNLNAN XY
MRS RNNONR BRSNS | KRR ANERSCRNN |
| NOUNUONNN NNN | K NN NMNNONNN NN |
[ EEE ANNLARN AN NNY ST SLARNAAA RN
Jurnlah Pendapatan BUN dan Hibah (A T+A IT+A 1) LML NN XX, XX %o HNLKKKL AN NN
B. BELANJA BUN D22
i il Prsa R TOERNLAANAAN ALAANAAN NN RN ALOAANAAN NN
2 Eelanja Barang D2212 NIOLRNNL N0 LN e NN ML NHLRNY
3 Belanja Modal D2213 X ey RN XXK P X St
B Belama Lain Lam DZI2IE N AN XX NRNR% NN HHANY
-l Sranssir ke Laenal: 12.2.2.20 LUNALANALANN AR AN WX ALMARARN NN
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.1I} . o XN XX % XXX NN
- 66 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 < < XX, XX % XX, XXX XXX.XXX
[ FEMBEIAYAAN D4
! Al Ay R NN NN NNNNLNNNNNX RN NLNNNLNNNLUNNK
1. Rekenung Pamerintal, D411 XN RN XK KK XN KX XEXK% RIS NRNLNNX
2. | Pensminaan Cleilan Pangziababian Pensmsan D41z N NODR RN R KN HEHN RO NHR
Finjaman
3 Privatisasi dan penjualan Ase Program D413 PR etheviiid ool ool RYRK UL XARR
Restrukturisasi
4. | Surat Berharga Nepara (Meto) D.241.4 UKD 2 R 00 et R TR
Peneminaan Surat Berharga Negaa KN NER NIOLHEN O
Pengeluaran Surat Berharga Negara (0L n (00000
5. | Pinjaman Dalam Negeri D.24.1.5 R R R R X A peitn RN XN
9. Pembiayaan Lain Lamn D415 RN MRR NN NHHRNNNNR UL
Fenliayid: s Seeerd Dl PR [ENE RN | EA UL NN NN A AN (TR
Jumlah Pembiayaan (D.1+D.113 X DD X OOOLD0Y XX, XX % NN X
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XL XXX XXX.XXX AR XXX XXX XXX
SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
K/L (C+D)
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan ABMA/C diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan

Dokumen Sumber
Dokumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi ABMA/C
antara lain:
a. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Surat Penetapan nilai/harga
asel;
b. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian,
Berita Acara Serah Terima Aset;
d. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penyelesaian Aset Dekas
Milik Asing/Cina;
¢. Mcmo Penyvcesuaian;
Selain dokumen sumber tersebut di atas, terdapat dokumen lain yang dapat

dijadikan sebagai pelengkap, antara lain:

Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan vang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai
berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina, dilaksanakan oleh
Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekavaan Negara.

b. UAKKPA BUN TK Pengelola Kckavaan Ncegara dilaksanakan olch Unit
Esclon II pada DJKN yang mcnangani Pengelolaan Kckayaan Negara.

¢. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi vang melaksanakan
penggabungan atas Laporan Keuangan vang berasal dari masing-masing
UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak
sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut
bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola
Barang BUN (UAKPLB-BUN).
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6. Penyvampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Asel Bekas Milik Asing/Cina menyusun

Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi ABMA/C baik

secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (L(0), Laporan

Perubahan Ekuitas (LPIE), Neraca, dan CaLK.

Mckanisme penyampaian Laporan Keuangan schagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pcngclola Asct Bckas Milik Asing/Cina mcnyampaikan
Laporan Keuangan yvang terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca dan Cal
dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA
BUN TK Pengelola Kekavaan Negara untuk kemudian dikonsolidasikan
dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA
BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang lerdiri LRA dan Neraca
secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.

c. UARKKPA BUN TK melakukan penggabungan terhadap LK vang dikirimkan
oleh UAKPA BUN TK untuk kemudian dikirimkan kepada UAP BUN TK
DJKN.

d. Berdasarkan laporan kcuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN
menyusun laporan konsolidasi.

e. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK
DJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran dan tahunan dilampiri
dengan Pernvataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

f.  Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKFP BUN
TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan
kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan
Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di
atur dalam Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur mengenai tata cara

penyvusunan Laporan Kecuangan Konsolidasian BUN.
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D.2. BMN yang Berasal dari Pertambangan

BMN vang berasal dari Pertambangan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Aset berupa BMN yvang Berasal dari KKKS

2014, No.2050

Pengertian BMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 adalah

semua barang yvang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari

perclehan lainnva yang sah. Lebih lanjut barang vang berasal dari perolehan

lainnva vang sali dipertegas dengan kriteria barang yaung diperoleh sebagai

pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara vang berasal dari Kontraktor

Kontrak Kerja Sama, vang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari KKKS

adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan vang

sccara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas

a. Akuntansi dan Pclaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas Aset berupa BMN vang

berasal dari KKKS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan vang

mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan Aset berupa BMN

vang Berasal dari KKKS.

Nustrasi Laporan Keuangan vang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK

Pengelola Aset berupa BMN yang berasal dari KINKS adalal sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKAN XXXXX XXX

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PATAK ,9:9:9.9.¢ XX

PENDAPATAN HIBAH XAXXX KXNXX

Jumnlah Pendapatan Operasional XXXXX XXX
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai XXXXX X

Beban Persediaan MOXX XN

Beban Jasa 9:9:9.9.¢ P9, 9:9:9:¢

Beban Pemeliharaan NEXXX HXNXX

Beban Perjalanan Dinas D:9:9:9:0.¢ P10, 6:6:9:4

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat MXXXX KXNXXK

Beban Bunga XXRXX X

Beban Subsidi XNXXX XXXNXX
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BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OPERASIONAL

Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X90
Reban Hibah NHXNX RO 004
Beban Bantuan Sosial KNXXX XXX
Beban Penyusufan dan Amortisasi NHXNX XOODX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXXXX XXX
Beban Transfer NXXNX XXNXN
Beban Lain-lain XNXXXN XXXXX
Jumlah Beban Operasional XXXXX HXHXX
Surplus/Defisit dan Kegiatan Operasional P80 9:0.¢ XXX

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Detisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar NAXXX XODX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar XNXXX X
Tumlah Swiplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar MK 200
Surplus/Detisit dan FKegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Fegiatan Non Operasional Lainnya NEXXX XXX
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya XXXXX HNXXFX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXXXX KXNXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Fegiatan Non Operasional XXHEXX X
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa D.9:0:9.4.¢ P10.9:0:9:4
Beban Luar Biasa NEXXX HENKX
Jumnlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX HNXAX
SURPLUS/DEFISIT - LO XXNXXX XXNXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 201 (Dalam Rupiah)
TURAIAN Catatan 20X1 20X0
EFKUITAS AWAL NXXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT - 1.0 HKNHX X
DAMPAK. KUMULATIF PERUBAHAN KEBIAKAN NXXX XXXX
AKUNTANSIKESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan r0:0:¢ XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XNX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XX KXX
Lain-lain XNX XX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL}) 9404 ) 9.0:9,4
KENATKAN/PENURUNAN FFUITAS KNEX KNXX
EFUITAS AKIIIR 19,4494 19,9004




Contoh format Neraca

89

-71 -

2014, No.2050

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank cz2
Kas Lainnya dan Setara Kas c2.1 KKK, KKK XXX XXX XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Kas dan Bank XX XXX XXX XXX XX XXX XXX. XXX
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak cz22 KKK, KKK KKK XEXR KKK KKK
Piutang Lain-Lain Cc23 XXX RXK. XXX XXXR XXX KKK
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada cz24 (300 KR KKK (3083, 30030 KKK KKK
Piutang)
‘ ‘ Jumlah Piutang X X00. XXX XXX 00300, XXX XXX
Persediaan C25 KX XXX, XXX.XXK XX XXX XXX.XKX
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP C26
Tanah XXX XXX XXX XXX XXX.XXX
Peralatan dan Mesin OO0 KKK ):6,9.9:0.0.8,9.9.4
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Ingasi, dan Jaringan 200K, XKL XXX XXX XXX.XXX
Aset Tetap Lainnya XK. KKK XKX XXX XXX XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX XXX KXK.XKX
‘ ‘ Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c27
Aset Tak Berwujud HHK. KKK KKK XXX XXX.XXX
Aset KKKS KXK. XXX XXX XXX XXX.XXX
Aset Eks BPPN XK. KK KKK XXX XKKXKX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Lain-lain OO0 KKK ):6,9.9:0.0.8,9.9.4
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XK. KKK KKK XXX XXX XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset c28 (30020 2000 XXX KKX) (306X, 30030 XX KKX)
Lainnya)
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‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAIIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

}(9,9.95.9.9.99,9.9.9

AKX XXX XXX

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

KX XXX XXX

XXX XXX XXX

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

p,9.9.95.9,9.45,9.9.¢

),9:9:95,9.9. 9.9, 9.4

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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Contoh format LRA

BENDA UM NEGARA
LAPOKAN KEALTSEAS] ANGGARAN
Uinbak Tahue Yang Bevakha Sampay T3 31 Dhesed 2N
URALAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 2030
ANGEARAN REALISASI % REALISAS]
A PENDAPATAN BEUN DAN HIBAH D2
Seneni T 2 HNNENNNNNN NN NN NS NN NN NN
- Seneriniaen Nege cduken eak 220 NN NN NN NRNNN NNNNE
L. | Peneriimaan Sumber Daya Alam D212l XX NNKL XX XN KN XXX AN
A | Penerimaan MNegara Bukan Pajak Lainnya D2123 RN RN AL KNE XNK YLK KL KN NN
| e [l RN WU AMA AN AR SAL AN AN NN AN AN NN
Juralah Pendapatan BUIN dan Hibah (A T+AIT+4 11} LKL NN L NN XX, XX % ANLNEK. KN
E. BELANJA BUN R Ache)
s lPamam il P 1521 UM AR LLANLAR ALY N AN AN RN NN
L Belat)a Barang D22l12 MR RN R N DR HRNH N R RN
2. Belan)a Modal D213 RXN MRKLKXX KN NAK XNLEN Y MO0 XK
3. Belanja Lain Lain Dz22l8 L NRRL RN R RN XAR oL R RN XAR
L T b e al REER USSR ALLARLAANLNNY AN AR RN
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.1[} LML NN N BN NN K, XK % NNERX X
74 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 X ; XX, XX % XX XXX XXX XXX
Ir FEMBIAYAAN D24
. P e Dl Sy 1321 RSN AR ALRRAARRLNNY R AN AR RN Y
1. | Rekening Pemenmntah D241l HR RO RN OULREY HE X% RN AR RN
2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan 2413 RN ALK NI KN XK WX NI KN XK
Pinjaman
EN Privahsas) dan penpualan Aset Program D2dl3 RN AN OOLRNY XY AN OOLRNY
Restrukturisasi
4, Surat Betharga Negara {MNero} D.24ld NN NN N RN RN HNMODE RN
Penerimaan Surat Berharga Negara NN L ANY XL
Pengeluaran Surat Berharga Negara (008, KN MXNK ) [Res 858 +5.4]
3 Pinjaman Dalam Negen D.2dls MR RN OHHLRNY R RN RN
4. Pembiayaan Lain Lain Dz24al19 NN RN OULRNY HNNHR NN
- i s v ! [NLNNNNNNLNNN Y [T DL NN [T DL
Jumlah Pembiayaan (D.1+D.11} s £NNX NN % XENR NDOELNNN
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XX XXX XXX XXX KX XXX XXK.XXX
SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
K/L (C+D)
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b. Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

c.  Fntitas Akuntansi dan [intitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai
berikut:

1) UAKPA BUN TK Pengclola BMN vang Bcerasal dari KKKS, dilaksanakan
oleh Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
vang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS.

2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN vang Berasal dari Pertambangan,
dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian
ESDM.

3] UAP BUN TK DJEN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan
penggabungan atas Laperan Keuangan vang berasal dari UAKPA BUN
TK dan/atau UAKKPA BUN TK yang herada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak
sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut
bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi

Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN]).

d. Penyampaian laporan keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola BMN vang berasal dari KEKS menyusun

Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN yang berasal

dari KKKS, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan

disusun berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan CalLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyampaikan
Laporan Kcuangan yvang terdiri atas LO, LPE, LRA, Ncraca dan CalK
dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK
Pengelola BMN vang berasal dari Pertambangan untuk kemudian
dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.

2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka

UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan vang terdiri LRA dan
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Neraca secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN vang
berasal dari Pertambangan.

3) Berdasarkan laporan di atas, UAKKPA BUN TK Pengelola BMN vang
Berasal dari pertambangan menyusun laporan konsolidasi UAKPA BUN
TK Pengelola BMN vang DBerasal dari KKKS dan Kontraktor PKP2B.

4) Laporan dari UAKKPA BUN TK Pengelola BDMN vang Derasal dari
Pertambangan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.

5) Berdasarkan laporan kcuangan gabungan di atas, UAP BUN DJKN
menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan
disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK.

6) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 5,
UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsclidasi dan

menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

2. Aset BMN vang Berasal dari Kentraktor PKP2B

Pengertian Barang Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2001 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No © Tahun
2006 adalah semua barang vang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang vang berasal dari
perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang diperoleh
sebagal pelaksanaan dari perjanjian fkontrak.

Perjanjian  kerjasama/perjanjian karyva pengusahaan pertambangan
batubara mengalami perubahan seiring dengan perubahan arah kebijakan
strategis energi nasional Diawali dengan perjanjian kerjasama vang tunduk
pada Kcputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan
Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara
Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, yang kemudian
dikenal dengan perjanjian PKP2B Generasi Pertama. Melalui Keppres tersebut,
kebijakan strategis atas status aset vang digunakan dalam kegiatan
operasionalpertambangan oleh kontraktor menjadi milik Perusahaan Negara
Tambang Batubara (PN Batubara) sebagai wakil pemerintah, selaku pemegang
Kuasa Pertambangan. Berdasarkan kontrak kerjasama Generasi pertama
tersebut dinvatakan bahwa seluruh barang dan peralatan vang dipercleh
kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara

menjadi milik PN Batubara.
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Kemudian ketentuan pokok perjanjian mengalami perubahan dengan
ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan
Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara
Perusahaan Persercan (Persero) PT Tambang batubara Bukit Asam dan
Perusahaan Kontraktor. Melalni Keppres tersebut, kebijakan strategis atas
status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh
kontraktor mecnjadi milik perusahaan kontraktor. Sclanjutnya perubahan
signifikan tcrjadi pada Tahun 1996, dcngan ditctapkannva Keputusan Prcsiden
Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan FPokok Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara. Melalui Keppres tersebut diatur bahwa status aset
vang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor
generasi pertama beralih kepemilikannya dari Perusahaan Negara Tambang
Batubara kepada Pemerintah Indonesia. Pengaturannya diatur dalam Pasal 9
vang berbunyi: “segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana
dimaksud ayat (1), beralih kepada Pemerintah”.

Kebijakan strategis atas status aset yang dignnakan dalam penambangan
batubara selain tercermin dalam Keputusan Presiden vang mengalami
mctamorfosis terscbut, hal demikian juga dapat ditcmui dalam isi penjanjian
kerjasama/Perjanjian karva antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor.
Perjanjian kerjasama/perjanjian karva yang dibuat setelah Keputusan Presiden
Nomor 49 Tahun 1981, dalam kondisi tertentu dapat menjadi milik negara.
Kondisi tersebut dinvatakan dalam perjanjian kerjasama/perjanjian karyva
khususnya dalam Bab Pengakhiran (termination). Pada Bab Pengakhiran
(termination) dinyatakan bahwa ”barang dan peralatan vang tidak terjual, tidak
dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran
perjanjian yvang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi
milik Pemerintah termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran
perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum®.

Barang vang mcnjadi milik/kckavaan ncgara vangbcrasal dari Perjanjian
Kerjasama/Karya Pcngusahaan Pertambangan Batubara, vang sclanjutnyva
disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan vang
dipercleh Kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertainbangan
batubara dan/atau barang dan peralatan vang tidak terjual, tidak dipindahkan
atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yvangtelah

melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah
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termasuk barang kontraktor yangpada pengakhiran perjanjian akan digunakan

untuk kepentingan umurn.

a. Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas Aset berupa BMN yang berasal

dari Kontraktor PKP2B mengacu pada Peraturan Menteri Kenangan vang

mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan Aset berupa BMN

vang Berasal dari kontraktor PKP2B.

Ilustrasi Laporan Keuangan yvang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK

Pengelola Aset vang berasal dari PKP2B adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periede yang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XNXXX KXNXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJTAK XXXXX )e9,9:9:0:¢
PENDAPATAN HIBAH XXXXX XXNXX
Jumlah Pendapatan Operasional XXHEXX X
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai D.9:0:9.4.¢ X
Beban Persediaan XXX XXNXX
Beban Jasa ,9:9:9.9.¢ KXXRX
Beban Pemeliharaan MNXXX HXNXX
Beban Perjalanan Dinas XXRXX XXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat XNXXX XXXNXX
Beban Bunga XXEXX DL0.0:0:9.4
Beban Subsid: XNXXN XXXXX
Beban Hibah 19.9.9.9:4 KXXRX
Beban Bantuan Sosial XNXXN XNHXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi NAXNX X
Beban Penyisihan Piutang T'ak Tertagih XXXXXN XXXXX
Beban Transfer NHXNK IONN
Beban Lain-lain MNXXN R 0:6:4.0.4
Tumlah Beban Operasional NKXNX OGN
Surplus/Defisit dann Fegiatan Crperasional KXNXX NXXXX
KEGTATAN NON OPERASIONALT
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Asef Non Lancar NXXNX XXNXN
Beban Pelepasan Aset Non Lancar XXXXX XXXXX
Tumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar NXXNX HXHEN
Surplus/Detisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Fegiatan Non Operasional Lainnya NHXXX X
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LAPORAN OPERASIONAL
Pericde yang beraklur 31 Desember 20X1 {Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0

Beban dari Kegialan Non Operasional Lainnya D.9:9:9.0:4 OX

Jumnlah Surplus/Defisit dar Kegiatan Non Operasional Lainnya XXXXX XXX

Tumlah Swrplus/Defisit dari Kegiafan Non Operasional NHXNX XOODX
POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa NXXNX XXNXN

Beban Luar Biasa XNXXX NHEXXX

Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XXXXX XXX
SURPLUS/DEFISIT - LO KANXX XXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Der 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXNX KXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO HXKEX P29 00
DAMPAK KUMULATIEF PERUBAHAN KEBLIAFK AN XXXX XXXX
AKUNTANST/KESALAHAN MENDASAR
Korcksi Nilai Persediaan KXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX NXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XX XXX
Lain-lain XX XX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) NXXX KXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EFNUITAS . XXX 3K
EFUITAS AKHIR NG he:0.000.¢
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 Dalam Rupiah}
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank Cc2
Kas Lainnya dan Setara Kas Cc2.1 KL KKK KKK J e P 9.0.9.9.9:4
‘ ‘ Tumlah Kas dan Bank XX XXX.XXX. XXX XX XXX.XXX. XXX
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c22 XXX KKK XKX XRXKXK. XXX
Piutang Lain-Lain c23 KL KKK KKK J e P 9.0.9.9.9:4
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 24 (XXX XXX XKX) (XXX XXX XXX XXX )
Piutang)
‘ ‘ Jumlah Piutang KX XXX XXX.XXX XX XXX XXX.XXX
Persediaan c25 XX X0 XXX XXX XX 00X XXX XXX
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP C.2.6
Tanah XK. KKK XXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX KKK XXX XXX XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan KKK KKK XXX RXK. KKK XKXK
Aset Tetap Lainnya hi0.9.85.9,9.9.9.9.9 h9:6:95.9.9.9.9.9.4
Konstruksi Dalam Pengerjaan KK KKK XXX XXX XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c27
Aset Tak Berwujud XKK. KKK XXX XXX XXX XXX
Aset KKKS 30T K. XK XXX XXX XXX
Aset Eks BPPN XL KKK KKK XXX XXX XXX
Piutang Jangka Panjang XRK. KKK KKK REK KKK KKK
Aset Lain-lain XXX XXX XXX pi9.9:99.9.9.9.9,9.4
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXX KKK XXX XXX XXX XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset c2.8 (XRK XXX KKK XXX ) (3300 X300 KKK KKK )
Lainnya)
‘ Tumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET XX XXX XXX. XXX XX XXX XXX XXX
KEWAIJIBAN
KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK
‘ ‘ ‘ ‘ Tumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAIIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
‘ ‘ Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XKK. KKK XXX XXX XXX XXX
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Utang Jangka Panjang DN Lainnya

9,9, 95.9,9.99,9.9,9

19,9,99.9.9.95,9,9,9

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

KX KX XXX

KX KKK XXX

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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LAF AN REALTSAST ANGGARAN
Untuk Taluar ¥ang Feraklnn Sampes Bengan 3 D
HALAN CATATAN PARUN AMNGUGARAM 20X
ANGGARAN REALISASI P KEALIRASD
A PENTIAPATAN BUN AN HIBAH (B3
1 Perpajakan NNNXNNLNNX RANENNNNNN RSN
| Pen cgara Bukan Pajak | 21z x NXLXXX XY ol | NN, NN |
1 TR ST DBaya Alamn (BRI NN MNN NXY CNRNEN VNN NN LN NN XXX
| | 3| Penenmaan Negara Bukan Pajak Lainnya D2.1123 X NNR N UL RNE 00 RN RN KK
| I vt 1l REN NRRAALNNAAAN AAN MMM AN NN R AANNARNNNY
Junlah Pendapatan BUT dan Hibali (A T+A11+A 111) L NN XN L NN NN XK, XK % e et e 44
B. BELANJA BUN
P RRE ROREALANALAAN AANNARNANY R AANNARNNNY
2 Eelan)a Barang D.2212 NHARNY AR HHNLMLHRY XiXR% AXNLANY
3 Belan)a Modal D2213 ERn ey LN NN NN R XN
8 Belanja Lain Lain D2218 A AN N XX XNK RN AKX XRN
Tt b e al 152000 LR ANALNAN MAMANNA NN NN MANALNAALNNY
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.IT} L NNNL KN L NN XN XK, X% % ML XN RN
_83 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 XX, XX % XX XXX XXX. XXX
D PEMBIAYAAN D.z4
! Pzl “heae Nz ERy SRR NN NN AL NN NN SN AN NOLANNNLAAS
1. | Rekemng Pemerintah Dz41a N NODR RN R KN HEHN RO NHR
2 Penerimaan icilan Pengembalian Penerusan D412 RN, XNE XK 00 K00 XXX KN LK
Finjaman
3 Privatisasi dan penjualan Aser Program D2413 Y NN RN NNR RAHREY NN
Restrukturisasi
4, Surat Barharga MNegata (Neta) D414 PRAR SR o KN NER KN NIOLHEN O
Penenmaan Surat Berharga Megara LN MU NN
Pengeluaran Surat Berharga Megara (300 XN (o0s xR
5 Finyaman Dalam MNegeri D415 RN MRR NN NHHRNNNNR RYARN UL
4. Pembiayaan Lain Lain D.241.% RN NLRNY NN MR
Py TS el I [ (% e
Jumlah Pembiayaan (D_1+D.IT) < KX, XX % ANNNNANKNNX
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XX XXX XXX.XXX XX XXX XXX.XXX
SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
K/L (C+D)
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b. Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada kelentuan yang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

c. intitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai
berikut:

1) UAKPA BUN TK Pcngelola BMN vang Berasal dari Kontraktor PKP2EB,
dilaksanakan oleh Unit Eselon 2 pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari
Kontraktor PKP2B.

2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN vang Berasal Pertambangan
dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian
ESDM.

3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yvang melaksanakan
penggabungan atas Laporan Keuangan vang berasal dari UAKPA BUN TK
dan/atau UAKKPA vang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak
scbagai unit akuntansi peclaporan barang, namun unit akuntansi terscbut
bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi
Pengelcla Barang BUN (UAKPLEB BUN).

d. Penyvampaian laporan keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B
menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi BMN vang berasal
dari Kontraktor PKP2B, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan
keuangan disusun berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Fkuitas (LPI), Neraca, dan Cal.K.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

1) UAKPA BUN TK Pcngelola BMN vang berasal dari Kontraktor PKP2B
mcnyampaikan Laporan Kcuangan vang terdiri atas LO, LPE, Neraca,
LRA, dan CalLK dengan dilampiri Pernvataan Tanggung Jawab kepada
UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan untuk
kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK
DJKN.
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2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka
UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan
Neraca secara bulanan kepada UARKKPA BUN TK Pengelola BMN yang
berasal dari Pertambangan.

3) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN vang DBerasal dari Pertambangan
menyvusun laporan konsolidasi berdasarkan laporan vang disampaikan
olch UAKPA BUN TK Pengelola BMN yvang Berasal dari Kontraktor PKP2B
dan KKKS, untuk kemudian disampaikan kcpada UAP BUN TK DJKN.

4) Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disusun oleh UAP
BUN TK DJKN dan disampaikan kepada UAKP BUN TK.

5) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 4,
UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan
menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di
atur dalam Peraturan Menteri Kenangan yang mengatur mengenai tata cara

penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

N.3. Aset Eks Pertamina

Aset eks Pertamina merupakan aset merupakan aset-aset yang tidak turut
dijadikan Penvertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT PPertamina
(Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003.

Selanjutnva  berdasarkan  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor
92/IKMK.06 /2008 tentang Penetapan Status Aset Eks. Pertamina Sebagai Barang
Milik Negara, telah ditetapkan Aset Eks. Pertamina yang tidak masuk dalam
Penyertaan Modal Negara pada PT Pertamina, yaitu berupa Sepuluh aset berupa
tanah dan bangunan, Aktiva Kilang LNG vang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT
Badak NGI., serta aset Eks. Kontrak Kerjasama yang dipergunakan oleh PT
Pertamina [LP, sebagai Barang Milik Negara dalam penguasaan Pengelola Barang.

I’edoman penvusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai

berikut:
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Pengklasifikasian

a.

b.

Asel vang belum dilakukan inventarisasi, penilaian, dan penyerahan coleh
PT Pertamina tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan

Aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat. dalam

neraca scbagai aset lainnya.

Perlakuan Akuntansi

da.

Pcngakuan

1) Aset eks Pertamina diakui sebagai Barang Milik Negara pada saat
penetapan status oleh Menteri Keuangan.

2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya
hak atas pendapatan berdasarkan perjanjian pemanfaatan atau
dokumen sumber lain.

3) Beban pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban
atau konsumsi aset berdasarkan penyisihan piutang atau penyusutan.

4) Pendapatan-1.LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di
Kas Negara.

5) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan
persctujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan
penvampaian LK PT. Pertamina Audited vang ditetapkan dalam RUPS
di mana diakui adanva Utang Jangka Pendek Pertamina kepada
Pemerintah.

Pengukuran

1) Aset eks Pertamina diukur berdasarkan hasil penilaian.

2) Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai vang tertuang dalam
dokumen perjanjian/persetujuan pemanfaatan danfatau LK PT.
Pertamina Audited vang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui
adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.

3) Beban diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan penyvisihan
piutang/ penyusutan.

4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada
dokumen penerimaan.

5) Pintang dinkur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam
persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan

penyvampaian LK PI. PPertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS
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di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada

Pemerintah.
Jurnal
Jurnal Pencatatan Aset Eks Pertamina pada buku besar akrual:
Uraian Dr Cr
Asel Laimnya XXX
Ekuitas KXXX

Jurnal Pencatatan Pendapatan-LO dan Piutang pacda buku besar akrual:

Uraian Dr Cr

Piutang KXXX

Pendapatan-LO KXXX

Jurnal Pencatatan Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih dan Penyusutan

pada buku besar akrual:

Uraian Dr Cr
Beban Penyisthan Plutang XXXX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXXX
Beban Penvusutan Aset Eks XXXX
Pertamina
Akumulasi Penyusutan Aset XXXX
Eks Pertamina

Jurnal Pencatatan setoran Pendapatan-LRA

Buku besar kas:

Uraian Dr Cr

Diterima Dari Entitas Lain XXXX

Pendapatan-LO XXXX
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Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain KXXX
Piutang XXXX

d. Penyajian
Pendapatan-LC dan beban disajikan pada Laporan Operasional,
realisasi pendapatan-LRA dan belanja disajikan sebagai realisasi pada
Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen
realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang
telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Piutang dan Aset eks

Pertamina yang disajikan sebagai Aset Lainnya pada Neraca.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiak)}
URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN NXXXX XXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PATAK P 9:0.0.9.¢ )9, 0:9,9:¢
PENDAPATAN HIBAH NXXXX XXHNXX
Jumnlah Pendapatan Operasional XXXXX AKXXX
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai XXXXX )20 6:0:0:4
Beban Persediaan MNEXXX HXXHXX
Beban Jasa P,9:9:0.9.¢ 19, 9:9:9:¢
Beban Pemeliharaan XNXXX HXEHX
Beban Perjalanan Dinas XXRXX P9 6:0:9:4
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat XXXXX KXNXX
Beban Bunga XXXXX XX
Beban Subsidi MNXXX XXX
Beban Hibah D,9.9:9.9.¢ P9, 9:0:0:¢
Beban Bantuan Sosial MNXEX XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi XXEXX P10, 6:6:9.4
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih MNXXXY HXNXXK
Beban Transfer 19.9:9.0:4 AXXRX
Beban Lain-lain MNNXXX KXNXX
Tunlah Beban Operasional Di8:6:9.0:4 HXXAX
Surplus/Defisit dan Kegiatan Operasional MNXXX XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Detisit Pelepasan Aset Non Lancar
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BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode vang, berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X90
Pendapatan Pelepasan Asel Non Lancar KHXXX KX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar XXXXX XXX
Tumlah Swrplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar NHXNX XOODX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari }egiatan Non Operasicnal Lainnya NAXNX XOODN
Beban dan Fegiatan Non Operasional Lainnya XNEXX RO:6:000.¢
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXXXX HXHXX
Jumlah Surplus/Defisit dan Feglatan Non Operasional P80 9:0.¢ XXX
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XXXXX ):0:9:0:9:4
Beban Luar Biasa XXXXX KXHHX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa XNXXX X
SURPLUS/DEFISIT - LO NXXXX XXHNXX
Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas
BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Eluitas
Per 31 Desember 20X1 (Dulam Rupiah)
TRAIAN Catatan 20X1 20X0
EFKUITAS AWAL MNXXX D999,
SURPLUS/DEFISIT — LO XXXX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAITAN KEBIJAKAN XXX XXXNX
AKUNTANSIKESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan NXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi NXX XX
Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL} AXXX XXEX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR ANXXRX AXXEXNX
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Contoh Format Neraca
BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank c2
Kas Lainnya dan Setara Kas c21 30K KOO0 XXX XXX XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Kas dan Bank XX XXX.XXX. XXX XX, XXX.XXX.XXX
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c22 XXX XK. XXX XXX XXX XXX
Piutang Lain-Lain C23 XXX, XXX XXX XXX, XXK. XXX
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang) C2.4 (XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX XXX)
‘ ‘ Jumlah Piutang XX, XXX XXX X XN XXX XXX
Persediaan C.15 XX XK XXX XXX XX XX XXX.XXX
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP C26
Tanah KEK. KKK XXX ):9.9.95.9.9.9.9.9.4
Peralatan dan Mesin KO XKX ):6:9.95.:0.6.8,9.4.4
Gedung dan Bangunan XXXK. XK. KKK XXX XXK. XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan KO XKOOL XXX XXX XXK XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan 16:0.0.9.9.9.9.9.4 h:0:6:40.0-0:45.9.4.:4
‘ ‘ Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c27
Aset Tak Berwujud KEK. KKK XXX ):9.9.95.9.9.9.9.9.4
Aset KKKS ):6.9.95.9.9.9.9:4.4 XXX XXK.XXX
Aset Eks BPPN XXX XK. XXX XXX KXK.XKX
Plutang Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX XXK.XXK
Aset Lain-lain XXX X30E XXX XXX KKK XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXX XXK. XXX XXX XX XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pada Aset Lainnya) C28 (XXX XXX XXX XKX) (XXX XXX XXX XKX)
‘ Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET XX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX
KEWAIJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWATIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XXX XK. XXX KKK KKK XXX
Utang Jangka Panjang DN Lainnya )10:9.95:9:9:9.9.9:4 bi9:9,95:9:9.9.9.9:4
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Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

119.9,99, 9,9, 45,9, 9.9

199,995,990, 45,9, 9.9

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Tumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

(3. 3OO0 XK XKK)

(3033, 3000 XK K. XKK)

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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Contoh Format LRA

LAPDHAN REA
Untuk Talim Yang Beraklur

1

G2

08

BENDAHARA UMUM NEGARA

SARLANTUGARAN

4]

alam

piahi

RATAN CATATAN L ANGGARAN 20 TAHLN
ANGUARAN 20X
REA T KE 154
ATAN BUN DAN HIBAH 1221
1 Penerimaan Perpajakan 1210 NN AL NN NN NLANMLXNN KKK NN XK NLANALXNN L RN
I Ponerimmaan Nop Bukan Payak 13202 NN NN NN NLANNLANNL AN NN NLANNL NN, N
1 Fene MU RN N RN AR KR NRT RALRRRRNN
3 F ak Lennya A RNNLARR SUMLNAR RN Rt REMNAN RN
[ -1 | Peasinaen i 12,2 OUNTLNNL NN | U NNNLNNN NN XXX LN NNN NNY
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A 1+A IT+A D) NN o NN NN % KN
D. BELAMJA BUN 22
- Sali L i 1722 MLNNLNNNLNNY NN AN XN HOANNN L NNN
z Belanja Barang D2212 R RN OOE RN XK KRN KRN XN
3 Belanja Modal D2213 NIOLNNL 0L O MO0EI0N NHNHY RN
13 Belama Lam Lam D218 ML L 200 N NHY NN
-l Stz ke 12aenal MNNNNNLNNY LANNNNN NN NN LANNNNN NNN
Jumlah Belanja BUN {B.1+E 1T} oL o NN, XN % KR OCLNNL NN
-93 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 . XX, XX % XX, XXX XKL XXX
E. PEMBIAYAAN D24
. Py ke Ny [ERE NNSLARN AN SRS AN NN NN SRR ALY
1 Rekening Pemenmtah D24all NN FORN ORI 0% RN MR RN
2. | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan 2412 I LN KK XK 0% NI XK
Pinjaman
3 Privatsas) dan penjualan Aset Program 02413 NN N SOLNL RN peRett MMM
Restrukturisasi
4 Surat Betharga Negara iMeto) D24ld NN NN N Lot MMM R XN
Penerimaan Surat Berharga Negara SO NN HAOCDLANY
Pengeluaran Surat Berharga Negara (3008 K00 XRR 200,300 KR )
3 Pinjaman Dalam Negen D2413% NHHRNNLR NI e RMN NN
o Pembiayaan Lain Lain D2419% NN UL O RN RN NN
Sz L SRR 33 NN (. X0
Jumlah Pembiayaan (D.1+D.11} X o XK 5N % LKL
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XX XXX XXX.XXX XX XXX XXX.XXX
SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
KJL (C+D)
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Aset Eks Pertamina diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yvang digunakan untuk proses akuntansi Aset Eks
Pertamina terdiri atas:
a. Surat lerjanjian;
b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
c¢. Hasil Konfirmasi;

Surat Persetujuan Pemanfaatan Aset;

e. Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain vang
dapat digunakan dalam proses alkuntansi BMN [Idle terdiri atas:
a. Memo Penyesuaian; dan

b, Dokuinen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

5. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk kcperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi scbagai
berikut:

a. UAKPA BUN TIX Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit
Eselon II pada DJKN vang menangani Kekayaan Negara Dipisahkan.

b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan
penggabungan atas Laporan Keuangan vang bherasal dari masing-masing
UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai
unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit
Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang
BUN (UAKPLB-BUN)].

6. Penvampaian laporan keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Asct Eks Pertamina menyusun Laporan

Kcuangan untuk secluruh transaksi asct Eks Pertamina, baik sccara
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semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan

Ovperasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, dan CalK.

Mekanisme penvampaian laporan keuangan sebagai berikut

a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Itks Pertamina menyampaikan lLaporan
Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CalK dengan dilampiri
Pernyvataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal tcrdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA
BUN TK menvampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca
secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.

c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN
menvusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan
disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK

d. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP-BUN TK kemudian UAKP-BUN
Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan

menyampaikan kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di
atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara

penyusunan Laporan Kenangan Konsolidasian BUN.

D.4. BMN Idle

Undang-undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada
Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan
penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan BMN termasuk kewenangan untuk
menctapkan status penggunaan BMN baik yang ada di Pengguna Barang maupun
Pengelola Barang. BMN vang ditetapkan status penggunaannya pada
KementerianfLembaga selaku Pengguna Barang digunakan untuk mendukung
tugas dan fungsi masing-masing.

Sedangkan BMN berupa tanah dan bangunan yvang sudah tidak digunakan
untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan
sebagal BMN Idle olehh Pengelola Barang. BMN vang telah ditetapkan sebagai BMN
Idle tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima

BMN Idle dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang
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kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang bertanggung jawab untuk mengelola
dan menatausahakan BMN Idle tersebut sesuail dengan ketentuan peraturan.
Untuk mengatur mengenai BMN Idle, Menteri Keuangan menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Idignnakan Untuk Menvelenggarakan

Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

1. Pcngklasifikasian
BMN Idle terdiri atas:
a. Kritcria BMN Idle mcliputi BMN vang scdang tidak digunakan dalam
pcenyclenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau
b. BMN vang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan
BMN Idle dapat diakui segera setelah ditetapkan sebagai BMN Idle oleh
Pcngelola Barang dan discrahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang dengan BAST.

b. Pengukuran
BMN Idle dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam hal nilai buku tidak
diketahui maka dapat dilakukan penilaian dan diungkapkan di dalam
Cal.K.

c. Jurnal
Jurnal Penerunaan BMN Idle dari Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Aset Lainnya XXXX

Transter In KXXX
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Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan BMN Idle:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya XXXX
Pendapatan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya XXXX

Pendapatan XXXX

Jurnal Penerimnaan Kas atas Pelepasan /Penjualan BMN Idle:

Buku Besar Kas:

Urailan Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya KXXX

Pendapatan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain KXXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset XXXX
Lainnya
Aset Lainnya XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran

pendapatan dengan nilai buku Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJEKN.

Jurnal Asct yvang tclah ditctapkan menjadi BMN K/L (discrtifikatkan a.n
Pemerintah RI).



2014, No.2050

113
_98 -
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Transfer Ke luar XXX
Aset Lainnya XXXX

Jurnal Aset yvang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n
Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik
perorangan vang sah atau dikelunarkan dari daftar BMN Idle.

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Defisit Pelepasan Aset Lainnya XXXX

Aset Lainnva XXXX

d. Penyajian

1) Aset berupa BMN Idle disajikan sebagai Asel Lainnya pada Neraca.

2) Aset vang tidak diketahui nilainva tidak disajikan pada neraca, namun
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan(Cal.K);

3) Realisasi pendapatan-L.O dan penvesuaian yang dicatat dalam Buku
Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Ncraca.

1) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam Buku Besar Kas

disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode vang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XNXXX XHNXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK NXXNX 2OIXN
PENDAPATAN HIBAH XXNXX XXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional NHXNX OO
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai XAXXX PO 0Y
Beban Persediaan XXXXX XXXXX
Beban Jasa XXXXX XXNXX
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BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OPERASIONAL

Penode vang berakiur 31 Desember 20X1 (Dalam Rupioh)
URAIAN Catatan 20X1 20X90
Beban Permnelibaraan D.9:9:9.0:4 OX
Beban Perjalanan Dinas XXXXX XXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat NHXNX XOODX
Beban Bunga XXXXX XXX
Beban Subsidi NAXNX XXNXN
Beban Hibah XNXXXN XXXXX
Beban Bantuan Sosial MNEXXX XXX
Beban Penyusutan dan Amortisast P80 9:0.¢ XXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih MANXXX OGN
Beban Transfer KXXXX P:9,9:60.9.4
Beban Lain-lain XXXXX KXHHX
Jumlah Beban Operasional XNXXX X
Surplus/Defisit dari Kegiatan Cperasional XXXXX XXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XXXXX HNXXFX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar XXXXX KXNXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar XXHEXX X
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dan Kegiatan Non Operasional Lainnya D.9:0:9.4.¢ P10.9:0:9:4
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya NEXXX HENKX
Jumnlah Surplus/Defisit dari Keglatan Non Operasional Lainnya XXXXX HNXAX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional MXNXXX HXNXX
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XNXXX XXXNXX
Beban Luar Biasa 19.9:9.0.¢ KXXRX
Jumnlah Surplus/Defisit dan Pos Luar Biasa XNXXN NXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO 19.9.9.9:4 KXXRX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

2014, No.2050

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiakh)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT — LO XXXX XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN XXXX XXXX
AKUNTANSIKESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL} XXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR XXXXX KXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X%1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank c2
Kas Lainnya dan Setara Kas c21 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
‘ ‘ Tumlah Kas dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c22 X 3K, KKK XA 3K KK
Piutang Lain-Lain C23 XXX XXX XXX KKK XXX XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C2.4 (XXX XXX XXX) (30330 3000 KKK KKX)
Piutang}
‘ ‘ Jumlah Piutang
Persediaan C2.5
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP cC26
Tanah XXX, XXX XXX XKXR. XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX XXX KKK XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya jio.o. 8.0 %.0.9.4 0. 0. 8. 0.0. 8 004




2014, No.2050

116
- 101 -
Konstruksi Dalam Pengerjaan O XKK XXX K KKK XXX
‘ ‘ Tumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c.2.7
Aset Tak Berwujud XXX, XXX XXX XXX KKK XXX
Aset KKKS KKK XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XKX XXX XKX. XKX
Aset Lain-lain XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX, XXX XXX XXX KKK XXX
Lainnya
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Cc28 (XXX XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX KKK )
Lainnya)
‘ Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAIIBAN
KEWAIIBAN JANGKA PENDEK
‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAIIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Utang Jangka Panjang DN Lainnya R KKK KKK XXX XXX. XXX
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Utang Jangka Panjang DN
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Jumlah Utang Jangka Panjang LN
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIJIBAN
EKUITAS
Ekuitas (33030 XN KKK KKX) (3003 XXX XK KKK )
JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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Contoh Format Laporan Realisast Anggaran

Hara UNLM NEGARA

BENDY

LAPCRAN KEAT

SLANGGARAN

stk Tabun Y Bkl Sampay Dengan 31 Desermber 208
WIATAN AL ANGUARAN 20X TALELN
ANGOARAN
ANOGARAN 2a e
A PENDAPATAN BUN DAN HIBAH 3.2
L NLNNENNNNNY | NN NN NN
i Eukan Fajak NNNTKNN NN | AKX Eeeel XN NN
1 Prepenimaan Somber Dava Alan 32121 NN NN NN NN NN NN XN NN NN NN
are Bukan Pajak Laniye 32123 R0 NN AU REY LRt AU REY
| e | 12203 NNNDOLDDL TN | OO NN NN NS NN NN NN
Juinlah Pendapatan BUT dan Hibalt €A T+AIT+A 11T XX NN XX, NN % XCXRNNXNNNX
B. BELANJA BUN D22
Sseay L [ 22 HNNNENNNNN NNNN NN NN XNRNEL LN NN NN
2 Belanja Barang D212 RN NARKXN XA RN MR XN XA RN MR
3 Belanja Modal 2213 LN AN KNY LR MY RN
8 Belanja Lain Lain D2218 AXX NNR.ANN XN RN XAK 0% % XN RN XAK
I T b e al RS HONNNNNNNR NN NN NN XNRNE NN NN NN
Jumlah Belanja BUN (E.I+B 11} NN NNK CNLNNN KX XX, XX % ANLNK L NNN
' SURPLUS(DEFISIT) ANGGARAN {A-B) D23 LN N NN KK XX, XX % EES S8 468 444
-103 -
D. PEMBIAYAAN D24
12200 SLNNENNNNNN NN UL NN NS LN NN NN
L Rekening Pemerintah D2all 0L NRRL R R XAK oL R XAK
2. | Penetimaan Cictlan Pengembalian Penerusan D2dl12 AR KN OLRNY KHXR% KX RN
Pinjaman
3. Privahsas: dan penjualan Aset Program D24al3 AL ML XRXL DY MRX LN XHK L NNK
Restrukninsast
4. | Surat Berharga Negara (Neto) 24.14 RN NARLKXN AR RN MK 00N AR RN MK
Penerimaan Surat Barhaiga Megara NEN NN MRX XK RN MRK
Pengeluaran Surat Bethatga Megara (R NLRNN) (R RN}
3 Finjaman Dalam Megeri 24138 RN ALK NI KN XK WX NI KN XK
9. Pabiayaan Lan Lain 2419 RNOE R0 KL R0E XKK 2300 R0E XN
i Py Lo W TN [REE foovssen sl [soannansaas] WA [soannansaas]
Jumlal Fembiayaan (D.1+D 11} OO, N 0 OO XN HK, XX % EEE SRR 6o e 04
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAY AAT ANGGARAN- 25 XN AN NN
SLPA {SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
KL (C+D)




2014, No.2050 118

3.

FJI

- 104 -

e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan BMN Idle diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber
Dokumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi BMN Idle
terdiri atas:
f.  Berita Acara Serah Terima,
g. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti
Seloran Lain;
h. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset;, dan/atau
i. Dokumen-dokumen lain terkait;
j- BAR.
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain vang
dapat digunakan dalam proses akuntansi BMN Idle terdiri atas:
¢. Memo Penyesuaian; dan

d. Dokumen-dokumen lain terkait.

Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan vang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai
berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada
DJEKN yang menatausaliaan BMN.

b. UAP BUN Tk DJKN merupakan Unit Akuntansi vang melaksanakan
penggabungan atas Laporan IKeuangan vang berasal dari masing-masing
UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak
sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut
bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola
Barang BUN (UAKPLB-BUN).
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6. Penyampaian laporan keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle menyusun laporan keuangan untuk
seluruh transaksi Pengelolaan BMN Idle, baik secara semesteran maupun
tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA, Neraca, dan

CalK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai herikut

a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle mcnyampaikan Laporan Kcuangan
vang terdiri atas LO, LPE, LRA, Ncraca dan CalK dcngan dilampiri
Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA
BUN TK menyampaikan laporan keuangan vang terdiri LRA dan Neraca
secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.

c¢. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN
menyusun Laporan konsclidasi secara semesteran dan tahunan,
kemudian disampaikan kepada UAKP BUN TK.

d. Berdasarkan Laporan konsolidasi di atas, UAKP BUN TK menyusun
laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara
semesteran dan tahunan.

Jadwal pcnyampaian Laporan Kcuangan mengikuti ketentuan Peraturan

Menteri Keuangan yang mengatur mengani tata cara penyusunan Laporan

Keuangan Konsolidasian BUN.

D.5. Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Sehubungan dengan krisis perbankan yang terjadi pada pertengahan tahun
1997 di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian upaya untuk
mengatasi permasalahan melemahnya nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga
dan rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu
langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan berbagai fasilitas jangka
pendek kepada bank-bank nasional untuk menanggulangi kesulitan likuiditas,
vang sclanjutnva discrbut Bantuan Likuiditas Bank Indoncsia (BLBI).

Bank Indoncsia menvalurkan BLBI kepada bank-bank dalam bentuk/skim
vaitu Saldo Debet, Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Diskonto
II, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK), New Fasilitas
Diskonto, Fasilitas Dana Talangan Valas dan Fasilitas [ana Talangan Rupiah.
Bank-bank penerima BLBI adalah 10 (sepuluh) Bank Beku Operasi (BBQ), 5
(ima) Bank Take Over (BTO), 18 (delapan belas) Bank Beku Kegiatan Usaha
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(BBKU) dan 15 (lima belas) Bank Dalam Likuidasi (BDL). Jumlah BLBI yang
disalurkan adalah Rp144.536.086 jula dengan rincian Rp57.686.947 juta (BBO),
Rp57.639.215 juta (BTQ), Rpl7.320.988 juta (BBKU) dan Rpl11.888.936G juta
(BDL). Dalam perkembangannya, bank-bank penerima BLBI tersebut ditetapkan
dan diserahkan oleh BI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Scsuai  kescpakatan antara Mcenteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indooncsia tcrtanggal 6 Fcbruari 1999, Pemcerintah mengambilalih piutang BLEBI
dan sebagai gantinva Pemerintah menerbitkan dan menyerahkan Surat Utang
Pemerintah (SUP) kepada BI senilai piutang BLBI vang dialihkan kepada
Pemerintah. Pengalihan piutang BLBI dari BI kepada Pemerintah dilakukan
dengan penandatanganan Akta Cessie dihadapan Mudofir Hadi, SH, notaris di
Jakarta, vang dilaksanakan oleh wakil dari Bl dan Ketua BPPN berdasarkan
sural kuasa khusus dari Menteri Keuangan.

Termasuk dalam lingkup aset vang timbul dari pemberian BLBI adalah
piutang pemerintah pada 5 (lima) BD1. yang menerima dana penjaminan dari Unit
Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dengan total dana yang disalurkan
sebesar Rp3.321.283 juta. PPenvaluran dana penjaminan oleh UI’3 dilakukan
sctelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. Bank Dalam Likuidasi (BI2L)
adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiavaan dan/atau
dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanyva vang diikuti

dengan likuidasi banlk.

1. Pengklasifikasian
Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:
a. Piutang Pada Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Piutang pada BDL merupakan saldc piutang pemerintah pusat dalam
bentuk hak tagih kepada seluruh DBank Dalam Likuidasi yang helum
menyelesaikan kewajibannya. Aset dalam bhentuk Piutang pada DBDL
berasal dari pemberian dana talangan, saldo dcbet, dan dana penjaminan.
Piutang pada BDL tcrdiri dari:

1) Piutang pada 15 BDL Dana Talangan; dan
2) Piutang pada 5 BDL Dana Penjaminan (Unit Pelaksana Penjaminan

Pemerintah/UP3).
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b. Aset Eks BPPN

Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998
tanggal 26 Januari 19978 telah membentuk Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN). Pembentukan BPPN kemudian diperkuat
dasar hukumnya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan
Pemcerintah Nomor 17 Tahun 1999 tanggal 27 Fcbruari 1999 tentang
BPPN schagaimana yang tclah bcberapa kali diubah, terakhir dengan PP
Nomor 47 Tahun 2001.

Tugas pokok BPPN berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999 adalah
penyehatan bank yvang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
penyvelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui
Unit Pengelolaan Aset dan pengupayaan pengembalian uang negara vang
telalh tersalur kepada bank-bank melalul penyelesaian Aset Dalam
Restrukturisasi.

Tugas penyehatan bank dilakukan oleh BPPN dengan cara melakukan
rekapitalisasi dan merger 13 (tiga belas) Bank Dalam Penyehatan (BDP)
vang berstatus Bank Take Over (BI'O) dan 7 (tujuh) Bank Umum P’eserta
Rckapitalisasi  (Bank Rckap). Tugas penyelesaian asct bank dan
pengupavakan pengembalian uang negara dilaksanakan dengan
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BDP, mengambilalih
dan menguasai selurnh aset BBO dan BBKU, mengambilalih dan
menguasai kredit macet BDP vang berstatus BTO, melakukan
restrukturisasi aset/kredit cks BDP, menyelesaikan aset
bermasalah/berperkara, penjualan aset (baik aset eks BDP maupun aset
eks Pemegang Saham = BDP), penjualan  (divestasi)  saham
Pemerintah /BPPN pada BTO dan Bank Rekap. Hasil penyelesaian dan
pergualan aset dimaksud disetor ke Kas Negara, untuk mengembalikan
uang negara vang telah disalurkan kepada BDF dan Bank Rekap.

Scsuai dengan PP No. 17 Tahun 1999, BPPN bertugas untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung scjak tanggal 27 Fcbruari 1999 dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan
untuk menjalankan tugasnya. Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN
didasarkan padaKeputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tugas BPFPN. Ketentuan Pasal 6 ayat

(1) Keppres No. 15 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa segala kekayaan
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BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
Pada tahap awal, pengelolaan dilaksanakan oleh Timm Pemberesan BPPN
vang dibentuk untuk jangka waktu O (enam] bulan mempunyai tugas
untuk menyelesaikan sejumlah audit dan pekerjaan administrasi vang
belim selesai. Setelah Tim Pemberesan berakhir, pengelolaan aset-aset
cks BPPN dilakukan cleh Tim Koordinasi vang dibentuk berdasarkan KMK
Nomor 85/KMIK.01/2006. Sclanjutnyva, dcngan masa tugas Tim
Koordinasi berakhir, scsuai dengan KMK Nomor 213 /KME.01/2008 maka
penanganan penyelesaian tugas-tugas Tim Pemberesan BPPN, UP3, dan
Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran BPR ditugaskan
kepada Unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, diatur bahwa
unit teknis vang melaksanakan pengelolaan atas aset eks BPPN adalah
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara.Aset Eks BPPN terdiri dari:

1. Aset kredit ATK, non-ATK, dan PKPS, dan

2. Aset propertif/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), aset inventaris,

asct nostro dan Surat berharga.

Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan badan hukum
vang melanjutkan fungsi pengelolaan aset eks BPPN yang masih ada pada
saat masa tugas BPPN berakhir PT PPA (Persero) dibentuk dengan jangka
waktu 5 (lima) tahun untuk menangani aset berdasarkan Perjanjian
Penyerahkelolaan Aset dari Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Aset vang sudah berstatus tuntas (free and clear) dalam arti tidak
terdapat permasalahan hukum diserahkan ke PT PPA (Persero).
Diharapkan dengan terbentuknva PT PPA maka tingkat recovery
pengembalian  asct cks BPPN  vang discrahkelolakan dapat Icbih
maksimal. Sclain Assct, PT. PPA juga mcngclola Piutang vang berasal dari
penjualan barang-barang milik negara yang dalam pengelolaan FT PPA
namun belum dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga/sudah dilunasi
namun belum disetorkan ke kas negara.Perjanjian Penyerahkelolaan Aset
tersebut berakhir sejalan dengan berakhirnya jangka waktu awal

pembentukan PT FPPA (Perserc) pada tahun 2008. Oleh karena itu, pada
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tanggal 27 Februari 2009 PT PPA (Persero) telah menyerahkan kembali
asel-aset yang diserahkelolakan kepada Menteri Keuangan dengan surat
Direktur Utama PT PPA (Persero) No. S-109/PPA/DU/020S tanggal 27
Februari 2009 dan Berita Acara Serah Terima No. BAST-002/PPA/0209
tanggal 27 Februari 2000.

Pengelolaan aset eks kelolaan FPT PPA (Persero) oleh Menteri
Kcuangan diatur dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
93/PMK.06/2009 tentang Pcengcelolaan Asct cks Kclolaan PT PPA (Perscro)
oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang
Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
oleh Menteri Keuangan.

Asetl-asel  yang  diserahkelolakan oleh Menteri  Keuangan
berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004
kepada PT PPA (Persero) dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2009
dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuanganberupa:

1) Saham Bank;

2) Saham Non Bank;

3) Hak Tagih/Piutang/Aset Kredit;

4) Properti; dan

3) Surat Berharga, Saham dan Kredit

Aset Yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (Persero)

Sebagian dari aset vang telah dikembalikan oleh PT PPA (Persero)
kepada Menteri Keuangan pada tahun 2009 tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan
Asel eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana
telalh diubaly dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.06/2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menter1 Keuangan Nomor
93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan
Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, dapat
diserahkelolakan/diperjanjikan untuk dikelola oleh Pihak Ketiga.
Penyerahkelolaan aset ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang berlaku

selama 1 (satu) tahun anggaran.
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Pengelolaan atas aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA

(Persero)  diatur  dalamm  Peraturan  Menteri  Keuangan — Nowor

92 /PMK.06G/2009 terkait Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT' PPA (Persero)

vang Diserahkelolakan oleh Menteri Keunangan kepada PT PPA (Persero).

Aset-aset yang diserahkan ke PT PPA dapat berupa:

1) Aset Kredit;

2) Surat Berharga; dan
3] Asct Saham Non Bank.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

1)

2)

0)

7)

Piutang pada BDL diakui setelah pengalihan hak tagih dari Bank
Indonesia kepada Menteri Keuangan (cessie) dan pemberian Dana
Penjaminan kepada BDL.

Aset kredit pada Aset Eks BPPN diakui setelah ditandatanganinya
Pernvataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang
Negara (PJPN) dengan nilai sesuai PI3/PJPN dengan dokumen sumber
berupa ’PB atau PJBI;

Asct properti/ BJDA pada Asct Eks BPPN diakui pada saat ditctapkan.
Aset kredit pada Aset Eks Kelolaan PT. PPA (Persero) diakui pada saat
diserahterimakan sebagaimanaBerita Acara Pengembalian Aset dari
PT FPA (Persero) kepada Menteri Keuangan,;

Aset Saham dan surat berharga lain (saham, reksadana, dll) diakui
pada saat diserahterimakan sebagaimana Berita Acara Pengembalian
Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan

Aset kredit pada Aset yvang Diserahkelolakan kepada PT PPA(Persero)
diakui pada saat diserahkan sebagaimana Perjanjian Serah Kelola
Aset antara PT PPA (Persero) dan Menteri Keuangan; dan

Saham dan surat berharga lain (saham, Reksadana, dll.) diakui pada
Asct vang Discrahkclolakan kcpada PI.PPA (Perscro) diakui pada
saat ditctapkan dalam Perjanjian Scrah Kclola Asct antara PT PPA
(Persero) dan Menteri Keuangan;

Penerimaan pembiayvaan atas pelunasan piutang/penjualan aset

diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Negara.
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9) Pendapatan-LO terkait pengelolaan/pemanfaatan Aset vang Timbul
dari Pemberian BLBI diakuil pada saat diakui pada saat timbulnya
hak dan/atau diterima di kas negara.

10)Pendapatan-LRA terkait pengelolaan/pemanfaatan Aset yang Timbul
dari Pemberian BLBI diakui pada saat diterima di kas negara.

Pengukuran

1) Piutang pada BDL disajikan scbesar nilai vang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pclaporan dan disajikan schesar nilai bersih vang
dapat direalisasikan (net realizable value). Piutang pada BDL
disisihkan menurut PMK yvang mengatur Penyvisihan Piutang pada
BDL.

2) Aset eks BPPN diukur sesuai dengan nilai aset wajarface , yaitu aset
kredit yang telah ditandatangani PB/diterbitkan PJPN ditambah Aset
Properti/BJDA dan Aset Inventaris.

3) Aset eks kelolaan PT PPA (Persero) disajikan sesuai nilai wajar, vaitu
nilaiaset kredit ditambah aset properti/BJDA ditambah aset saham
dan surat berharga lain dikurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA);

4) Asel yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero] disajikan sesuai
nilai aset dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara PT PPA (Persero)
dan Menteri Keuangan dikurangi Hasil Pengelolaan Aset (HPA);

5) Penyisihan piutang tak tertagih Aset yang Timbul dari Pemberian
BLBlI mengacu kepada ketentuan vang mengatur mengenai
penyisihan piutang tak tertagih Asct vang Timbul dari Pecmberian
BLBI

6) Penerimaan pembiayaan atas pelunasan piutang/penjualan aset
dinkur sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen setoran.

7) Pendapatan terkait pengelolaan/pemanfaatan Aset yvang Timbul dari
Pemberian BLBI diukur sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen
setoran/memo penvesuaian.

Jurnal

Jurnal Penerimaan Kas terhadap hasil pelunasan piutang/penjualan

Asel vang Timbul dari Pemberian BLBI:
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Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lainnya KXXX
Penerimaan Pembiavaan KXXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lainnya KXXX
Piutang Lain-lain/ Aset Lain- KXXX
lain

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan Aset vang Timbul dari
Pemberian BLBI:

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya HHKX

Pendapatan XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Diterima dari Entitas Lainnya XXXX

Pendapatan XXXX

Jurnal Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak XXXX
Tertagih
Penyisihian Piutang Tak XXXX
Tertagih
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Jurnal Penghapusan Penyisihan Piutang.
Buku Besar Akrual:

2014, No.2050

Uraian Dr Cr
Penyisilian Piutang Tak XXXX
Tertagih
Piutang Lain-lain XXXX

d. Penyvajian

1) Piutang pada BDL, Aset kredit, Aset kredit ATK, non-ATK, PKPS, Hak

Tagih, Piutang Lainnya disajikan pada neraca sebagai Piutang Lain-
lain,

Aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), aset inventaris,
aset nostro, saham, dan surat berharga disajikan pada neraca sebagai
Aset Lain-lain.

Realisasi Penerimaan Pembiayvaan yvang dicatat dalam Buku Besar
Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Realisasi pendapatan-LO, dan penvesuaian vang dicatat dalam Buku
Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam Buku Besar Kas

disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Contoh I'ormat Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periede vang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiuh}
URAIAN Catatan 20X1 2040

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKAN 999,04 KXXXX

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK XXXXX NXXXX

PENTDAPATAN HIBAH NXXNXX XNXXNX

Jumlah Pendapatan Operasional h 900004 WX
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai XXXXX XXXXX

Beban Persediaan NXXNX OGN

Beban Jasa XXX XXXXX

Beban Pemeliharaan NXXNX XXXNXN

Beban Perjalanan Dinas XRXXX XXX




2014, No.2050 128

- 114 -

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OPERASIONAL

DPeriode yang berakdur 31 Desember 20X 1 (Dalam Rupiah}
URAIAN Catatan 20X1 20X90
Beban Barang uniuk Diserahkan kepada Masyarakat D.9:9:9.0:4 OX
Beban Bunga XXXXX XXX
Beban Subsidi NHXNX XOODX
Beban Hibah XXXXX KXHXX
Beban Bantuan Sesial NAXNX XXNXN
Beban Penyusutan dan Amortisasi XNEXX RO:6:000.¢
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXXXX XXX
Beban Transtor KAXXX KXXXX
Beban Lain-lain XXXXX KXXXX
Jumnlah Beban Operasional XXXXX ):0:9:0:9:4
Surplus/Defisit dari Kegiatan Cperasional XXX XXX

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar XXX ):0.6:9:9:4
Beban Pelepasan Aset Non Lancar NEXXX XXX
Jumnlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar XXXXX HNXXFX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dani Kegiatan Non Operasional Lainnya XXHEXX X
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya MONXXX N
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.9:0:9.4.¢ P10.9:0:9:4
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional NEXXX XN
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa MXNXXX HXNXX
Beban Luar Biasa 19:9.9.04 AXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dan Pos Luar Biasa MNXXX XXXNXX
SURPLUS/DEFISIT - LO XXXXX HXXEX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXX HNXX
SURPLUS/DEFISIT - LO HXXXN 9,004
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAK AN XXXX XXX
AKUNTANSIYKESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Asel Tetap X WHX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XX XXX
Tain-lain XXX NXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL}) XXX HXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EFKUITAS XNKEX XAEXX
EKUITAS AKHIR 10,9904 hO:0:0.0.4
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank C2
Kas Lainnya dan Setara Kas c2.1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Kas dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c22 XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Piutang Lain-Lain c23 XXX XXX XXX KKK XXX XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Cc24 (XXX XXX XXX} (X XK KKK KKK
Piutang)
‘ ‘ Tumlah Piutang
Persediaan C25
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP cle
Tanah XXK. KKK KKK KKK KKK KKX
Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX K KKK XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan KKK KKK KEK KKK KKK
Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan KXX. XXX, XXX KKK KKK XXX
‘ ‘ Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c27
Aset Tak Berwujud XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset KKKS je.9.9:0.9:%.0.9.4 EK KKK KKK
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX KKK KKK KKK
Piutang Jangka Panjang XXX KHK. KKK XXX XXX XXX
Aset Lain-lain XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Lainnya
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(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (300X, XXX XKX. XXX ) (30 KK KKK KKK
Lainnya)
‘ Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN

KEWAIIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

(9.9, 95, 9,9.45,9. 9.4

)(9.9.95:9,9. .9, 9.4

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

(9.9, 95, 9,9.45,9. 9.4

)(9.9.95:9,9. .9, 9.4

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

JTumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS

Ekuitas

(XXX XXX XXX XXX)

(XXX XXX XXX XXX)

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

i
BENDAHARA URMUM NFGARA
LAPCH AN E SAELANTUGARAN

Unbuk Tahun ¥ 31 Desenther 2081

2 Der

Padam fupiak)
RATAN CATATAN TARUN ANGGAKAN 0N TAHLN
ANGGARAN

R

REA M
4 TAN BUNDAN HIBAH 1221
erirnaan Perpajakan D211 KK NLNNN NN ALNNNLNNN NN NN ALNNNL NN NN
| Penerimann Negara Bukan Pajak D22 AN NN NN NN NN KRN NNNNLNNL NN
I RN U XXNNT ANNKRN XK |
| | RN AN EXRREY XNN REAN NRRREE SRR
‘ o ‘ s 13 i R T SRR AU NN AN
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A 1+A IT+A D) o8 Y NN v KK, KX %
B. BELAMNJA BUN D2z
) faa Pt Fraes ERRE RTERLANA AN ALANMLAAN AR RN ALAANLAANL KRN
2 Belana Barang 02212 IO NN O HOLNL OO N NHY ML RN
3 Belanja Modal D2215 RN NN UK RNN XXN AN AR RNN XN
Belanya Lam Lamn OO SOLNL MDY LN HY AN MUY
| vt ke il SLNNNLNNL NN UL NN N NMNNT UL NN NN
Jumlah Belanja BUN (B.1+B.IT} LN -y NN NN % XN
- 118 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
. SURFPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 T o XX, KX % LA XCN NN
L. PEMBIAYAAN D24
} Feen Sy ke Mg B NRNAANA AN N XNy NAAALANNLNNY
1 Rekening Pemetintah D24l NOURNY NN RN NDUHRY N XN% pled eviilod
2. | Penerimaan Cialan Pengembalian Penerusan Dz412 HI RN N RN XN XX KK KX XK
Pinjaman
3 Privansass dan penpualan Asat Programn D2413 RN X0 SN XL RN NH XY XN RNY
Restrukturisasi
4 Surat Betharga Negam (MNato) D414 NHARNN AR HHNLGOLHRY R% RN L ANY
Penerimaan Surat Berharga Negara JOUN DL RN RN RNY
Pengeluaran Surat Berharga Negara (2000 X0 4NN} (20, KN NRK )
3 Pinjaman Dalam Negen D2413 X NNNHH SN AOLHRY NLNR% ML NN
9 Pembiayaan Lain Lain D2419 N KN NHK RN DL RN XM NIDLHNY
ez Lo haaem o [N EN N NN NN (A0 ) NNNNTS (AN NN NN
Jumlah Pembiayaan ¢Dn.I+D.11) O 3% 0, 10 % EXNXXNL XX
E. SISA LEBIH (KURANG)PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XX XXK.XXX. XXX XX XXX.XXX. XXX
SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
K/L (C+D)




2014, No.2050 1392

- 119 -

e. Pengungkapan
Iuformasi terkait dengan Asetl Yang Timbul Dari Pemmberian BLBI

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Yang
Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:
a. Akta Cessic;

b. Keputusan Menteri Keuangan,

o

Perjanjian Pengelolaan Aset;

BAST;

e. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara
(BPN)/Bukti Setoran Lain;

[ BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang
dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian
BLBI terdiri atas:

a. Memo Penyvesuaian; dan

b. Dokumen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekomnsiliasi mengacu kepada ketentuan vang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

5. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit
akuntansi sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset vang Timbul dari Pemberian BLEI,
dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada DJKN vang menangani
Pengelolaan Kekayaan Negara. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang
Timbul dari Pemberian BLBI mengelola aset-aset yang timbul dari
pemberian BLBL

b. UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayvaan Negara dilaksanakan oleh Unit
Eselon II pada DJKN yvang menangani menangani Pengelolaan Kekayaan

Negara.
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c. UAP BUN T DJKEN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan
penggabungan atas Laporan Keuangan vang berasal dari masing-masing
UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bhertindak
sebagail unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut

bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi merupakan Unit
Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penvampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TR Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI menyusun

Laporan Kcuangan untuk scluruh transaksi terkait mutasi Asct Yang Timbul

Dari Pemberian BLBI baik sccara scmestcran maupun tahunan. Laporan

kenangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CalLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelcla Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLEI
menyampaikan Laporan Keuangan vang terdiri atas LRA, LO, LPE,
Neraca dan CalK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada
UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, untuk kemudian
dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJEN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka
UAKPA BUN TK DPengelola Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI
menyvampaikan laporan kcuangan vang terdiri LRA dan Ncraca sccara
bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.

c¢. UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara melakukan penggabungan
terhadap LK vang dikirimkan oleh UAKPA BUN TK untuk kemudian
dikirimkan kepada UAP BUN TK DJEKN.

d. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN
menyusun laporan konsolidasi.

e. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan olelh UAP BUN
TK IWJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran dan tahunan.

f.  Berdasarkan laporan konsoclidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN
TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan

kepada UABUN secara semesteran dan tahunan.



2014, No.2050 134

- 121 -

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di
atur dalam Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur mengenai tata cara

penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

D.6. Aset Lain-lain Dalam Pengelolaan DJKN
Aset Lain-lain Dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset pemerintah vang
dikelola oleh DJKN sclaku pengcelola Barang vang tidak termasuk ke dalam
kategori Aset Bekas Milik Asing/Cina, BMN yvang berasal dari Pertambangan, Aset
Eks Pertamina, BMN Idle vang sudah diserahkan ke DJKN, dan Aset yang timbul
dari Pemberian BLEI
1. Pengklasifikasian
Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJEN berasal dari berbagai sumber, yaitu:
a. Barang Gratifikasi;
b, Aset Lain-lain dalam Pengelola Barang, antara lain:
1) Perjanjian lain-lain Internasional a.n. Pemerintah Republik Indonesia;
2) Aset vang berasal dari pembubaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

3) Aset vang berasal dari pembubaran Badan-badan Ad lloc.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan
Aset diakui sebagai Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN setelah
dilakukan serah terima, inventarisasi dan/atau penilaian.

b. Pengukuran
Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan nilai buku
atau hasil penilaian, sedangkan apabila dibeli dalamn mata uang asing
maka hasil penilaiannyva dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan
dinngkapkan dalam Catatan atas Laporan Kenangan (Cal.K).

c. Jurnal
Jurnal Saldo Awal dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual atas
Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN yvang telah dicatat di Neraca
Tahun 2014.

Buku Besar Akrual:



135

-122 -

2014, No.2050

Uraian

Cr

Aset Lainnya

Ekuitas

XXXX

Jurnal Penerimaan Asel Lain-lain dalamm Pengelolaan DJKN dari entitas

lain:

Buku Besar Kas:

Uraian

Aset Lainnya

Transfer In/ Surplus Perolehan
Aset Lainnya

XXXX

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan Aset Lain-lain dalam

Pengelolaan DJKN:
Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lainnya XXXX
Pendapatan KKXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lainnya XX
Pendapatan XXXX

Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasan/Penjualan Aset Lain-lain dalam

Pengelolaan TxJKN:
Buku Besar Kas:

Uraian

Diterima dari Entitas Lainnya

Pendapatan

Buku Besar Akrual:
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Uraian Dr Cr
Diterima dari Entitas Lain XXX
Surplus/Defisit Pelepasan Aset XXXX
Lainnya
Aset Lainnya KXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran

pendapatan dengan nilai buku Aset Lain-laindalam Pengelolaan DJKN.

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n
Pemerintah RI).
Buku Besar Akrual:

Uraian

Transfer Ke luar

Aset Lainnya XXXX

Jurnal Aset yvang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n
Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik
perorangan vang sah atau dikeluarkan dari daftar Aset Lain-lain dalam
Pcngcelolaan DJKN,
Buku Besar Akrual:

Uraian Cr
Defisit Pelepasan Aset Lainnya

Aset Lainnyva KXXX

Penyajian

1) Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN disajikan sebagai aset lain-lain
pada neraca.

2) Realisasi pendapatan-LRA vang dicatat dalam buku besar kas disajikan
sebagal realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

3) Realisasi pendapatan-LO, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku
Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, dan Neraca.
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4) Aset vang tidak diketahui nilainya tidak disajikan dalam neraca,
namun  cukup  diungkapkan dalam < Catatan atas Laporan

Keuangan(Cal.K).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OPERASIONAL

Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URATAN Catatan 20x1 2040
KEGTATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXXXX XXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PATAK NXXNX 2O
PENDAPATAN HIBAH XXXXX NXXNX
Jumnlah Pendapatan Operasional XRXXX OO
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai NXXNX OGN
Beban Persediaan XXX ):9,0.9.9.¢
Beban Jasa NAXXX XXX
Beban Pemeliharaan XXXXX KXXXX
Beban Perjalanan Dinas MXXXX OO
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat XXX §20.6:0:9:4
Beban Bunga NAXXX XXX
Beban Subsidi ,9:9:9.9.4 )9,0.9:9:¢
Beban Hibah XNXNX HXNXX
Beban Bantuan Sosial D9:9:9.9.¢ AXKRX
Beban Penyusutan dan Amortisasi XXXXX HXNXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih KERXX §:0.6:9:9.4
Beban Transfer MK XN
Beban Lain-lain KXRXX 19,6.0:9.4
Jumlah Beban Operasional MNXXX RO 0,004
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional D:9:9:9:0.¢ P10 6:6:9:4
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar MNXXX 0. 0,904
Beban Pelepasan Aset Non Lancar XHXXX HXXAX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar MNXXX NXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dan Kegiatan Non Operasional Lainnya XNXXN XXXXX
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya NANNH HNXHX
Jumlah Surplus/Detisit dart Kegiatan Non Operasional Lainnya XNXXN KKK
Turndah Surplus/Defisit Janl Keglatan Non Operasional NXXNX ANXXX
POS LUAR BIASA
Pendapatan Tuar Blasa NXXNX HNXEX
Beban Luar Biasa XNXXN XXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa NHXXNX OGN
SURPLUS/DEFISIT LO XXXXX NXXNXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA

Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO XXXX XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN XXXX XXXX
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) XXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR EXXXX KXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank c2
Kas Lainnya dan Setara Kas c21 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Kas dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak C22 KKK, KKK KKK KKK, KXK. XK
Piutang Lain-Lain C23 XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C24 (08X XXX XXX) (3EXX . XKK. KKK KKK
Piutang}
‘ ‘ Jumlah Piutang
Persediaan C25
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP C.26
Tanah XXX XXX XXX KKK KKK XXX
Peralatan dan Mesin XXX, XXX XXX jio. 9. 9.0.0..0.9.4
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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Jalan, Irigasi, dan Jaringan XHK KKK XXX XXX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX KKK XXX XXX XXX. XXX
‘ ‘ Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c2.7
Aset Tak Berwujud XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Aset KKKS XXX XXX XXX XXX KKK XXX
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Lain-lain XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Lainnya
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset c28 (300X, XXX, XXX, XXX ) (30X X0 KKK KKK )
Lainnya)
‘ Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN

KEWAIIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non
Perbankan

KX XXX XXX

)99, 9:9.9.95:9. 9.4

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

(9.9, 95, 9,9.45,9. 9.4

)(9.9.95:9,9. .9, 9.4

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS

Ekuitas

(30300 KKK KKK KKK )

(3K KKK KKK KKK )

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPURAN REALISANL ANOGARAN
Untuk Talim Yang Beraklur 1 Desember 20X1
tE3adum fupiaki |
RATAN CATATAN 4 HI ANGGARAN 200 TAHUN |
ANGUARAN 20X
REA T KE 154
4 ATAN BUN DAN HIBAH 1221
i Penerimann Perpajakan D211 N ELANAL NN NNNAL NN NN XNNNY NLNNNL NN NN
i Pen Bukan Payak RIS RN NN NN NLNNNL NN NN KKK NLNNNL NN NN
N oSunber Lay N RENL NN RERMMARARN KRR ANEHRRREN
Megara B HNN NN NN AXNNNE XXX | ANNNME UNN |
| 13278 CRNL AR ALANNANS SRR AANANN NN NN NN ALARNLANNL RN
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A T+A IT+A 1IT) O ANN KRN N NN NN X XY, XN % NHLKNXL XK NN
B. BELANJA BUN Doz
) e Pl Fras 13201 TRALANNAAN AAANANN AN AAAN NN RN
2 Belana Barang D131z NIOLHNL NN o he N ML RN
3 Belanja Modal D2215 R AR 00K XX RO RNN XN
Belama Lam Lan D221E NN RN RAX.X X N NR% AL NHRHLRNN
- o ke aezal 12220 RN ALARALANALANY WK ALARALARAL NN
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II} 00X -y XM EX % KON NN
-128 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN {A-B) D23 3L % W, NE % L L
0. FEMBIAYAAN 24
Senimea Ealen: hwaen 13200 HONEALARNLAAN ALAANANANANY NN BAANNANLNNN
1. Rekening Pemerintah 2411 NAHANNL N HANXRAHRN NR,Xn% HNNLOOLANY
el Penerimaan Clicilan Pengembalian Penerusan D2412 O MK RN KLKNY NNN RXRN% SO KM MRK
Pitijaran
5. | Privatisasi dan penjualan Aset Program D2413 RN MR KN 0K RNX XK RXENTD AR RN KK
Restrukturisasi
4 Surat Betharga Negarm {Nato} NRULRNOC 00 DL 0D N AN LAY
Penerimaan Surat Berharga Negara ORI 06N MK XKK
Pengeluaran Surat Berhaiga Negara {200,200 KK} (X008, KX XKD
3 Finjaman Dalant Negen IR B ) MU0 UL RY 0% N ODRNY
9. | Pembiayaan Lain Lain 12419 R NN UK RNN XA NI RN KR
al 13220 {0 AN A NN [N 00NN NN [ERS Rt wy ]
Jumilah Penibiayaan {D.I+D 11y L0 N L NN KX X NE, XX % AKX NN
E. SISA LEBIH (KURANG)PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 KX XXX XXX XXX XX XXX .XXX.XXX

SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
KL (C+D)
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e. Pengungkapan
Iuformasi terkait dengan Asetl Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber

Dokumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi Aset Lain-

lain dalam Pengelolaan DJKN terdiri atas:

a. Perjanjian,

b. Ketetapan Pimpinan KPK;

c. Berita Acara Serah Terima,

d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti
Setoran Lain;

e. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau

. Dokumen-dokumen lain terkait;

g. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain vang
dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Lain-lain dalam Pengelolaan
DJKN terdiri atas:

a. MemoPenvesuaian; dan

b. Dokumen-dokumen lain terkait.

Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan akuntansi dan pclaporan kcuangan dibentuk unit
akuntansi sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pcngelola Asct Lain-lain dalam Pengelolaan DDWJKN,
dilaksanakan olch Unit Esclon Il pada DJKN vang mcnangani Pengclolaan
Kekayaan Negara.

b. UAKKEPPA BUN TK Pengelolaan Kekayaan Negara, dilaksanakan oleh Unit

Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
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¢. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi vang melaksanakan
penggabungan atas Laporan Keuangan vang berasal dari masing-masing
UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan kenangan seperti di atas juga bertindak
sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebul
bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola
Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyvampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pcngclola Asct Lain-lain dalam Pengclolaan DJKN
mcnyvusun Laporan Kcuangan untuk scluruh transaksi terkait mutasi

Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN baik secara semesteran

maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Neraca, dan CalLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berilkut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN
menyampaikan laporan keuangan vang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca
dan Calk dengan Pernvataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK
Pengelola Kekayvaan Negara, uniuk kemudian dikonsolidasikan  dan
disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA
BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca
secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.

c. Berdasarkan laporan yang disampaikan olehh UAKPA BUN TEK, maka
UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara menyusun laporan
keuangan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJEN secara semesteran
dan tahunan;

d. Berdasarkan laporan vang disampaikan oleh UAKPA BUN TK dan UAKKPA
BUN Pengelolaan Kekayaan Negara maka UAP BUN TK DJKN menyusun
laporan konsolidasi.

e. Laporan konsclidasi disusun secara semesteran dan tahunan

disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK.
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f. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP BUN
TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada
UA-BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan vang di atur
dalam  Peraturan Meunteri Keuanguan yang mengatur mengenai tata cara

penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.
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BAB VI
ARKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENSIUN, BELANJA/BEBAN JAMINAN
LAYANAN KESEHATAN, BELANJA/BEBAN JAMKESMEN, BELANJA/BEBAN
JAMKESTAMA, BELANJA/BEBAN JKK, BELANJA/BEBAN JKM, BELANJA/BEBAN
PROGRAM THT, BELANJA/BEBAN PPN RTGS BI, DAN BELANJA/BEBAN SELISITT HHARGA
BERAS BULOG

A. Definisi
Penjelasan atas masing-masing transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban
Jaminan Layvanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKEK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban
PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog adalah sebagai berikut:
1. Belanja/Beban Pensiun
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi
pegawai dan pejabat di Pemerintahan. Belanja pensiun adalah pos belanja vang
dialokasikan untuk membayar pensiun DPNS Pusat (termasuk e¢ks PNS
Pegadaian dan c¢ks PNS Dcepartemen  Perhubungan pada PT  KAI), Pejabat
Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Poiri vang pensiun sebelum 1 April
1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan
Veteran yang pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero), serta pos belanja vang
dialokasikan untuk membayar pensiunan prajurit TNI, anggota POLRI, dan PNS
Kementerian Pertahanan/POLRI vang pensiun setelah tanggal 1 April 1989, yang
peugelolaannya melalui PT Asabri (Persero).
Pembayaran Belanja Pensiun PNS/TNI/Polri secara bulanan disebabkan karena
pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mampu memberikan iuran secara bulanan
kepada PNS/TNI/Polri pada saat PNS/TNI/Polri masih aktif. Pembayaran belanja
pensiun dilakukan secara bulanan vang terdiri atas:
a. Bclanja Pensiun yang dilaksanakan olch PT. Taspcen (Perscro); dan
b. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero).
2. Belanja/Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan
Merupakan pos belanja vang digunakan untuk menvelenggarakan program jaminan
kesehatan. Jaminan Pelayvanan Kesehatan merupakan kontribusi dana yang
diberikan pemerintah untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai

Negeri Sipil dan Penerimma Pensiun.
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Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan terdiri dari:

a. Turan Asurausi Keschatan untuk dikelola PT ASKES (Persero),
b. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran;
c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentuy,

d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, DBadan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung
Mahkamah Agung; dan

e. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih.

3. Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen)
Merupalkan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi
kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan
terkait.

4. Belanja /Beban Jaminan Kesehatan Utaimna (Jamkestama)

Merupakan pos belanja vang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi

kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK

dan Tlakim MA.

5. Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Mcrupakan pos belanja yang digunakan untuk mcnyelenggarakan kegiatan asuransi

kecelakaan kerja.

6. Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM)

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi

kematian.

7. Belanja/Beban Program THT
Berupa pembayaran Unfunded Past Services Liabities (kewajiban masa lalu untuk
Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi).

8. Belanja/Beban PPN RTGS Bl
Merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas jasa layanan Real Time Gross
Settlement vang diberikan oleh BI kepada pemerintah.

9. Belanja/Bcban Sclisih Harga Beras Bulog
Mcrupakan pcmbayvaran sclisih harga bcras atas pcmbcelian beras yvang dilakukan

oleh pemerintah kepada Bulog.

. Akuntansi dan Pelaporan
Pengeluaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layvanan

Keschatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban
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JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BEI,
dan Belanja/Beban Selisili Harga Beras Bulog dibebankan ke dalaimn Bagian Anggaran
BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya,
pengeluaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan,
Belanja/Beban  Jamkesmen, Delanja/Beban Jamkestama, DBelanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, DBelanja/Beban Program TIIT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan
Belanja/Bcehan Sclisih Harga Beras Bulog dilaksanakan olch Unit Esclon 1l pada Ditjen
Perbendaharaan vang mcnangani pengelolaan Belanja/Bcban Pensiun, Belanja/Bcban
Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban
PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog. Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan

akuntansi yang terkait dengan jenis pengeluaran tersebut.

Pclaporan dilakukan sccara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola
Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban
Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih
Harga Beras Bulog. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang
ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian
disampatkan kepada UAP BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban
Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban
PPN RTGS BI; Belanja/DBeban Selisih Iarga Beras Bulog serta Pengelola Pendapatan dan
Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara; dan Utang PFK Pegawai untuk
dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanva bertugas menggabungkan laporan dari
UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur

Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawal:
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STRUKTUR PELAPORAN:
UAKP BUN TK
r
UAP BUN TK DJPBN

A

UAKPA BUN TK Pengelola UAKPA BUN TK

BelanjafBeban Pensiun, Jaminan
Layanan Kesehatan, Jamkesmen,
Jamkestama, JKK, JKM, Program
THT, PPN RTGS BI, dan Selisih
Harga Beras Bulog

Pengelola Pendapatan dan
Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara

1. Basis Akuntansi

UAKPA BUN TK Pengelola Utang
PFK Pegawai

Basis akuntansi vang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan,
Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI,
dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras DBulog adalah akrual sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran I1 PP 71/2010 tentang SAP.

. Akuntansi Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan
Kesehatan, Belanja /Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan
Belanja/Beban  Pensiun, Belanja/Beban  Jaminan  Layanan  Kesehatan,
Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI,
dan  Belanja/Beban  Selisih Harga Beras Bulog merupakan  teknik
pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Belanja/Beban yang

Dikelola Oleh DJPBN yang dilakukan oleh Pemerintah.
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Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi
alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja  terdiri dari appropriasi vang

dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).

a. Pengakuan
Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan
Kesehatan, DRelanja/Beban  Jamkesmen, DBelanja/DBeban  Jamkestama,
Belanja/Beban JKIK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban [I’rogram THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog
dialkui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat
UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada saat diterbitkan

DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan
Kesehatan, Belanja/Beban  Jamkesmen, Belanja/Beban  Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS Bl, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog
vang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diunkur berdasarkan
jumlah yang terdapat dalam APDN, sedangkan allctment diukur berdasarkan

jumlah vang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Uraian Dr Cr

Allotment Belanja XXXXXX XXX

d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan Dbelanja baik berupa appropriasi maupun
allotment, disajikan sebagai alokasi dana vang tersedia pada Laporan Realisasi

Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yvang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi alas Transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan

Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
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Belanja/Beban JKEK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS EI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog

a. Pengakuan

1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP danj/atau pada saat
dilakukan penyesuaian dan/atau dilakukan penyisthan piutang tak tertagih.

2) Pendapatan-L.O diakui pada saat kas diterima di Kas Negara atau pada saat
hak timbul dengan dilakukannya penvesuaian pada tanggal pelaporan.

3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum
Negara melalui SPM dan SP2D.

4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.

5) Pengembalian belanja yvang terjadi pada periode pengeluaran belanja
dibukukan sebagai pengurang belanja periode berjalan pada buku besar kas
dan pengurang beban periode berjalan pada buku besar akrual, sedangkan
pengembalian  belanja yang diterina setelah periode belanja  dibukukan
sebagai pendapatan laimn-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual
dan diakui pada saat kas masuk ke kas negara.

0) Pengembalian pendapatan-1.0O pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada pericde sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi
dan diakui pada saat surat tagihan/permintaan pembayaran.

7) Pengembalian pendapatan-LRA pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi
dan diakui pada saat kas keluar dari kas negara.

8) Piutang diakui pada saat adanva saldo uang pensiun pada tanggal pelaporan.
Pengakunan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada
Peraturan Menteri Kenangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan ’enyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara
Umum Ncgara.

9) Utang diakui pada saat timbulnya surat penetapan utang dari Menteri
Keuangan atau pada saat ditandatanganinya BAR.

10) Aset Lainnyva diakui pada saat adanva saldo iuran dana pensiun yang

dikelola oleh PT Taspen.



2014, No.2050

150

- 138 -

b. Pengukuran

C.

1) Beban diukur berdasarkan mnilai nominal vang terlera pada Surat
Tagihan/SPP dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

2) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan yang
tertuang dalam DBAR atau nilai nominal vang tertera pada rekapitulasi
dokumen setoran.

3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera dalam dokumen
pengeluaran (SPM, SP2D).

4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera pada
rekapitulasi dokumen setoran.

5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera dalam
dokumen sumber penerimaan kas.

0) Pengembalian pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran
Dukungan Kelavakan Proyek Kerjasama diukur berdasarkan nilai nominal
vang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

7) Pengembalian pendapatan-1.RA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera
dalam dokumen sumber pengeluaran.

8) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR.
Pengukuran untuk FPcnyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada
Peraturan Menteri Keunangan vang mengatur tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyvisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara
Umum Negara.

9) Utang diukur Dberdasarkan nilai nominal yvang tercantum pada surat
penetapan utang dari Menteri Keuangan atau sebesar nilai nominal yang
tertera pada tagihan dan/atan BAR.

10) Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang disepakati antara KPA

dengan PT Taspen atau dokumen lain yang dipersamakan.

Jurnal
JURNAL BEBAN:
Buku Besar Akrual;
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Uraian Dr Cr
Beban XXXX
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXXX
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar HXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain KXXX
JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:
Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:
Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-LO XXXX
Pada saat dilakukan setoran ke kas negara
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain AKX
Piutang Pendapatan XXX
Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LC XHXX
JURNAL REALISASI BELANJA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
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Belanja XXXX

Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:
Buku Besar Kkas:

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain KXXX
Pendapatan-LRA KAXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:

Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr

Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXX

Beban KXKXK

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr

Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXX

Belanja XXXX

Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrual;

Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXX

Buku Besar Kas:

Uraian Dr Cr
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Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:
Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXX
Diternna Dart Entitas Laim KXKXK
JURNAL PIUTANG
Uraian Dr Cr
Pintang Pendapatan XXXX
Pendapatan XXXX
JURNAL UTANG
Uraian Dr Cr
Beban XXXX
Belanja Yang Masih Harus Dibayar XXXX

JURNAL PENUTUP
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Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LO XXXX
Beban XXXX
Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LRA 9.0, 0.4
Belauja HXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LO KXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Surplus/Defisit LRA KXXX

d. Penyajian

Anggaran pcndapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun
allotment, disajikan schagai alokasi dana vang tcrscdia pada Laporan Rcalisasi
Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yvang disahkan.

Realisasi pendapatan-1.O, beban, dan penvesuaian vang dicatat dalam
Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran
(SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk
pendapatan) dan dokunen penyesuaian pendapatan /beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan
pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen
realisasi anggaran (SPM/SPZD untuk belanja serta SSBP vang telah
mendapatkan NTPN untuk pendapatan).
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Contoh Format Laporan Operasional

2014, No.2050

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 Dalam Rupinh)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN XXXXX XXNXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ,9:9:9.9.4 P9, 9:0:9:¢
PENDAPATAN HIBAH MNXXX XXNXX
Tumlah Pendapatan Operasional D19:6:9:6.¢ X
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai XXEXX DL0.0:0:9.4
Beban Persediaan XNXXX XXXXX
Beban Jasa D,19.9:9.9.¢ Pr9,9:0:9: ¢
Beban Pemeliharaan XNXXX XXXNXX
Beban Perjalanan Dinas NEAXXX XXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat XNXXX XXXXX
Beban Bunga NXXNX HNXXX
Beban Subsidi MNXXN KXXXX
Beban Hibah KEXXX KXXXX
Beban Bantuan Sosial XXXXXN MNMXNXX
Beban Penyusufan dan Amortisasi D 9:0:9.0:¢ OOX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXXXX XXX
Beban Transfer NN OO
Beban Lain-lain XXXXX hG:9:0.0:¢
JTumlah Beban Operasional NXXNX OGN
Surplus/Defisit dann Kegiatan Operasional XXXXX NEXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar NXXNX RO, 0"
Beban Pelepasan Aset Non Lancar XXXXX X
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar XXXNX AXHXN
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari }egiatan Non Operasional Lainnya AKX 200
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya XXX ):0.6:4:9:4
Jumlah Swplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya NEXXX XXX
Jumnlah Surplus/Defisit dan Feglatan Non Operasional XXXXX XXX
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa XXXXX X
Beban Luar Biasa NXXXX KXNXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa D.9:0:9.0.¢ IOBX
SURPLUS/DEFISIT - LO XNXXX XXNXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA

Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0

EKUITAS AWAL XXXX XXX
SURPLUS/DEFISIT — LO XXXX XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN XXXX XXXX
AKUNTANSIKESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX

Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX

Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) XXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR ):9.4:0.0.¢ KXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X1

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank C.2
Kas Lainnya dan Setara Kas cz21 XXX, XXX, XXX XXX, XXX XXX
‘ ‘ Jumlah Kas dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak Cc22 XEX. KKK KKK KX, XK. XKX
Piutang Lain-Lain C23 X 3K, KKK XA 3K KK
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C24 (XXX XXX XXX} (XXX XXX XXX XXX)
Piutang)
‘ ‘ Tumlah Piutang
Persediaan C25
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP C26
Tanah XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XXX XEX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya KKK XXX XXX XXX XXX XXX
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Konstruksi Dalam Pengerjaan O XKK XXX K KKK XXX
‘ ‘ Tumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA C2.7
Aset Tak Berwujud XXX, XXX XXX XXX KKK XXX
Aset KKKS KKK XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Eks BPPN XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Lain-lain XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Lainnya
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset c28 (XXX XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX KKK )
Lainnya)

Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAIIBAN

KEWAIIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negen

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

)19:9,:45.9.9,65.9.9.4

p,9:9,95:9.9.95.9:9:4

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

(9.9, 95, 9,9.45,9. 9.4

)(9.9.95:9,9. .9, 9.4

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIIBAN

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas

(33030 XN KKK KKX)

(X XK KKK KKK

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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Contoh Format LEA

Untuk Tahun ¥

RATAN

Ao PENRAPATAN BUN RAN HIBAR

it Perpaakan

# Bukan Pagak

saan Megara Bukan Pajak Lamaya

BENDAHARA TR
LAPDRAN KL

158

e [er

CATATAN
1.2
IR
nziz

MONFGARA

ISAELANCGOARAN

Desemiber

TAHUN ANGGAKAN

NOENMLNNNLANN

NONNALENNLANN

LN

RN NANRNN

REA

NLNNNLNNNLNNY
ALENNONNNLNNY
UL 0L NN

KON KRN MEX

NN ANy

RN XN

ReN ]

Jonr Suprak)

TAHUN

GARAN 20X0D

LIS

NONNNLNNNLNNE
NONNALANNLNNE
HCELAIOLNNY

NN RN NNN

WALAAN

AAARN

AANAANL AN LN

AR

MAARLAAN NN

Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A II+A.IIT)

X, WX %

poo.d

NN KK

B BELANIA BUN

@ il P Rk CREALANN AR ALANMANLLANY Wy ALANALANLL NN
2 Belanja Barang D221z NN R Pt v he ey MMM NN
3 Belanja Modal D2213 RN NARKRXN XK KRAN MK RXENTD AR NN XK
8 Belama Lain Lai NOOLRNOC 00 SN NODLRRY ot AN NILANY
ot ke Lasmal NN L LN NNy UL NN
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.IT} oL o NN NN % N LN
- 146 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 o o | omnomit | N KKKOCOLON
I PEMBIAYAAN D24
) Sl A alann e RN WONNALALNANN AAMMLANNANY NNy AOARALANEL VNN
1 Relening Pemenintah Dzdll RN AN NHOLRARY hemeer) NN NHERANY
2. | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Dzal2 R NN R R R fe &S] K RXX KK
Pinjaman
3 Privatsast dan penpualan Aset Program D241z MO P e he i eir) RN KRLANK
Restruktunsasi
4 Surar Betharga Negam (Neto} N AN AN NN hoaleth) RN
Penerimaan Surat Berharga Negara NN MDY
Pengeluaran Surat Berharga Negara {0, N0 XK ) (3006, X000 XNK )
Bl Punjaman Dalam Negen D241y MHRRNLO LML heerr) RN NODRRNY
9. | Pembiayaan Lain Lain Dn2ale MO N DL RN KRLANY
T boar hepen ot (8 NNNL NN NN 3 RN NN NENNNYY (3NN
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.11} N o x5, xx % XL OCOL NN

E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-
SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANIA
KJ/L (C+D)

D.2.5

XX.XXX.XXX. XXX

XX.XXX.XXX. XXX
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja /Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog

dinngkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi
Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan,
Belanja/Beban Jamkesmen, BelanjafBeban Jamkestama, Belanja/Beban JKK,
Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS EI,
dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog terdiri atas:

a. DIPA;

b. DIPA Revisi;

c.  Suratl Tagihan /SPP;

d. SPM;

e. SP2D;

f.  Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero)
dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun,

g. Laporan Saldo Uang Pcnsiun vang dibuatolch PT TASPEN (Persecro) dan PT Asabri
(Persero) atas saldo dana pensiun vang belum diambildan/atau belum
dibayarkan kepada penerima pensiun,

h. Rekapitulasi Dokumen Setoran; dan

i. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain vang dapat
digunakan  dalamm  proses akuntansi  transaksi  Belanja/Beban  Pensiuun,
Belanja/Beban Jaminan Lavanan Kesehatan, Belanja/Beban  Jamkesinen,
Belanja/Beban  Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban  JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban
Selisih Harga Beras Bulog terdiri atas:

a. Memo IP’envesuaian; dan

b. Dokumen-dokumen lain terkait.
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5. Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai

rekonsiliasi.

G. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola DBelanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog
dilaksanakan oleh Unit Eselon Il pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
menangani Pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan
Lavanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja /Beban Selisih Harga Beras Bulog;

L. UAP BUN Tk DJPBN dilaksanakan oleh Unit Eselon IT pada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan.

Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi Pembantu KFPA
vang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya

terkait akuntansi dan pelaporan atas belanja pensiun di tingkat KPPN.

7. Penvampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pcngelola Belanja/Bceban Pensiun, Belanja/Bceban Jaminan
Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog
menvusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayvaran Belanja/Beban
Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Lavanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen,
Belanja/Beban  Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM,
Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban
Selisih Harga Beras Bulog, bailk secara semesteran maupun tahunan. Laporan

keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan

Layvanan Keschatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,
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Belanja/Beban JKEK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog
menyampaikan Laporan Keuangan vang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan
CalK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK
DJPBN.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN
TK Pengelola Bclanja/Beban Pensiun, Belanja/Bceban Jaminan Lavanan
Keschatan, Belanja/Bchan — Jamkesmecen, Belanja/Beban Jamkestama,
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog
menyampaikan laporan keuangan vang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan
kepada UAP BUN TK DJFPEN.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPBN menyusun laporan
konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK
DJPBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan

dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKF BUN
Transaksi FKhusus menyusun laporan keuangan  konsolidasian dan
menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan

dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernvataan Telah Direviu.

Jadwal penyvampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur mengenai tata cara penyusunan

Laporan Kcuangan Konsolidasian BUN.
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BAB VII
AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN DALAM RANGKA
PENGELOLAAN KAS NEGARA

A. Jenis-Jenis
Transaksi Pendapatan dan DBelanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas
Negara antara lain:
a. Pendapatan berupa sclisih Icbih dalam pcengelelaan kclcbihan/kckurangan kas
meliputi:
1. Pendapatan bunga/jasa giro dan/atau bagi hasil atas penempatan di Bank
Sentral dan/atau Bank Umum,
2. Capital gain dan coupon atas transaksi penjualan dan/atau pembelian SBN;
dan
3. Pendapatan bunga atlas transaksi Reverse Repo.
b. Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN;
c. Pendapatan lainnya dalam  Pengelolaan Kas  Negara antara lain
Pendapatan/Remunerasi Treasury Notional Pooling
d. DBelanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan
kas meliputi :
1. Capital loss atas transaksi penjualan SBN
2. Belanja/beban bunga atas transaksi Repo
e. Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN;

dan

f. Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan
kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalaim Pengelolaan Rekening Milik BUN,
Pendapatan lainmya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih
kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs
Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi
Pengelolaan Kas Negara dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan
Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, ’endapatan berupa
selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs
Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnva dalam

Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan
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kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam
Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas
Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Diten Perbendaharaan yang
menangani Pengelolaan Kas Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang

terkait dengan jenis pendapatan dan pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola
Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara. UAKPA BUN
TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi vang ada berdasarkan dokumen
sumber vang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada
UAP BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan
Kesehatan, Belanja/Beban Belanja/Beban
Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT,
Belanja/Beban PPN RTGS BI; Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog serta

Jamkesmen, Jamkestama,

Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara,
dan Utang PFK Pegawai yang dilaksanakan oleh DJPBN untuk dilakukan
penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA
BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan

disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJPBN

UAKPA BUN TK

UAKPA BUN TK Pengelola
Belanjaj/Beban Pensiun, Jaminan
Layanan Kesehatan, Jamkesmen,
Jamkestama, JKK, JKM, Program

THT, PPN RTGS BI, dan Selisih
Harga Beras Bulog

Pengelola Pendapatan dan
Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara

UAKPA BUN TK Pengelola Utang
PFK Pegawai
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Basis Akuntansi

Basis akuutansi yang digunakan dalam penyvusunan laporan keuangan
transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara
adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang
SAP.

Akuntansi Anggaran Pendapatan dan Belanja/Bcban Dalam Rangka Pengclolaan
Kas Ncgara

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan
dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara merupakan teknik
pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pendapatan dan
Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara vang dilakukan oleh
Pemerintah.

Anggaran pendapatan melipuli estimasi pendapatan vang dijabarkan
menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi

vang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).

a. Pengakuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan
Kas Negaradiakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan
pada tingkat UAKPA diakuil menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment)
pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran
Anggaran Pendapatan dan Belanja/Deban Dalam Rangka Pengelolaan
Kas Negara vang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi
diukur berdasarkan jumlah vang terdapat dalam APBN, scdangkan allotment

diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Uraian Dr Cr
Allotment Belanja XXXXXX XXXX
Estimasi Pendapatan Bukan XXXX
Pajak Yang Dialckasikan
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d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun
allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan
Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran vyang

disahkan.

3. Akuntansi Rcalisasi atas transaksi Pendapatan dan Belanja/Bcban Dalam
Rangka Pcngclolaan Kas Negara
a. Pengakuan

1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau pada saat
timbulnva kewajiban dari hasil perhitungan/konversi/penjabaran nilai
valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat dilakukan penyisihan
piutang tak tertagih.

2) Pendapatan-LO diakui pada saal kas diteriima di Kas Negara danjatau
pada  saat  timbulnva  hak  atas  pendapatan  dari  hasil
perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah
dan/atau pada saat timbulnya hak berdasarkan BAR.

3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas
Umum Negara melalui SPM dan SP21.

4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.

5) Pengembalian belanja vang terjadi pada periode pengeluaran belanja
dibukukan sebagai pengurang belanja periode berjalan pada buku besar
kas dan pengurang beban periode berjalan pada buku besar akrual,
sedangkan pengembalian belanja vang diterima setelah periode belanja
dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan bukn
besar akrual dan diakul pada saat kas masuk ke kas negara.

0) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan
pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode
schelumnya, dibukukan scbagai pengurang ckuitas pada periode
ditcmukannya korcksi.

7) Piutang diakui pada saat timbulnyva hak atas pendapatan berdasarkan
hasil perhitungan vang dituangkan dalam BAR.

8) Pengakuan untuk Penvisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada

Peraturan Menteri Keuangan yvang mengatur tentang Penentuan Kualitas
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Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Bendahara Umum Negara.
Utang diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau pada saat

timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yvang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

1)

Beban diukur berdasarkan nilai nonmunal vang tertera pada Surat

Tagihan/SIPP/ADK  Memo  Perhitungan/hasil perhitungan sesuai

peraturan/BAR dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak
tertagih.

Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada
Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur tentang Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Bendahara Umum Negara.

Pendapatan-LO  diukur sebesar nilai nomimal dari hasil perhitungan
sesual kontrak atau BAR atau dokunen lain yang dipersamakan.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera dalam dokumen
pengeluaran (SPM dan SP2D).

Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera pada
dokumen penerimaan.

Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera
dalam dokumen sumber penerimaan kas.

Pengembalian pendapatan dinkur berdasarkan nilai nominal vang tertera
dalam dokumen sumber pengeluaran.

Piutang diukur berdasarkan nilai nominal vang tertera pada BAR.

Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada BAR.

¢, Jurnal
JURNAL BEBAN:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Beban HXXX
Belanja Yang Masith Harus XXXX
Dibayar
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Buku Besar Akrual:

2014, No

.2050

Uraian Dr Cr
Belanja Yang Masih Harus XXX
Dibayar
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXX
JURNAL PENDAPATAN-LO:
Buku Besar Akrual:
Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:
Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXXX
Pendapatan-LO XXXX
Pada saat dilakukan sctoran ke kas ncgara
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Piutang Pendapatan KAXX
Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain KXXX
Pendapatan-LO XXXX
JURNAL REALISASI BELANJA:
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Belanja XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
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JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

168

Uraian Dr Cr
Diterima Darl Entitas Lain XXXX
Pendapatan-LRA KXKK
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:
Bulku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Beban KXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX
Belanja XXXX
Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Pendapatan Lain-Lain KKK
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Diterima Dari Entitas Lain HAHXX
Pendapatan Lain-Lain XXXX
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JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:

Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrual:

2014, No

.2050

Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
Buku Besar Kas:
Uraian Dr Cr
Pendapatan XXXX
Diterima Dari Entitas Lain XXXX
JURNAL PIUTANG
Uraian Dr Cr
Piutang Pendapatan XXX
Pendapatan XXX
JURNAL UTANG
Uraian Dr Cr
Beban XXX
Belanja Yang Masih  Harus XXXX
Dibayar
JURNAL PENUTUP
Uraian Dr Cr
Surplus /Defisit LO XXXX

Beban
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Uraian Dr Cr
Surplus/Defisit LRA XXXX
Belanja XXXX
Uraian Dr Cr
Pendapatan 9.0, 0.4
Surplus/Delisit LO HXXX
Uraian Dr Cr
Pendapaltan XXXX
Surplus/Defisit LRA KXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun
allotment, disajikan scbhagai alokasi dana vang terscdia pada Laporan Rcalisasi
Anggaran dengan besaran scsuai dokumen anggaran vang disahkan.

Realisasi pendapatan-L.O, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam
Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi
anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP vang telah mendapatkan
NTPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalain Buku Besar Kas
disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan
dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP vang telah
mendapatkan NTPN untuk pendapatan.

Contoh Format Laporan Opcrasional

BENDAHARA UMUM NEGARA

LAPORAN OPERASIONAL

Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiak)

URAIAN Catatan 20X1 20X0

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKAN MXNXXX XXNXX
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BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiak)
URAIAN Catatan 20X1 20X90

PENTXAPATAN NEGARA BUKAN PATJAK NN KX

PENDAPATAN HIBAH XXXXX XXXXX

Tumlah Pendapatan OQperasional NHXNX XOODX
BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawal NXXNX ANHXN

Beban Persediaan XNXXXN XXXXX

Beban Jasa XXXXX XXX

Beban Pemecliharaan KAXXX KXXXX

Beban Perjalanan Dinas MANXXX OGN

Beban Barang untuk Discrahkan kepada Masyarakat XXXXX ):0:9:0:9:4

Beban Bunga XXXXX XXX

Beban Subsidi XXXXX )9, 0:0:0:¢

Beban Hibah XXXXX XXX

Beban Bantuan Sosial XXXXX ):9,9.9.0.4

Beban Penyusutan dan Ameortisast NEXXX XXX

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih XXXXX HNXXFX

Beban Transfer XXXXX KXNXX

Beban Lain-lain XXXXX HXHRX

Jumlah Beban Operasional MONXXX N

Swrplus/Defisit dari Kegiatan Operasional D.9:0:9.4.¢ P10.9:0:9:4
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar MXNXXX HXNXX

Beban Pelepasan Aset Non Lancar DL:6:9:0.¢ HNXHX

Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar MNXXX XXXNXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dan Kegiatan Non Operasional Lainnya XNXXN NXXXX

Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya D.9:0:9.0:¢ X

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XNXXX XXNXX

Turnlah Swplus/Defisit dal Keglatan Non Operasional XXXXX ANXEX
POS LUAR BIASA

Pendapatan Tuar Biasa NXXXXX INXX

Beban Luar Biasa MNXXN R 0:6:4.0.4

Turnlah Swplus/Defisit darl Pos Luar Biasa D19:6:9.0.¢ HNXAX
SURPLUS/DEFISIT LO XXXXX XXXXX
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA

Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0

EKUITAS AWAL XXXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT — LO XXXX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN XXXX XXXX
AKUNTANSIKESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX

Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX

Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL}) XXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR KXXXX KXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank Cc.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c21 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
|| Jumleh Kes dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c22 3T 30U, KKK 3T 300K KKK
Piutang Lain-Lain c23 XXX XXX XKX XXX XKX. XKX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.24 (XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX XXX
Piutang}
‘ ‘ Jumlah Piutang
Persediaan Cc2s
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP Cc26
Tanah KKK KKK XXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya KKK XXX XXX pi0:9.:9.9,0. 9 0,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA c2.7
Aset Tak Berwujud XXX KKK XXX XXX XXX. XXX
Aset KKKS je.9.9:0.9:%.0.9.4 EK KKK KKK
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Aset Lain-lain XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Lainnya
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset .28 (300X, XXX, XXX, XXX ) (3330 3000 KKK KKX)
Lainnya}

Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAIIBAN

KEWAIIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

KX XXX XXX

)99, 9:9.9.95:9. 9.4

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

)19:9,:45.9.9,65.9.9.4

p,9:9,95:9.9.95.9:9:4

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

(9.9, 95, 9,9.45,9. 9.4

)(9.9.95:9,9. .9, 9.4

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas

(33X KKK KKK KKK )

(3K KKK KKK KKK )

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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Contoh Format LRA

LA
Untk Talun

LAl

TRATAN

TANBLUN

1 o

neritnann Ferpa akan D

# Bukan Paak (B

g Beraklur

IR T RN | L2

162

NREALISAR

Al

VTATAN

174

NDAFIARA TIRUM NEGARA

FANDUARAN

131 Deseniber

TAHUN

ANGUARAN

NONKALRANL AN
NONNNLNANLNNN
KRN NN

NN ONNK ANY

20x1

ANGOARAN 20X

NN

NONNNLNNNL NN

SOULAROURRY

NXN NEX NNN

AXXXa

RENK

NEARTS

NLNNNLNNNL NN

RENARCURNY

EER TEEAAN AN AN AR ARAANN NN R SOANN AR
CHLANNLNNN CHLNNRLNNNLY KE, BX % Lo 00 4
Dz
el e 13221 NOURALAAL AN AOAAAANN ANY ANNALAANL NN
2 Eelama Barang D221z AN O SN DL RN SN HNY
3 Belanja Modal D223 ROL AN L XOUR 000 0L X0
8 Belama Lan Lam D228 MHLRNL NN RN KDL AN L RNY
- wr ke ezl 12.2.22 NNALAAN AN SOARNANN LAY SUARALARALNNY
Jumlah Belarja BUN (B I+B.11} ox i oXoEE % XXX OOLANN
- 163 -
URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN
ANGGARAN 20X0
ANGGARAN REALISASI % REALISASI
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D23 X XX, XX % XX XXX XXX XXX
D FEMBIAYAAN Dz4
) Pt ke e [ HONRALAR NS ALARMARS ANY NN SOARALNRY
1 Rekening Pemenmrah Dz4dll MR RO FORN ORI MY HRNCHREY
2. | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan 2412 AN AR KK XK REEX IR K
Pinjaman
3 Frivatsast dan penjualan Aset Progrant RN 00 XL XA I X N XA ANY
Restrukturisasi
4 Surar Betharga Negara {MNeto) D2dld IO RNN 0D PR e Bl NR N IO N K
Penerimaan Surat Berharga Negara SO NN XA
Pengeluaran Surat Berharga Negara (3000 K0 XRR (2R, 500 XAK )
3 Pinjaman Dalan Negen D2dls ML NN N X% pRidei S bad
o Pembiayaan Lain Lain Dz24l9 NN XX RN RN
. ST L hrpe B
Jumlah Pembiayaan {D.I+D.11} 0. N NN NN
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- D25 XX XXX.XXX.XXX XX XXX XXX.XXX
SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA
K/L (C+D)
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e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam
Rangka Pengelolaan Kas Negara diungkapkan secara memadai dalam Catalan

atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yvang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi
khusus Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara
antara lain:

a. Nota Kredit;

g

. Nota Debet;
. ADK Rekening Koran,
. ADK Memo Perhitungan,

o0

2

. Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs;
BAR,

g. DIPA;

h. DIPA Revisi;

1. Resume Tagihan/SPP,

j- SPM dan ADK SPM;

k. SP2D; dan

1. Deal Ticket.

=

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain vang dapat
digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pendapatan dan
Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara antara lain:

a. Memo Penyesuaian;
b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
¢. Sural Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); dan

d. Dokumen-dokuman lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan vang mengatur mengenai

rekonsiliasi.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pclaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berilaut:
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UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan olehh Unit Eselon 11 pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Kas Negara.

UAP BUN TK DJPBN dilaksanakan oleh Unit Eselon 11 pada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan vang menangani kesekretaratan.

Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka

Pengelolaun Kas Negara menyusun Laporan Keuangan untuk seluruly transaksi

Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas,

Pendapatan Selisth Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN,

Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/DBeban herupa selisih

kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs

Terealisasi dalam Pcngelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Bceban Transaksi

Pengelolaan Kas Negara, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan

keuangan disusun berupa LO, LPE, LRA, Neraca, dan CaLK.

d.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

UAKPA DBUN TK Pengelola Pendapatan dan DBelanja/Beban Dalam Rangka
Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Laporan Keuangan vang terdiri atas LO,
LPE, LRA, Ncraca, dan CalK dilampiri dengan Pcrnyataan Tanggung Jawab
kepada UAPBUN TK DJPBN.

Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN
TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas
Negara menvampaikan laporan keuangan vang terdiri LRA dan Neraca secara
bulanan kepada UAP BUN TK DJPBN.

Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPBN menyusun laporan
konsolidasi.

Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK
DJPBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan
dilampiri dengan Pernvataan Tanggung Jawab dan Pernvataan Telah Direviu.
Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAI? BUN TK kemudian UAKI® BUN
Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan
menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan

dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
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Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuli ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenal tata cara penyusunan

Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.
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BAB VIII
AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PEGAWAL

A. Definisi
Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai untuk selanjutnva disebut Utang
PFK Pegawai adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran/potongan PFK

Pegawai dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola
Utang PFK Pegawai. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai bertugas untuk
mencatat seluruh transaksi vang ada berdasarkan dokumen sumber vang sah.
Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai kemudian
disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban
Jaminan Layvanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban
Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program
THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI;, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog serta
Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara
dan Pengelola Utang PFK Pegawai vang dilaksanakan oleh DJPBN untuk dilakukan
penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA
BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan

disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJPBN

UAKPA BUN TK Pengelola UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK Pengelola Utang
Belanja/Beban Pensiun, Jaminan Pengelola Pendapatan dan PFK Pegawai

Layanan Kesehatan, Jamkesmen, Belanja/Beban Dalam Rangka
Jamkestama, JKK, JKM, Program
THT, PPN RTGS BI, dan Selisih
Harga Beras Bulog

Pengelolaan Kas Negara
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Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pcnyusunan laporan kcuangan
transaksi Utang PFK Pegawai adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam
lampiran IT PP 71 /2010 tentang SAP.

1. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pegawai

a. Pengakuan
Utang PFK Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban dari hasil

perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

Utang PFK Pegawai diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan

vang tercantum pada BAR.

c. Jurnal
JURNAL PENGAKUAN UTANG:
Buku Besar Akrual:
Uraian Dr Cr

Diterima Dari Entitas Lain XXXX

Utang PFK KXXX

JURNAL PELUNASAN UTANG:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Utang PFK XEXX
Ditagihkan Kepada Entitas XKXXX
Lain

d. Penyajian
Transaksi pengakuan utang dan pelunasan utang disajikan pada Laporan

Perubahan Ekuitas dan Neraca.
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA

Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0

EKUITAS AWAL XXXX XXXX
SURPLUS/DEFISIT — LO XXXX XXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN XXXX XXXX
AKUNTANSIKESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX

Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX

Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL}) XXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR KXXXX KXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank Cc.2
Kas Lainnya dan Setara Kas c21 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
|| Jumleh Kes dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c22 3T 30U, KKK 3T 300K KKK
Piutang Lain-Lain c23 XXX XXX XKX XXX XKX. XKX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.24 (XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX XXX
Piutang}
‘ ‘ Jumlah Piutang
Persediaan Cc2s
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP Cc26
Tanah KKK KKK XXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya KKK XXX XXX pi0:9.:9.9,0. 9 0,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA c2.7
Aset Tak Berwujud XXX KKK XXX XXX XXX. XXX
Aset KKKS je.9.9:0.9:%.0.9.4 EK KKK KKK
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Aset Lain-lain XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Lainnya
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset .28 (300X, XXX, XXX, XXX ) (3330 3000 KKK KKX)
Lainnya}

Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAIIBAN

KEWAIIBAN JANGKA PENDEK

‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan

KX XXX XXX

)99, 9:9.9.95:9. 9.4

Utang Jangka Panjang DN Lainnya

)19:9,:45.9.9,65.9.9.4

p,9:9,95:9.9.95.9:9:4

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

(9.9, 95, 9,9.45,9. 9.4

)(9.9.95:9,9. .9, 9.4

Jumlah Utang Jangka Panjang DN

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang LN

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas

(33X KKK KKK KKK )

(3K KKK KKK KKK )

JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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e. Pengungkapan
Informasi terkait Utang PFK Pegawai diungkapkan sccara memadai

dalam Catatan atas Laporan keuangan.

2. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber vang digunakan untuk proses akuntansi dalam
transaksi khusus Utang PFK Pegawai antara lain:
a. BAR;
b. Keputusan Menteri Keuangan;
c. Nota Debit;
d. Nota Kredit;

e. SSBP;
f. SPM;
g. SI1m2D.

Sclain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait
vang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Utang PFK

Pegawai.

3. Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada ketentuan vang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

4. Emntitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai
berikut:
a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai dilaksanakan oleh Unit
Eselon 1l pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani

Pcengelolaan Utang PRI Pegawai.

b. UAP BUN TK DJPBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan.

5. Penvampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai menyusun Laporan
Keunangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pegawai. Laporan keuangan

disusun berupa LPE, Neraca, dan Cal.K.
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Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Utang PI'K Pegawai menyvampaikan Laporan Keuangan
vang terdiri atas LPE, Ncraca, dan CalK dilampiri dengan Pernyvataan
Tanggung Jawab kepada UAPBUN TK DJPBN.

b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK
Utang PFK Pegawai menvampaikan laporan keuangan vang terdiri dari
Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJFPBN.

¢. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPEN menyusun
laporan konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebul disampaikan oleh UAP BUN TK
DJPBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan
tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan
Telah Direviu.

¢. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKI? BUN
Transaksi Khusus mcnyvusun laporan kcuangan konsolidasian dan
menvampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan

dilampiri Pernvataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara

penvusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.
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BAB IX
AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PAJAK ROKOK

A. Definisi
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok untuk selanjutnya disebut
Utang PFK Pajak Rokok adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan PFK setoran
Pajak Rokck dan pembayvaran pengembalian penerimaan setoran PFK Pajak Rokok.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola
Utang PFK Pajak Rokok. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok bertugas
untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang
sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok kemudian
disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok yang
dilaksanakan oleh DJPK. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari
UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur

Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN:

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJPK

UAKPA BUN TK
Pengelola Utang PFK Pajak
Rokok
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Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
transaksi Utang PFK Pajak Rokok adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam
lampiran IT PP 71 /2010 tentang SAP.

Akuntansi Transaksi Utang ’I'K ’'ajak Rokok
a. Pengakuan
Utang PFK Pajak Rokok diakui pada saat timbulnya kewajiban dari hasil

perhitungan yvang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran
Utang PFK Pajak Rokok diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan

vang tercantum pada BAR.

c. Jurnal
JURNAL PENGAKUAN UTANG:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Diterima Dar1 Entitas Lain KXXX
Utang PFK Pajak Rokok XXKX

JURNAL PELUNASAN UTANG:
Buku Besar Akrual:

Uraian Dr Cr
Utang PFK Pajak Rokok XXXX
Ditagihkan Kepada Entitas Lain XXXX

d. Pcnvajian
Transaksi pengakuan utang dan pelunasan utang disajikan pada Laporan

Perubahan Ekuitas dan Neraca.
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Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA

Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN Catatan 20X1 20X0
EKUITAS AWAL XXXX XXX
SURPLUS/DEFISIT — LO XXXX XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN XXXX XXXX
AKUNTANSIKESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX
Lain-lain XXX XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) XXXX XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS XXXX XXXX
EKUITAS AKHIR ):9.4:0.0.¢ KXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank c.2
Kas Lainnya dan Setara Kas cz21 XXX, XXX. XXX XK, KKK XXX
‘ ‘ Tumlah Kas dan Bank
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak cz2z2 XXX XXX XKX XXX XKX. XKX
Piutang Lain-Lain C23 XEX. KKK KKK KX, XK. XKX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C24 (XK KKK XXK) (300X XK K. KKK KKK )
Piutang)
‘ ‘ Jumlah Piutang
Persediaan C25
‘ ‘ ‘ Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP C2.6
Tanah XXX, XXX XXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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Jalan, Irigasi, dan Jaringan XHK KKK XXX XXX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX KKK XXX XXX XXX. XXX
‘ ‘ Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA c2.7
Aset Tak Berwujud XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Aset KKKS XXK XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX p0.0.9:0:0.9.¢.9.4
Piutang Jangka Panjang XXX, XXX XXX XXX KKK XXX
Aset Lain-lain XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX, XXX, XXX XK, KKK, KKK
Lainnya
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C28 (30030 X300 XXX KKK ) (30X X0 KKK KKK )
Lainnya)
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAIIBAN
KEWAIIBAN JANGKA PENDEK
‘ ‘ ‘ ‘ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Neger
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Utang Jangka Panjang DN Lainnya XXX, XXX XXX XXX KKK XXX
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Utang Jangka Panjang DN
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Jumlah Utang Jangka Panjang LN
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIJIBAN
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas (XXX XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX XXX)
JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS
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e. Pengungkapan

Informasi terkait Utang PFK Pajak Rokok diungkapkan secara memadai

dalam Catatan alas Laporan Keuangan.

Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yvang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi
khusus Utang PFK Pajak Rokol antara lain:
a. S5BPh;
b. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Rokok;
c. SPM;
d.BAR,;
e. SP2D.
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait
vang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Utang PFK

PPajak Rokok.

Pelaksanaan Rekonsiliasi
Pelaksanaan rekonsiliasi mengacu kepada kelentuan yang mengatur

mengenai rekonsiliasi.

Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFIK Pajak Rokok dilaksanakan oleh Unit
Eselon 1I pada DJPK vang menangani Pengelolaan Utang Pajak Rokok.

b. UAP BUN TK DJPK dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJPK yang ditunjuk

oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok menyusun Laporan
Keuangan untuk selurul transaksi Utang PFR Pajak Rokok. Laporan keuangan
disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK.
Mekanisime penvampaian Laporan Kenangan sebagai berikut:
a. UAKPA BUN TK Utang PFK Pajak Rokok menvampaikan Laporan Keuangan
vang terdiri atas LPE, Neraca, dan CalK dilampiri dengan Pernyataan
Tanggung Jawab kepada UAPBUN TK DJPK.
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b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK
Utlang PFK Pajak Rokok menyampaikan laporan keuangan vang lerdiri dari
Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPEK.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPK menyusun
laporan konsolidasi.

d. Laporan konsclidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK
DJPK kepada UAKP BUN ‘Transaksi Khusus secara scmesteran dan tahunan
dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Tclah Dircviu.

e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN
Transaksi IKhusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan
menyvampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan

dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyvataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara

penyusunan Laporan Keuangan Konseolidasian BUN.
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BAB X
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKP BUN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan keuangan ........ selalcu UARKP BUN Transaksi Khusus vang
terdiri dari (i) Laporan Operasional, (i) Laporan ’erubahan Ekuitas, (iii) Laporan
Realisasi Auggaran, (iv) Neraca, dan (v) Calalan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran ...... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kani,
sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Pembantu BUN
merupakan tanggung jawab UAP BUN.

<Paragraph penjelasan  untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dielaskan terkait
dalam proses penggabungan laporan keunangan dan dalam pengusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
vang memadai dan isinva telah menvajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Selaku Pimpinan dari UAKP BUN TK
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FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN .................

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan ......... selaku UAP BUN ..............., vang terdiri dari (i)
Laporan Operasional, (ii) Laporan Perubahan Ekuitas, (iii) Laporan Realisasi
Anggaran, (iv) Neraca, dan {v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.....
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph pergelasan — uniuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait
dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
vang memadai dan isinya telah menyvajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selaku Pimpinan dari UAI? BUN TK
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FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKKPA BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA................

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan ......... selaku UAKKPA BUN ..............., yvang terdiri dari (i)
Laporan Operasional, (i) Laporan Perubahan Ekuitas, (iii) Laporan Realisasi
Anggaran, (iv) Neraca, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.....
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait
dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalamn pengusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan terscbhut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
vang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi kcuangan sccara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

“ey
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FORM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA BUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR ................

Pernyataan Tanggung Jatwab

Isi Laporan Keuangan ......... selaku UAKPA BUN TK ..............., yang terdiri dari (i)
Laporan Operasional, (1) Laporan Perubahan Ekuitas, (iii) TLaporan Realisasi
Anggaran, (iv) Ncraca, dan (v) Catatan atas Laporan Kcuangan Tahun Anggaran ....
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph perjelasan — untuk merjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait
dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan
keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
vang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

........................................................ s
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BAB XI
PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dalam
Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pewerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan modul ini dimaksudkan sebagai upaya
untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keunangan untuk transaksi

vang termasuk dalam ruang lingkup transaksi khusus.

Diharapkan dengan tersusunnyva modul ini maka ke depannva penyusunan laporan
keuangan transaksi khusus dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk
membantu menghasilkan LI BA Transaksi Khusus, LK BUN, dan LKPP sehingga infornnasi
vang disajikan lebih akurat, informatif, dan tepat wakiu sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dengan disusunnva modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi
Transaksi Khusus ini bukan berarti merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi
transaksi khusus, akan tetapi tahap terpenting selanjutnya adalah memberikan pavung
hukum atas pelaksanaan transaksi khusus dan merancang sistem akuntansi secara
menyvelurnh terkait dengan jenis transaksi khusus vang ada di BA BUN sehingga dapat
membantu menvusun laporan keuangan vang akurat, informatif, dan tepat waktu sesuai
dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur mengenai Sistem Akuntansi

dan Peclaporan Kcuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO



